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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan sentralnya wilayah Malang Raya yang meliputi
Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Dengan demikian posisi Kota
Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, dimana batas wilayah
Utara, Timur, Selatan dan Barat merupakan wilayah Kabupaten Malang. Luas
wilayah Kota Malang kurang lebih 110.06 km? yang terbagi dalam lima kecamatan
yaitu Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan
Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang. Dari kelima kecamatan tersebut
Kecamatan terluas berada di Kecamatan Kedungkandang (39.89 km?) yang terletak
di sebelah Timur pusat pemerintahan Kota Malang. Sedangkan yang terkecil berada
di Kecamatan Klojen (8.83km?) kecamatan ini berada di seputar pusat
pemerintahan

Kota Malang merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di Provinsi
Jawa Timur. Dalam Pilkada Kota Malang 2018, pasangan Drs. H. Sutiaji dan Ir. H.
Sofyan Edi Jarwoko terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Malang periode
2018-2023. Keduanya dilantik pada 24 September 2018. Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU SPPN), setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIJMD). RPJIMD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya

masa jabatan kepala daerah. RPJIMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan

program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
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Mjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN).

Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD disusun dengan tujuan agar proses
perumusan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dilakukan berdasarkan
perencanaan pembangunan yang matang dan terukur. Dengan perencanaan yang
baik, maka setiap kebijakan pembangunan diharapkan dapat benar-benar
memberikan dampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. UU SPPN
menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah,
maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga
bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi
masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berpijak pada ketentuan perundangan di atas, disusunlah RPJMD Kota
Malang 2018-2023. RPJMD Kota Malang 2018-2023 merupakan bagian tak
terpisahkan dari RPJPD Kota Malang 2005-2025 dan merupakan rangkaian
kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD Kota Malang 2013-2018. Selain itu,
penyusunan RPJIMD Kota Malang 2018-2023 juga merupakan penerjemahan dari
visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan visi Walikota dan
Wakil Walikota Malang yaitu “Kota Malang Bermartabat”.

Perwujudan visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan dalam 4 (empat)
misi pembangunan daerah. Pertama, menjamin akses dan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga. Misi ini mengandung arti
bahwa pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan
pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi
semua warga Kota Malang. Kedua, mewujudkan kota produktif dan berdaya saing

berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan. Misi ini mengandung arti

bahwa pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing
,
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Mrah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya

dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang, serta
berwawasan lingkungan. Ketiga, mewujudkan kota yang rukun dan toleran
berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
Misi ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada
peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman
budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat
rentan, kesetaraan gender, serta kerukunan sosial. Keempat, memastikan kepuasan
masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, professional, dan
akuntabel. Misi ini mengandung arti bahwa pembangunan diprioritaskan untuk
mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang
profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Malang di atas menjadi acuan
dalam perumusan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota
Malang sesuai dengan RPJMD Kota Malang 2018-2023. Target dan proyeksi
Indikator Kinerja Daerah tersebut dirumuskan sebagai acuan dalam mengukur
dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang.
Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama
bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan
kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Indikator kinerja adalah suatu rujukan yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), serta dampak (impact). Keluaran (output) adalah
suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumberdaya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan
yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam
satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil

pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa

program.




Kota Malang 2020

’5- Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Malang yang menjadi acuan penilaian

kinerja Pemerintah Kota Malang terdiri dari 9 indikator. Pertama, Indeks
Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development
Program). Kriteria tersebut mencakup tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan
hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup
layak (decent standard of living). IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari
indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Kedua, Indeks Pendidikan. Pengukuran indeks pendidikan menggunakan
indikator rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama
sekolah (expected years of schooling). Pengukuran Indeks Pendidikan
menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selain

itu juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur capaian Indeks Pendidikan.

Ketiga, Indeks Kesehatan. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka
Harapan Hidup saat lahir (AHH). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir
Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pengukuran Indeks Kesehatan
menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selain

itu juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur capaian Indeks Kesehatan.

Keempat, Indeks Daya Beli. Pengukuran indeks daya beli didasarkan pada
kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung standar hidup layak, yaitu
menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas
daya beli (purcashing power parity) berbasis formula Rao. Pengukuran Indeks
Daya Beli menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota
Malang. Selain itu juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur capaian

Indeks Daya Beli.

Kelima, Angka Kemiskinan. Pengukuran angka kemiskinan mengacu pada
kriteria BPS, yaitu menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran

angka kemiskirlqn menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik




-Hang. Selain itu juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur Angka

Kemiskinan.

Keenam, Persentase Penurunan PMKS. Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya
baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pengukuran
Persentase Penurunan PMKS menggunakan data yang bersumber dari masing-
masing kecamatan/kelurahan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selain itu

juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur Persentase Penurunan PMKS.

Ketujuh, Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender
(IPG) adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga
dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan, dan standar hidup layak. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender
menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selain
itu juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan

Gender.

Kedelapan, Indeks Pembangunan Masyarakat. Indeks Pembangunan
Masyarakat diadopsi dari Solihin (2015), terdiri dari tiga indikator yaitu Indeks
Gotong-royong, Indeks Toleransi, dan Indeks Rasa Aman. Kesembilan, Indeks
Modal Sosial. Indeks Modal Sosial diadopsi dari BPS (2014), terdiri dari tiga
indikator yaitu Sikap Percaya dan Toleransi, Aksi Bersama, dan Kelompok dan

Jejaring.

Target dan pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang yang telah
dirumuskan oleh Pemerintah Kota Malang membutuhkan suatu analisis review
yang dilakukan secara berkelanjutan. Review yang dimaksud di sini adalah upaya
untuk melakukan perbandingan antara target Indikator Kinerja Daerah dengan

capaian yang diperoleh pada tahun yang dimaksud. Kajian-kajian terdahulu

menunjukkan bahwa review ini penting untuk dijadikan sebagai bahan bagi
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mwasi kinerja daerah (Taufik, 2013; Nuryadin & Suharsih, 2017; Damarsari,

Junaidi, & Yulmardi, 2015; Riasmini et al., 2019). Evaluasi merupakan kegiatan
untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai
dengan indikator pencapaian (kinerja) yang telah ditetapkan dalam perencanaan
(Muhammad, 2013). Hal ini penting untuk melihat dan mencermati hasil capaian
dari target capaian yang telah ditentukan untuk setiap indikatornya. Evaluasi ini
juga menjadi cerminan dari pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan warganya. Hasil evaluasi ini nantinya dapat
dijadikan sebagai pijakan dalam memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan
kebijakan pembangunan. Selain itu, ia juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk
merumuskan rekomendasi-rekomendasi strategis kebijakan pembangunan untuk
periode berikutnya, khususnya dalam penyusunan RPJMD Kota Malang tahun
2023-2028.

Harapan Pemkot tahun 2020 hasil evaluasi dan review indeks Kinerja Daerah
Kota Malang tentunya menunjukkan angka yang semakin meningkat, namun tiba-
tiba-tiba wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan —China,
lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Kondisi
krisis kesehatan ternyata berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Kondisi ini
praktis membuat Pemerintah Daerah Kota Malang harus mengkaji ulang rencana-
rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan
kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumberdaya untuk
mengatasi wabah Covid-19.

UNDP mengatakan bahwa pandemi itu lebih dari sekadar darurat kesehatan
global: ini adalah krisis pembangunan manusia yang sistemik, yang telah
mempengaruhi aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial dengan cara yang
belum pernah terjadi sebelumnya (Subekti.2020). Perubahan kebijakan tentusaja
mempengaruhi pencapaian Indek Kinerja Daerah yang telah diperoleh selama ini.
Sejumlah pengaturan baru dilakukan terkait dengan kegiatan masyarakat.

Kebijakan terkait kegiatan masyarakat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Kesehatan (PMK) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai

Percepatan Penanganan COVID-19 antara lain meliputi meliburkan sekolah dan
.




ja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat

umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan
pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Kondisi pandemi ini tentu sangat berdampak langsung terhadap kinerja
pemerintah Daerah Kota Malang. Meskipun demikian Pemerintah Kota Malang
tetap berinisiatif untuk melakukan kegiatan kajian review target dan capaian
pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun 2020 agar memperoleh
gambar tentang target dan capaian indek kinerjanya, sehingga memperoleh

masukan bagi pengambilan kebijakan di tahun mendatang.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Kajian,
Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023;

C. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi
target dan capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun

2020 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023

yang meliputi:
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mbangunan Manusia Kota Malang Tahun 2020
Indeks Pendidikan Kota Malang Tahun 2020

Indeks Kesehatan Kota Malang Tahun 2020

Indeks Daya Beli Kota Malang Tahun 2020

Angka Kemiskinan Kota Malang Tahun 2020
Persentase penurunan PMKS Kota Malang Tahun 2020

Indeks Pembangunan Gender Kota Malang Tahun 2020
Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Malang Tahun 2020
Indeks Modal Sosial Kota Malang Tahun 2020

Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan kajian evaluasi ini meliputi:

Review literatur untuk mengidentifikasi konsep dan teori yang terkait
dengan variabel-variabel kajian beserta aspek-aspek dan indikator-
indikatornya.

Pengumpulan data empiris capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023,Data empiris mengenai
Indikator Kinerja Daerah nomor 1-7 diperoleh dari data sekunder,
sedangkan Indikator Kinerja Daerah nomor 8-9 diperoleh dari data primer
melalui survei.

Analisis dan evaluasi target dan capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen RPIJMD Kota Malang 2018-2023.

E. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kajian ini adalah tersedianya

informasi tentang capaian 9 (sembilan) Indikator Kinerja Daerah Kota Malang

tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Malang

2018-2023. Selain itu, kajian ini juga akan memaparkan hasil analisis dan evaluasi




aian 9 (sembilan) Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun 2020

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Malang 2018-2023.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, tujuan, ruang lingkup
kegiatan, keluaran, definisi operasional variabel kajian, dan sistematika penulisan
laporan kajian.

BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan berbagai teori dan konsep yang menjadi dasar bagi
perumusan instrumen kajian ini. Berbagai teori dan konsep tersebut terkait dengan
manajamen publik, manajemen kinerja, evaluasi kinerja, serta penjelasan mengenai
9 (sembilan) Indikator Kinerja Daerah.

BAB Ill. METODE KAJIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode kajian yang akan digunakan
dalam kegiatan kajian ini. Metode kajian meliputi pendekatan kajian yang
digunakan, lokasi kajian, populasi dan sampel kajian, metode pengumpulan data,
instrumen kajian, dan metode analisis data.

BAB IV. DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Kota Malang, gambaran
responden kajian untuk Indeks Pembangunan Masyarakat dan Indeks Modal Sosial,
gambaran capaian 9 Indikator Kinerja Daerah Kota Malang, serta hasil proyeksi
dan analisis gap rasio kesembilan indikator tersebut.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, rekomendasi, serta kendala-hambatan dan rencana tindak

lanjutnya.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Publik
1. Konsep Dasar Manajemen Publik

Manajemen publik berasal dari dua kata: manajemen dan publik. Secara
etimologi manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu management. Berasal dari
kata kerjato manage artinya mengontrol. Istilah ini berasal dari kata manus, artinya
tangan, menagerie yang berarti berternak. Kata manus berasal dari Bahasa Latin
yaitu mansionaticum berarti pengelolaan rumah besar. Kata manajemen bisa
difahami dari Bahasa Italia maneggiare yang berarti mengendarai kuda dengan
penuh keahlian, juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam
pagar. Dalam Bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan,
menangani, atau mengelola. Dengan demikian manajemen mempelajari bagaimana
menciptakan efektivitas usaha (doing right things) secara efisien (doing things
right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai
tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2001; Untari, 2006).

Pengertian manajemen terdapat banyak pandangan, karena belum ada
kesepahaman dari para ahli. Namun demikian hakekat, maksud, dan tujuan yang
tersirat dalam berbagai pengertian hakekatnya sama. Beberapa pengertian,
sebagaimana dikumpulkan oleh Untari (2006) sebagai berikut. Pertama, Prayudi
Atmosudirdjo berpendapat bahwa manajemen adalah pengembangan dan
pemanfaatan semua faktor dan sumberdaya berdasarkan perencanaan, diperlukan
untuk mencapai atau menjelaskan suatu praktik atau tujuan kerja tersebut. Kedua,
Liang Lee berpendapat bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan,
pengorganissian, pangarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumberdaya
manusia dan sumberdaya alam (human and natural resources) untuk mencapai

tujuan yang telah direncanakan lebih dahulu. Ketiga, Siagian berpendapat bahwa




-wm adalah suatu aktivitas yang digerakkan orang lain, suatu kegiatan

memimpin atas dasar yang telah diputusakan terlebih dahulu (dalam Untari.2006).

Kata publik diserap dari bahasa Inggris public yang secara etimologis berasal
dari  bahasa Latin publicus yang berarti untuk orang (for populicus).
Populicus berasal dari kata populus yang berarti orang (people). Kata public dapat
diartikan sebagai bukan perseorangan (individual), publik dengan demikian
meliputi orang banyak, berhubungan dengan suatu negara, bangsa, atau masyarakat,
seperti digunakan dalam frase public administration (tata usaha negara), public
finance (keuangan negara), public service (pelayanan publik), public transport
(pengangkutan umum), public relation (hubungan masyarakat), public interest

(kepentingan umum), dan lain-lain.

2. Pengertian Manajemen Publik

Istilah manajemen publik sering disamakan dengan manajemen pemerintah,
yaitu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan
sarana dan prasarana yang tersedia. Menurut Ott. Hyde & Safriez sebagaimana
disitir oleh Wijaya. Andy Fefta, Oscar Radyan Danar (2014), manajemen publik
merupakan cabang dari administrasi publik yang membahas keilmuan mengenai
desain program rekonstruksi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem
penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, dan
evaluasi program dan audit.

Pada organisasi, manajemen merupakan salah satu unsur penting dalam
pelaksanaan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor
publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang
diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan
pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.
Mahmudi (2010) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen
sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1) Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar,

akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat
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ifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang

dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.

2) Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumberdaya, seperti
air bersih, listrik, kemanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya
yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.

3) Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas
mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang
artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan
sektor swasta.

4) Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan
yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya,
misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-
sarana umum lainnya.

5) Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan
sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan
keadilan seperti itu.

6) Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam
hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu
juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.

7) Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrumen pasar,
sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrumen
pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan
kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan
keinginan kolektif.

Pada pendekatan manajerialisme, manajer publik harus melakukan fungsi-
fungsi strategik seperti perumusan strategi, perencanaan strategik, dan pembuatan

program. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan,

pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang
(Mahmudi, 2010).




-ermbangan secara keilmuan konsep manajemen publik berjalan seiring

dengan perubahan paradigma dalam ilmu administrasi publik. Dalam kaitan ini
dipaparkan dalam 3 (tiga) paradigma, yaitu sebagai berikut:
1) Old Public Administration
Konsep publik atau pemerintahan dalam paradigma Old Public
Administration (yang kemudian dikenal dengan OPA), sebagaimana dikemukakan
oleh Wodrow Wilson yang dikutip Henry dengan dikotomi politik dan administrasi.
Yang dipertegas dengan pandangan Goodnow bahwa fungsi pemerintah harus
berhubungan dengan kebijakan negara, sedang administrasi harus berhubungan
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut (1995). Fungsi pemerintah menurut
pendapat Thoha (2008) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan
memberikan pelayanan yang pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan netral,
professional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Ada setidaknya
dua tema kunci memahami OPA yang telah diletakkan oleh Wilson. Pertama,
terdapat perbedaan yang tegas antara politik dengan administrasi. Perbedaan itu
dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan
kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. Kedua, terdapat perhatian untuk
menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak
organisasi publik dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-
tugas secara efektif dan efisien.
Dengan begitu pendapat Thoha (2008) lebih lanjut konsep Old Public

Administration adalah sebagai berikut:
a. Perhatian pemerintah terfokus pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh

dan dan atau melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
b. Public policy dan administration berkaitan dengan merancang dan

melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
c. Peran yang dimainkan administrasi publik lebih kecil dari proses pembuatan

kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
d. Administrator harus berupaya memberikan pelayanan dapat dipertanggung

jawabkan kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk

melaksanakan tugasnya;




-Fudministrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih

secara demokratis;

a. Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui secara
hierarkis pada struktur organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hirearki
atas organisasi;

b. Efisiensi dan rasionalitas merupakan nilai-nilai utama (the primary values) dari
administrasi publik;

c. Pelaksanaan administrasi publik secara sangat efisien dan sangat tertutup, karena
itu warga negara keterlibatannya amat terbatas;

d. Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas.

2) New Public Management

Pada beberapa dekade pandangan publik melihat bahwa organisasi sektor
publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang rigit, tidak inovatif, minim
kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga memunculkan sebuah gerakan
reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep New Public Management
(NPM). Istilah New Public Management pada awalnya secara historis mulai
dikenalkan di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak
memadainya model administrasi publik tradisional (Bovaird, 2003; Mahmudi,
2010). Paradigma OPA secara evolutif berganti dengan Paradigma NPM yang
mampu menjawab adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor
publik dapat menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik
atau minimal sama dengan yang dihasilkan sektor swasta.

Munculnya NPM dipandang sebagai reaksi politik dan organisasi, respon
terhadap kekurangan cara tradisional dalam penyediaan layanan publik. Sebagai
perspektif baru NPM muncul tahun 1990-an, mencoba menggabungkan nilai inti
administrasi bisnis dalam domain administrasi publik. Christoper Hood yang
pertama kali menggunakan istilah NPM yakni tahun 1991 dalam artikel kajian yang
berjudul “a New Public Management fo All Seasons” yang dipublikasikan dalam

jurnal “Public Administration”. llmu administrasi publik mengenalkan paradigma

baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Walaupun
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mt dengan nama lain misalnya Post-beureaucratic Paradigm (Barzeley,

1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara
umum disebut NPM karena berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai
penggagas awal paradigma alternatif.

Paradigma ini menekankan pada perubahan tindakan pemerintah menjadi
lebih efektif dan efisien dengan prinsip The Invisible Hand-nya Adam Smith, yaitu
mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih
berfokus pada kepentingan publik yang luas.Perubahan paradigmatik terjadi di
negara-negara Barat yang menganut paham demokrasi liberal pada dua dekade
yang lalu, dimana asumsi-asumsi tentang negara kesejahteraan yang lama
digantikan dengan model pemerintahan berwirausaha (entreprenur). Model
pemerintahan berwirausaha itu secara manajerial lebih dikenal dengan New Public
Management (NPM) di Inggris (Barzelay, 2002) dan reinventing government di
Amerika Serikat (Minogue, 2000).

Diungkapkan oleh Hendry yang dikutip dari OECD (1995) bahwa terdapat
sejumlah elemen dalam NPM antara lain :

“... (1) emphasis on performance management; (2) more flekxible and

devolved financial management; (3) More devolved personel management

with increasing of performance related pay and personalized contracts; (4)

more responsiveness to users and other customers in public service; (5)

greater decemtralization of authority and responsibility from central to lower

levels of government; (6) greater rescourse to the use of market-type
mechanism, such as internal markets; (7) privatization of market-oriented
public enterprises.”

Pandangan Islamy (2003) tentang paradigma manajemen publik mengkritisi
nilai-nilai administrasi publik yang dianggap fundamental dengan menegaskan
beberapa hal, sebagai berikut:

1) Birokrasi bukanlah satu-satunya penyedia (provider) atas barang dan jasa publik
karena sesuai dengan prinsip generic management yang fleksibel, sektor swasta
telah lama menjadi pionir dalam menyediakan juga barang dan jasa yang

dibutuhkan masyarakat;

2) Sektor publik dapat mengadopsi sistem manajemen swasta yang fleksibel,




mmlik memiliki peran ganda baik di bidang politik maupun administrasi

yang telah lama terjadi bisa lebih terwujud di dalam paradigma baru dalam
manajemen publik;

4) Akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara lebih nyata

3) New Public Service

Pada perkembangan pelaksanaan NPM tidak sebagaimana yang diharapkan,
memang di beberapa negara maju NPM berhasil seperti di Amerika Serikat,
Selandia Baru, Kanada, Inggris dan negara maju lainnya, namun dibanyak negara
berkembang di Afrika dan di Asia termasuk Indonesia gagal menerapkan konsep
New Public Management karena tidak sesuai dengan landasan ideologi, politik,
ekonomi, dan sosial-budaya negara yang bersangkutan. Itulah yang mendorong
lahirnya paradigma baru dalam penyelenggaraan negara yakni paradigma New
Public Service lahir sebagai anti thesa dan berusaha mengkritik New Public
Management, yang dianggap gagal di banyak negara.

Perkembangan manajemen publik yaitu periode New Public Service atau NPS
yakni pada periode ketiga. Berbeda dengan teori model klasik dan NPM, Jika NPM
seorang pemimpin merupakan makhluk ekonomi semata, maka NPS adalah konsep
yang menekankan bahwa dalam penyelenenggaraan negara seorang pemimpin atau
birokrasi juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas
sebagai pelayan publik. NPS mempunyai normatif model yang dapat dibedakan
dengan konsep-konsep lainnya. Thoha (2017) menyatakan bahwa ide dasar dari
NPS dibangun dari konsep-konsep; (1) teori democratic citizenship; (2) model
komunitas dan civil society; (3) organisasi humanism; (4) postmodern ilmu
administrasi publik. Pemahaman mengenai manajemen dalam sektor publik
merupakan adopsi dari unsur-unsur manajemen pada sektor swasta. Oleh karena
itu, senada diungkapkan oleh Mahmudi (2010) organisasi sektor publik perlu
mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta. Adapun prinsip-prinsip yang ditawarkan
Denhart & Denhart (2003) adalah sebagai berikut:

1. Melayani Warga Negara, bukan customer (Serve Citizens, Not Customer).

2. Mengutamakan Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest).




egaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan (Value Citizenship

over Entrepreneurship).
4. Berpikir
Act Democratically).

Strategis,  Bertindak  Demokratis  (Think  Strategically,
5. Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that accountability
is not Simple).
6. Melayani Ketimbang Mengarahkan (Serve Rather than Steer).
7. Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas (Value People, Not
Just Productivity).
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disarikan persandingan ketiga

paradigma tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS

Aspek

Old Public
Administration

New Public
Management

New Public Service

Dasar teoritis

luas

dan fondasi Teori Politik Teori Ekonomi | Teori Demokrasi
epistimologi
Rasionalitas Rasionalitas Teknis dan Rasionalitas strategis atau
dan model Synoptic rasionalitas rasionaitas formal (politik,
perilaku (administrative ekonomi ekonomi, dan organisasi)
Manusia man) (economic man)
Kepentingan publik | Kepentingan Kepentingan publik
Konsep secara politis publik mewakili | adalah hasil dialog
kepentingan dijelaskan dan agregasi berbagai nilai
public diekspresikan dalam | kepentingan
aturan hukum individu
Responsivitas Clients dan Customer Citizen’s
birokrasi constituent
publik
Peran Rowing Steering Serving
pemerintah
Pencapaian Badan pemerintah Organisasi Koalisi antar organisasi
tujuan privat dan publik, nonprofit, dan privat
nonprofit
Hierarki Bekerja sesuali Multi aspek: akuntabilitas
Akuntabilitas administratif dengan | dengan hukum, nilai-nilai,
jenjang yang tegas kehendak pasar | komunitas, norma politik,
(keinginan dan standar profesional
pelanggan)
Diskresi Diskresi terbatas Diskresi Diskresi dibutuhkan tetapi
administrasi diberikan secara | dibatasi dan bertanggung

jawab




Aspek Old Public New Public New Public Service

Administration Management
Struktur Birokratik yang Desentralisasi Struktur kolaboratif dengan
organisasi ditandai dengan organisasi kepemilikan yang berbagi
otoritas top-down dengan kontrol secara internal dan eksternal

utama berada
pada para agen

Asumsi Gaji dan Semangat Pelayanan publik dengan
terhadap keuntungan, entrepreneur keinginan melayani
motivasi Proteksi masyarakat

pegawai dan

administrator

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003)
Berdasarkan uraian di atas terkait perkembangan paradigma penyelenggaraan

negara pada hakikatnya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Peran dari pemerintah adalah mengelaborasikan, menginternalisasi dan

mengimplementasikan nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai

kebutuhan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga
membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.

Berdasarkan paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan
konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut
Islamy (2009) manajemen publik memiliki karakter antara lain:

1. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi
publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi
publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen
pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan
hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;

2. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku
baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan
yang tidak bertujuan mencari untung (nonprofit sector);

3. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai
suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;

4. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (internal operations) dari

organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan

mencari untung;




Men publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah

organisasi (organizational how to) publik melaksanakan kebijakan publik;

6. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai
tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada the managerial tools,
techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan
menjadi pelaksanaan program.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip
dalam sektor swasta yang diadopsi ke dalam manajemen sektor publik demi
pemenuhan kebutuhan publik dilakukan oleh pemerintah yang menginginkan

perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel.

B. Pengertian Manajemen Kinerja
1. Pengertian Manajemen Kinerja

Manajemen Kkinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk
menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja
karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan kemampuan tim
dan kontributor individu. (Amstrong, 2007). Manajemen Kinerja merupakan gaya
manajemen dalam mengelola sumberdaya yang berorientasi pada Kinerja yang
melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan
menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis secara terpadu sebagai kekuatan
pendorong untuk mencapai tujuan organisasi (Wibowo, 2013).

Terdapat banyak pengertian tentang manajemen Kkinerja. Dessler (2003)
menyatakan definisi manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan
penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem
tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan
strategis perusahaan. Udekusuma (2007) mendefinisikan manajemen Kkinerja
sebagai suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan
organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu

maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Menurut Surya Dharma (2005)

manajemen kinrja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi




I, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuali

dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang
telah ditentukan. Manajemen kinerja berkenaan dengan proses kerja, manajemen,
pengembangan dan imbalan yang saling berhubungan. Lebih lanjut dikatakan
bahwa manajemen kinerja dapat menjadi suatu kekuatan penggabung yang amat
kuat, memastikan bahwa proses tersebut dihubungkan secara tepat sebagai bagian
fundamental dari pendekatan manajemen sumberdaya manusia yang harus
dilaksanakan dalam organisasi (Amstrong, 2007).

Dengan demikian dapat disarikan bahwa manajemen kinerja merupakan suatu
proses kerja, manajemen, pengembangan dan imbalan yang saling berhubungan,
sebagai suatu kekuatan kolaborasi yang amat kuat, sehingga proses dipastikan
bekerja secara tepat sebagai bagian fundamental dari pendekatan manajemen

sumberdaya manusia yang harus dilaksanakan dalam organisasi.

2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Kinerja

Tujuan manajemen kinerja pada hakekatnya dalam rangka meningkatkan
Kinerja organisasi, juga seluruh tim dan individu dalam suatu kebersamaan dan
keterikatan, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya
dalam kurun waktu tertentu. Menurut Bintaro dan Daryanto (2017), tujuan
manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

1) Tujuan strategik

Tujuan strategik berkaitan dengan seluruh kegiatan pegawai dengan tujuan
organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan
dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan
strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem feedback terhadap Kkinerja
pegawai.
2) Tujuan administratif

Tujuan administratif adalah penggunaaan informasi manajemen Kinerja

khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif, penggajian,

promosi, pemberhentian pegawai dan lain-lain.
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pengembangan

Tujuan pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas
pegawai yang berhasil dibidang kerjanya, pemberian training bagi yang berkinerja
yang tidak baik, atau penempatan yang lebih cocok.

4) Tujuan khusus manajemen Kkinerja

Tujuan khusus manajemen kinerja adalah memperoleh peningkatan kinerja
sustainable, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, memungkinkan
individu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja dan
mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi.

Tujuan manajemen kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
(Yuningsih, 2017) antara lain:

1. Mengatur Kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir;

2. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi;

3. Membantu menentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja
organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual;

4. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan
berkesinambungan;

5. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur, dengan semangat, dan

produktif sehingga hasil kerja optimal.

C. Pengukuran Kinerja
1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Istilah kinerja banyak dipergunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat
keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja juga dimaknai
gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Dalam kinerja terdapat
sejumlah daftar hal-hal yang ingin dicapai yang dituangkan dalam penskemaan
stratejik suatu organisasi. Terdapat banyak pengertian kinerja menurut para pakar,
antara lain sebagai berikut:
< Drucker (1999), kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai

kadang-kadang dipergunakan untuk memperoleh suatu hasil positif.
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-Mulyadi (2007), kinerja adalah kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau

unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan
sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.
< Widodo (2006), Kkinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan
menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti
yang diharapkan.
< Mangkunegara (2000), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan padanya.
< Jumirin (2017) gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi
< Prawirosentono (1999), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai
dengan moral maupun etika
Pengukuran kinerja merupakan suatu usaha untuk memetakan strategi ke
dalam tindakan pencapaian target tertentu, target yang dimaksudkan tidak hanya
target akhir yang perlu diukur dan menjadi ukuran kinerja suatu organisasi, namun
juga berkaitan dengan kompetensi dan proses yang telah diselenggarakan dalam
waktu tertentu. Terdapat banyak pengerrtian tentang pengukuran kinerja, menurut
Mardiasmo (2002) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu
strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja adalah
suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian
pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat
diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
dan akuntabilitas. (Jumirin, 2007). Menurut Mahsun (2013) pengukuran Kinerja

adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang

telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaaan




-!wa dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa

(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada elanggan dan sampai seberapa
jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang
inginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Definisi pengukuran kinerja dengan demikian dapat disarikan bahwa
pengukuran kinerja organisasi dikatakan ibarat kompas yang mampu mendeteksi

dimana posisi organisasi berada serta menunjukkan arah tujuan organisasi.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sektor publik memiliki beberapa tujuan (Mahmudi (2007)
yaitu: (1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi; (2) Menyediakan
sarana pemelajaran bagi pegawai; (3) Memperbaiki kinerja untuk periode
berikutnya; (4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian reward dan punishment; (5) Memotivasi pegawai; (6)
Menciptakan akuntabilitas publik.

Dengan demikian tujuan pengukuan Kkinerja antara lain: (1) Membantu
memperbaiki Kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran
program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, (2)
Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan
pembuatan keputusan, (3) Untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan

memperbaiki komunikasi kelembagaan.

3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja
Terdapat beberapa elemen pokok dalam suatu pengukuran kinerja, yaitu:
a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
Tujuan sebagai suatu pernyataan umum yang dirumuskan secara tersirat tentang
hal-hal yang ingin dicapai organisasi/lembaga. Berbeda dengan sasaran yang
merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit yang dalam

rumusannya telah menetapkan target, kualitas, kuantitas, dan batasan waktu

yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk
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mi tujuan dan sasaran. Visi dan misi organisasi merupakan dasar dalam

penetapan tujuan, sasaran, dan strategi pada suatu organisasi/lembaga .
selanjutnya ditentukan indikator dan ukuran yang tepat dengan dasar rumusan
tujuan, sasaran dan strategi tersebut.

. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja

Elemen pokok pengukuran kinerja selanjutnya setelah menetapkan tujuan,
sasaran dan strategi organisasi dirumuskan indikator Kkinerja dengan
memperhatikan penilaian kinerja yang sifatnya hanya merupakan indikasi-
indikasi kinerja, oleh karena secara tidak langsung. Dalam menetapkan Ukuran
kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung.

Rumusan indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk
menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan
terlebih dahulu.Indikator kinerja dapat berbentuk: pertama, faktor keberhasilan
utama (critical success factors). Faktor keberhasilan utama (critical success
factors) merupakan kondisi yang menggambarkan indikasi adanya kesuksesan
kinerja unit kerja organisasi. Indikasi ini menjadi gambaran preferensi
manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan
nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus
secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. dan kedua,
indikator kinerja kunci (key performance indicator). adalah sejumlah indikator
yang dipandang sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial
maupun nonfinansial yang menjadi acuan dalam melaksanakan operasi dan
kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi
dan memonitor capain kinerja.

. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.

Elemen pokok pengukuran kinerja selanjutnya adalah mengukur tingkat
ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini dilakukan manakala telah
dirumuskannya indikator dan ukuran kinerja yang jelas, sehingga pengukuran
kinerja dapat dilaksanakan. Bagaimana mengukur tingkat ketercapaian tujuan,

sasaran dan strategi organisasi, yakni dilakukan dengan membandingkan hasil

nyata dengn indikator dan ukuran Kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya




mw dengan indikator dan ukuran kinerja ini dianalisis sehingga

menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan
nol arti penyimpangan positif menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah
menunjukkan keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi serta
melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Arti penyimpangan
negatif adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih belum berhasil
mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol
menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama
dengan indikator dan ukuran Kinerja yang ditetapkan.

. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi
mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi.

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi
mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian Kkinerja
organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian
kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan
organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan
akuntabilitas (Mahsun. Moh.diakses 13 Oktober 2020).

4. Implementasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja VFM (value for money) dibangun atas tiga komponen

utama (Mahmudi, 2007), yaitu:

a. Komponen visi, misi, sasaran, dan target

Komponen ini menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai dari suatu sistem
manajemen Kinerja. Setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian
misi, visi, tujuan, sasaran dan target. Penentuan misi, visi, sasaran dan target
dapat didahului dengan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Setelah
perangkat berupa misi, visi, tujuan, sasaran, target kinerja, strategi dan program
ditetapkan tahap berikutnya adalah mengembangkan metodologi untuk penilaian
kinerja. Langkah pertama organisasi harus menentukan indikator input, output,
outcome, benefit, dan impact. Setelah indikator-indikator tersebut ditetapkan,

organisasi kemudian baru bisa mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

b. Komponen input, proses, output, dan outcome




Man indikator Input, Output danOutcomeBerdasarkan lima indikator

input, output, outcome, benefitdan impactorganisasi kemudian dapat membuat
berbagai ukuran Kinerja berupa ukuran: (1).Ekonomi, yaitu perbandingan
costper unit inputatau unit inputper rupiah; (2).Efisiensi atau produktivitas, yaitu
perbandingan antara outputper unit inputatau inputper unit output;
(3).Efektivitas (tingkat keberhasilan proses), yaitu perbandingan antara outcome
per output;(4).Manfaat sosial neto (net social benefit), yaitu unit outcome yang
berhasil; (5).Efisiensi biaya (cost-efficiency), yaitu cost per unit outputatau
outputper rupiah cost; (6).Efektivitas biaya (cost-effectiveness), yaitu costuntuk
mencapai outcome;(7).Biaya manfaat (benefit-cost), yaitu net social benefit per
rupiah kos;(8).Ukuran pencapaian output; (9).Ukuran pencapaian outcome.

. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

Komponen pengukuran ekonomi, menurut Mahmudi sebagai perbandingan
antara input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dengan
input primer (kas). Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi
berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas
tertentu, Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah
anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas
anggaran maka terjadi pemborosan.

Komponen efisiensi dimaksudkan mengukur biaya atas output (cost of
output). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu
memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output.
Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi
dua, yaitu (1) efisiensi alokasi (efisiensi 1) dan (2) efisiensi teknis atau
manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk
mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi
teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya
input pada tingkat output tertentu. Komponen efektivitas adalah ukuran berhasil
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan
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-ﬁ? Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah

mencapai kegiatan yang telah ditetapkan (Karyoto.2009).

D. Penilaian Kinerja
1. Pengertian Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu
organisasi, bagian organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar dan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi pada dasarnya
dioperasikan oleh sumberdaya manusia, maka pengukuran Kinerja sesungguhnya
merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang
mereka mainkan dalam organisasi (Mulyadi, 2007). Pendapat yang hampir sama
dikemukakan oleh Mahsum (2013) penilaian atau evaluasi kinerja adalah kegiatan
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam
melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagai visi dan
misi organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disarikan penilaian atau evaluasi
kinerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan ataupun
kegagalan manajer publik dalam meraih target yang telah ditetapkan sesuai dengan

visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka tertentu.

2. Tujuan Penilaian Kerja

Tujuan utama penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat
dan valid berkenaan dengan prilaku dan kinerja anggota organisasi, kemudian
informasi tersebut digunakan untuk evaluasi dan pengembangan dimana banyak
keputusan relevan yang dibuat berdasarkan penilaian kinerja tersebut. Penilaian
kinerja sebagai evaluasi mempunyai tujuan: (1) Menentukan kontribusi suatu unit
atau devisi dalam perusahaan secara keseluruhan, (2) Memberikan dasar bagi
penilaian mutu prestasi manajemen unit deviasi, (3) Memberikan motovasi bagi
manajemen dan karyawan dalam menjalankan tugas seiring dengan tujuan umum

perusahaan, (4) Membedakan tingkat kinerja setiap karyawan, (5) Pengambilan
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-ulradministrasi dan personalia, seperti seleksi, promosi, kenaikan gaji, dan

transfer karyawan

E. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Untuk mengetahui bagimana kinerja pemerintah daerah, maka indikator
kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP (United Nation
Development Programme) melalui Human Development Report tahun 1996, yang
kemudian berlanjut setiap tahun (Setiawan & Hakim, 2013). Pembangunan manusia
didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of
enlarging people's choices) (bps.go.id, 2019). Pendapat lain mengatakan bahwa
pembangunan manusia dapat diberikan pengertian sebagai kondisi dan tingkat
kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenubhi
kebutuhan hidup dan pelayanan sosial (Suradi, 2007). dengan demikian
pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan
agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan,
kesehatan dan pendidikan. Jadi tujuan utama pembangunan adalah menciptakan
lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan
menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Progamme-
UNDP).

Secara ideal banyak varibel untuk memperoleh gambaran komprehensif,
kondisi pembangunan manusia yang dapat diketahui melalui sistem pengukuran
dan monitoring yang tepat. Namun, terlalu banyak indikator tenyata juga akan
berakibat semakin membingungkannya gambaran tentang pembangunan manusia
tersebut. Oleh karenanya Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran

pembangunan manusia. Ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang

dipergunakan oleh UNDP (United Nation Development Programme) yakni dengan
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Mbangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) menurut United Nations Development Programme (UNDP),

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar

kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan

tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)

Angka Harapan Saat Lahir: Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan
sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
sejak lahir. IPB mendefinisikan AHH (Angka Harapan Hidup) sebagai rata-
rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil
mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan
masyarakatnya.(IPB) AHH merupakan salah satu indikator yang digunakan
untuk menilai derajat kesehatan penduduk,(Sugiantari.2013) AHH dihitung
dari hasil sensus dan survei kependudukan.

. Pengetahuan (knowledge)

Rata-rata Lama Sekolah: Rata-rata lama sekolah (Mean Years of
Schooling/MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh
penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Definisi lain menyatakan
bahwa rata—rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15
tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk
tahun yang mengulang). Secara umum asumsi yang berlaku adalah semakin
tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas
seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Perhitungan rata-rata lama
sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada
umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir

Angka Harapan Lama Sekolah: Angka Harapan Lama Sekolah (Expected
Year for Schooling/EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-
umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah

penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah



—ﬁﬂ!ﬂg untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Tujuan HLS adalah untuk

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan
dapat dicapai oleh setiap anak.

Standar hidup layak (decent standard of living)

Standar hidup layak (decent standard of living) didefinisikan seberapa baik
atau seberapa buruk seseorang atau sekelompok orang hidup dalam hal
kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Standar hidup layak menggambarkan
tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin
membaiknya ekonomi.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran
per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Nilai
pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP)
menjadi penentu pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita
setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level
kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun
dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan
96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya
merupakan komoditas non-makanan.Metode penghitungan paritas daya beli
menggunakan Metode Rao.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait
banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan
dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk
mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk
mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik
Bruto (PDB) per kapita. IPM merupakan indikator komposit yang digunakan
untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan,
kesehatan dan standar hidup layak (daya beli).

Gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan

manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu

negara/daerah dapat dilihat dari Angka IPM. Dengan demikian semakin tinggi nilai
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-& negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya

semakin baik.

Badan Pusat Statistik menjelaskan manfaat IPM adalah sebagai berikut:
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran
kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan
Dana Alokasi Umum (DAU).(bps.go.id.2018)

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam Indeks Pembangunan Manusia

tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dijelaskan pada pasal 28 ayat (2)
yang berbunyi “Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks

Pembangunan Manusia”

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repulik Indonesia Nomor

2.

39/P/IM.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju Dan Daerah
Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran dijelaskan pada pasal
2 yang berbunyi “Indeks potensi dan kemajuan daerah seagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan komposit indeks dari Geografis (IG), Indeks
Demografis (IG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ekonomi (IE),
dan Indeks Bisnis (IB)”. Dijelaskan juga pada pasal 3 ayat (3) yang berbunyi
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
2 ayat (2) direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hasil
perhitungan Badan Pusat Statistik yang dikaitkan dengan variabel pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi”

Indeks Pendidikan

Peran pendidikan sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan,

menguatkan karakter dan membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap
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Mnologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta

pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan pendidikan
akan berhasil manakala kualitas kesehatan masyarakatnya baik. Usia harapan hidup
yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam
pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat
depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan
merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peningkatan
mutu pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk menikmati tingkat
kesejahteraan yang lebih baik (Todaro, 2004). Sedangkan Putra dkk (2013)
menambahkan selain pendidikan dan kesehatan juga sarana dan prasarana serta
pertumbuhan ekonomi akan menopang tingkat kesejahteraan masyarakat.

Peran penting lain dari pendidikan baik formal maupun non formal baik
secara langsung dan tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi
secara umum dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang melalui
pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk
meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan
pendapatan mereka (Arsyad, 1999; Putra, 2015).

Tingkat produktivitas pendidikan dapat dilihat dari perkembangan
pendidikan yang telah dicapai serta mencapai suatu taraf efektifitas terhadap
pencapaian di masyarakat, dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorang dan semakin lama seseorang sekolah, maka pengetahuan dan keahlian
juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas
seseorang.

Teori modal manusia dari para pakar seperti Gary Becker dari Universitas
Chicago, Amerika Serikat, serta Edward Denison dan Theodore Schultz
berargumentasi bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi,
yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan
upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. manakala upah
sebagai gambaran produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki

pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional

akan bertumbuh lebih tinggi (Purwanto, 2006).
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’5- Kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi menurut Armstrong dan

Taylor sebagaimana dikutip Widiansyah (2017) meliputi: (1) Menciptakan
keterampilan dalam melaksanakan tugas; (2) Meningkatkan kualitas organisasi; (3)
Menunjang pertumbuhan dunia industri (usaha). Pandangan lain sangat menarik
adalah pendapat Lim sebagaimana dikutip oleh Pemkot Malang (2019)
menunjukkan peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi dalam 6 cara,
yaitu: (1) pendidikan secara umum meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui
keterampilan dan pengetahuan; (2) pendidikan juga meningkatkan mobilitas
spesifikasi tenaga kerja sehingga mendorong pembagian kerja secara efisien; (3)
pendidikan memungkinkan informasi baru serta berbagai input dan proses-proses
baru yang belum dikenal dapat diserap dengan lebih cepat dan efektif; (4)
pendidikan meningkatkan keterampilan manajerial yang membuat alokasi
sumberdaya lebih efisien; (5) pendidikan juga dapat menghapuskan berbagai
hambatan yang sifatnya institusional; (6) pendidikan mendukung jiwa
kewirausahaan dengan mempromosikan sikap yang bertanggung jawab,
kemampuan organisasional, berani mengambil risiko serta mampu menciptakan
konsep perencanaan yang berorientasi jangka panjang.

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang
diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah
rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah
(expected years of schooling). Pada proses pementukan IPM, rata-rata lama sekolah
dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua
indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen
pembentuk IPM.

3. Indeks Kesehatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diukur dari Indikator Kesehatan
yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) yang digunakan untuk mengukur pembangunan
kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. (Kemenkes, 2018). Harapan
hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang,

diperlukan kesehatan yang lebih baik. Persyaratan berumur panjang sebagai

pilihan-pilihan manusia dilakukan melalui pembangunan manusia. Proksi umur
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Mjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator

angka harapan hidup saat lahir. Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat
kesehatan di suatu wilayah.

Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir
(AHH). Menurut Preston (dalam BPS, 2015) AHH merupakan rata-rata perkiraan
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan
AHH melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang
digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). AHH
dihitung berdasarkan ALH dan AMH dengan metode Trussel dengan model West,
yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara
Asia Tenggara umumnya.

Standar UNDP dalam memberikan nilai maksimum dan nilai minimum
harapan hidup, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks
dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Indeks kesehatan secara yuridis
diatur dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional, ditetapkan bahwa sasaran pembangunan kesehatan
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang akan berdampak
pada Angka Harapan Hidup yang meningkat.

4. Indeks Daya Beli

Daya beli masyarakat bisa diartikan sebagai mampu tidaknya masyarakat
untuk membayar dalam memperoleh barang yang dibutuhkan atau diinginkan.
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam
cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang
dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto
(PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar
hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan
dengan paritas daya beli (purcashing power parity) berbasis formula Rao

(sirusa.bps.go.id, 2019). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita
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Magai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup

layak.

Indeks Daya Beli merupakan satu dari tiga komponen pembangunan manusia
yang didasarkan pada Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) disesuaikan
dengan rumus Atkinson. Untuk melihat seberapa jauh perubahan dari kemampuan
daya beli masyarakat, digunakan Indeks Daya Beli (IDB) yang menggambarkan
derajat penurunan atau kenaikan tingkat konsumsi barang dan jasa masyarakat
(Bapeda, 2019). Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar
hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang
dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP
mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per
kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak
menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas
daya beli (purcashing power parity) berbasis formula Rao. Kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya
pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak. Indeks Daya beli merupakan variabel yang dapat
menggambarkan derajat penurunan atau kenaikan kemampuan mengkonsumsi
barang dan jasa oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan seperti itulah yang dicoba
diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Jika hasil perhitungan pengeluaran per kapita disesuaikan per bulan
meningkat, maka menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat mengalami
peningkatan. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemampuan
penduduk untuk mendapatkan penghasilan, yang juga berhubungan dengan
masalah ketenagakerjaan.

Penyebab langsung tingginya indeks daya beli dipengaruhi oleh tingkat upah
serapan dan tenaga kerja disuatu wilayah. Sedangkan penyebab tidak langsung yang
mempengaruhi indeks daya beli adalah pertumbuhan ekonomi, kualitas sumberdaya
manusia, dan distribusi pendapatan, dan yang menjadi akar masalahnya adalah

kemiskinan dan kondisi makro ekonomi, serta aksesibilitas yang ada disuatu

wilayah. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam mendongkrak indeks
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Ma beli masyarakat diperlukan suatu upaya yang dapat menghasilkan tenaga

profesional (kualitas SDM) yang inovatif dan mandiri, kooperatif, komunikatif,
disiplin, beretika, berjiwa kewirausahaan serta memiliki iman dan tagwa dalam
bidang teknik industri sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna (bisnis,
industri, pemerintah, dan sebagainya) dan memiliki daya saing tinggi, maka perlu
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan melibatkan seluruh civitas
akademika dan pemerintah daerah setempat, melalui transfer ilmu pengetahuan
yang berbasis pada teknologi (Bank Indonesia, 2018).

5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk
memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Pengertian lain dari
kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (wekipedia.org).

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
perbulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran angka kemiskinan yang dilakukan
oleh BPS (Badan Pusat Statistik) adalah dengan menggunakan metode garis
kemiskinan (BPS, 2019).

Kategori penduduk miskin adalah jika penduduk terrsebut memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang
disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan
dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,
daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,

dll) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk

perumuhan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar




-Rman diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di

pedesaan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan

yang digunakan, yaitu (Badrudin, 2012):

1. Presentase Penduduk Miskin (Head Count Index/HCI-P0), adalah presentase
penduduk yang berada di bawah GK. Angka yang ditunjukan oleh HCI-PO
menunjukan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Presentase penduduk
miskin yang tinggi menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga
tinggi.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/Pl) sebagai ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Inde/(P2) yang memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin.

6. Presentase Penurunan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,
sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun
sosial secara memadai dan wajar. Istilah ini akan segera digamti oleh kementerian
sosial menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,
keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian
Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS sebagai berikut (Pusat Data dan
Informasi Kesejahteraan Sosial, 2013), 26 jenis PMKS sebagai berikut:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang

ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu
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-H‘erang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan,

pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin
tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan
ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang
tua/keluarga.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12
(dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,
meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan
tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat
dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di
jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan
sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk
melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang
terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan
anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah
anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan,
diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau
lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6
(enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat,
dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau

seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropia, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan,




10.

11.

12.

13.

14.

15.

angan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang

disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau
lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika
berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi
penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan
yang lainnya.

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan
sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar
perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau
jasa.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di
tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta
ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas
kasihan orang lain.

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara
memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai
tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang
bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai
ekonomis.

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan
keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang
diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan
mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang

yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan
39




-Wilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan
pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan
terinfeksi  HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan
kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang
optimal.

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa
sepengetahuan dokter yang berwenang.

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana
perdagangan orang.

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok
maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik
sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk
kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi
berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan
lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalambentuk tindak
kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun
mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di
negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita

atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
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24.

25.

26.

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah,
belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk
dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata
pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar
anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang
serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan
wajar.

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal
dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan
baik sosial ekonomi, maupun politik.

Jenis-jenis PMKS ini nantinya akan dilakukan pendataan pada setiap

wilayah/daerah. Pendataan dan pengelolaan data PMKS digunakan sebagai dasar

dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi: a).

rehabilitasi sosial; b). jaminan sosial; c). pemberdayaan sosial; d). perlindungan

sosial; dan €). penanggulangan kemiskinan.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang presentase penurunan PMKS

yaitu:

1.
2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat pada Pasal 2 yaitu
“Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar
dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi : a.

rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. perlindungan

sosial; dan e. penanggulangan kemiskinan”.
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"ﬁ Indeks Pembangunan Gender

Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan
laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Pemaknaan gender mengacu
pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta
atribut yang dikonstruksikan secara sosial. (Kementerian PPPA & BPS, 2019).
Secara umum gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan dan
sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi
secara sosial maupun kultural (Fakih, 2006; Nurnaeni, 2009). Gender adalah
pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-
laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan
dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau
kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan
oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak.
Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan
menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah
kodrat bagi laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari
sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban
dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat
antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika
tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki
setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah
mengakomodasi persoalan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG
adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat
indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur
kemampuan dasar. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks
pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan
ketimpangan gender. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai

perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender

dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan laki-laki
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m perempuan (Aditya, 2020). Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan

sebagaimana penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah
mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Kesenjangan atau gap
kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan
melihat rasio antara IPG dengan IPM dengan angka IPG, dimana semakin tinggi
rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan
perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan
dasar antara laki-laki dan perempuan.

IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dapat dilihat
dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Fajariyah, 2015). BPS mengukur
dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup
saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk. Kemudian mengukur
dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka
rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data Susenas. Selanjutnya untuk
mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena
tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini,
dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang
disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan
jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah,
batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang
mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah
memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok
ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup
baik indikator input maupun indikator output. Pada dimensi umur panjang dan
hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam
penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa
data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis

kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah

angkatan Kkerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.
43




Kota Malang 2020

"- Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan

pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin
mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun
semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis
kelamin. Terkait dengan indeks pembangunan gender dan pemerintah Indonesia
telah meratifikasi hasil konvensi tantang diskriminasi perempuan dengan
dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita pada tanggal
24 Juli 1984. Selanjutnya kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen
yang disepakati negara-negara anggota PBB sebagai tujuan pembangunan
milenium (Millennium Development Goals) atau MDGs dan dilanjutkan dalam
Sustainable Development Goals (SDGs).

8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses
perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan
mengkondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk
membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Pengertian Baku
mengenai pembangunan masyarakat telah ditetapkan PBB, dalam Subrata (1991)
bahwa: “Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang ditumbuhkan untuk
menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi social masyarakat seluruhnya
kepada inisiatif masyarakat”. Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat
merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil
berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk
memperbaiki kondisi ekonomi social dan kebudayaan masyarakat (komunitas).

Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan
manusia yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumberdaya pembangunan,
tetapi juga sebagai insan berkarakter. Reformasi mental menjadi salah satu upaya
untuk memastikan masyarakat Indonesia menjadi salah satu yang patuh terhadap

hukum, dan memiliki rasa toleransi dalam bermasyarakat dan lingkungan yang

majemuk. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro,




Mmbangunan masyarakat salah satunya dituangkan dalam Indeks

Pembangunan Masyarakat (IPMas) Nasional dengan indikator yang digunakan

antara lain yaitu toleransi, gotong royong, dan rasa aman. Menurut Purwoko (dalam

Yuwono, 2001) mengemukakan terdapat tiga pembangunan masyarakat yakni:

1.

Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat interpretasi
pembangunan masyarakat yang demikian merupakan kelengkapan dan strategi
kebutuhan pokok. Pembangunan dalam hal ini identik dengan peningkatan
pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial, seperti kesehatan gizi, sanitasi,
dan sebagainya yang keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan.
Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial
yang kompleks dan bervariasi. Di banyak negara pembangunan masyarakat
diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih sublime
dan sukar diukur seperti, keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian
pikiran, dan sebagainya.
Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan
manusia untuk berbuat. Anggapan dasar dari interpretasi pembangunan yang
demikian adalah manusia dan bukan ekonomi dan teknologi yang menjadi fokus
dan sumber pembangunan yang utama. Kehendak, komitmen dan kemampuan
manusia sebagai anggota masyarakat merupakan sumber-sumber pembangunan
yang strategi.

Berikut ini adalah beberapa indikator penyusun Indeks Pembangunan

Masyarakat:

a.

Indeks Gotong Royong

Indeks Gotong Royong menurut Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, adalah
indeks yang mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal,
kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta
jejaring sosial. Menurut Koentjaraningrat (1974), gotong royong didefinisikan
sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau

pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan.
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-!pgotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan

masyarakat karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan
kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas
bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut
juga dikarenakan di dalam gotong royong terkandung makna collective action to
struggle, self gaverning, common goal, dan sovereignty. Dalam perpektif sosio
budaya, nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk
perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih (mengharap
balasan) untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan
bersama atau individu tertentu (Pranadji, 2009).

b. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan
agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Toleransi menurut istilah
berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan,
kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang lain atau yang
bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Misalnya agama, ldeologi, Ras
(Poerwadarminta, 1976). Menurut Tillman (2004), toleransi adalah saling
menghargai, melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Toleransi adalah
metode menuju kedamaian. Toleransi disebut sebagai faktor esensi untuk

perdamaian.

c. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di
lingkungan tempat tinggal. Rasa aman didefinisikan oleh Maslow dalam Potter
dan Perry (2006) sebagai sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk
memperoleh  ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan
lingkungannya yang mereka tempati.

Salah satu prioritas nasional dalam RPJIMN 2015-2019 adalah pembangunan
manusia yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumberdaya pembangunan,

tetapi juga sebagai insan berkarakter. Salah satunya pembangunan masyarakat

tersebut salah satunya dituangkan dalam Indeks Pembangunan Masyarakat
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m dengan indikator yang digunakan antara lain yaitu toleransi, gotong

9.

royong, dan rasa aman. Sedangkan IPMas yang telah dirubah indikatornya
menjadi dengan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas
masyarakat sipil.

Indeks Modal Sosial

Konsep modal sosial hakektanya bermula dari pemikiran bahwa manusia
adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial, arti setiap orang itu tidak bsa
hidup sendiri dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seseorang
memerlukan orang lain, mereka perlu hidup dengan kebersamaan dan kerjasama
yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi
masalah tersebut.

Istilah social capital diperkenalkan Lyda Judson Hanifan dalam sebuah
tulisan tentang keberhasilan seorang kepala sekolah membangun rasa kebersamaan
dalam sebuah komunitas masyarakat, sehingga kemajuan tidak hanya dicapai oleh
anak didik tetapi juga oleh warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan
(Syahra, 2003). Pengertian modal sosial adalah sumberdaya yang dimiliki oleh
masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan
membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis
dan kondusif (Riadi, 2018).

Modal sosial merupakan sumberdaya yang melekat pada hubungan sosial
dalam arti senantiasa ada dalam setiap intekasi sosial yang dilakukan antar individu,
antar kelompok, antar organisasi atau bahkan antar negara. Modal sosial merupakan
agregat sumberdaya aktual atau potensial yang dihubungkan dengan pemanfaatan
jejaring atau keanggotaan dalam kelompok sehingga setiap anggota mempunyai
modal bersama dan mandat untuk menggunakannya (Bourdieu, 1986). Coleman
memandang modal sosial sebagai aspek dari struktur sosial yang memfasilitasi
tindakan individu dalam struktur sosial tersebut (Coleman, 1990). Kerangka teori
modal sosial yang paling lengkap diajukan oleh Lin (1999). Lin menjelaskan proses

pembentukan modal sosial dan manfaatnya bagi individu.
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"" Modal sosial menurut Lin (1999) terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

ketidaksetaraan, pembentukan modal sosial dan dampak modal sosial. Lin
menjelaskan adanya ketidaksetaraan individu dalam mengakses modal sosial yang
disebabkan karena perbedaan aset bersama dan posisi individu dalam struktur
sosial. Modal sosial yang ada dalam masyarakat menggambarkan proses interaksi
sosial dalam hal akses terhadap jejaring sosial dan partisipasi di dalam kelompok
(Woolcock & Narayan, 2000). Bentuk proses interaksi sosial dalam mengakses
sumberdaya dapat dibedakan menjadi tipologi modal sosial yaitu bonding, bridging
dan linking. Tipologi modal sosial menggambarkan karakteristik interaksi sosial
masyarakat yang berbeda-beda. Modal sosial, pada akhimya, diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan manusia. Dampak modal sosial dapat dikelompokkan
berdasarkan jenis tindakan investasi modal sosial yang dilakukan, yaitu dampak
instrumenal seperti kekayaan, otoritas, reputasi, dan dampak ekspresif seperti
kesehatan fisik dan mental serta kepuasan hidup.
Terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Modal Sosial,
yaitu (BPS, 2014):
a. Sikap Percaya dan Toleransi
Rasa percaya merupakan perwujudan dari modal sosial kognitif yang dapat
tercemain dari persepsi sikap percaya individu terhadap anggota komunitas.
Pada lingkup mikro seperti masyarakat desa, sikap percaya tercermin interaksi
sosial sehari-hari antar anggota masyarakat yang bersifat vertikal maupun
horisontal. Selain itu, modal sosial kognitif juga tercermin dari sikap toleransi
antar anggota masyarakat yang tergambar dalam kerukunan hidup
bermasyarakat. Sikap percaya merupakan unsur utama pembentuk modal sosial.
Tanpa adanya rasa percaya antar individu, maka sulit terjadi interaksi sosial
apalagi hubungan sosial yang baik. Model modal sosial yang dikemukakan oleh
Nan Lin (1999) memposisikan rasa percaya sebagai salah satu aset kolektif yang
mempengaruhi akses individu terhadap sumberdaya di dalam jaringan. Bahkan,
pada konferensi internasional tentang pengukuran modal sosial yang
diselenggarakan oleh OECD di Budapest pada tahun 2003, sikap percaya

disetujui sebagai dimensi kunci dari modal sosial. Grootaert, dkk (2004)




-!bmkan rasa percaya merupakan input modal sosial karena dengan adanya

rasa saling percaya antar individu menjadi landasan terjalinnya interaksi sosial
yang mengarah kepada hubungan sosial yang lebih erat antar anggota
masyarakat. Sikap percaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat
terlihat dari sikap percaya terhadap tokoh di lingkungan desa dan sikap percaya
terhadap tetangga.

. Sikap Percaya terhadap Tokoh di Lingkungan Desa

Salah satu bentuk hubungan sosial yang biasa dilakukan oleh individu sebagai
bagian dari komunitas masyarakat desa adalah hubungan vertikal dengan
anggota lainnya yang memiliki otoritas/kekuasaan yang lebih tinggi di
lingkungan desa seperti aparatur desa, tokoh masyarakat di desa dan sebagainya.
Persepsi sikap percaya terhadap tokoh masyarakat menggambarkan besaran
modal sosial kognitif suatu rumah tangga dengan pihak yang dianggap
berpengaruh atau memiliki otoritas.

. Sikap Percaya terhadap Tetangga

Hubungan horisontal merupakan salah satu bentuk hubungan sosial sehari-hari
yang dilakukan antar anggota masyarakat desa yang mempunyai posisi yang
setara dalam struktur sosial, contohnya hubungan antar tetangga.

. Toleransi

Toleransi juga merupakan salah satu perwijudan modal sosial kognitif yang
dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara
anggota masyarakat. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak
setiap individu untuk bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan
apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di komunitas dan hak-
hak orang lain. Toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat
dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa dan agama maupun
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang.

. Sikap Toleran

Sikap tolerandi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari juga dapat terlihat

dari persepsi terkait kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang diselenggarakan

oleh sekelompok orang yang berbeda suku, bangsa maupun berbeda agama dan
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ransi sosial. Keberagaman tingkat toleransi antar agama dalam

masyarakat dapat dipengaruhi oleh (1) atmosfir positif di lingkungan
masyarakat, (2) pendidikan budaya dan (3) kemampuan empati atau intelegensi
sosial atau kepekaan sosial (Allport, 1954).
f. Aksi Bersama dan Resiprositas
Salah satu indikator penting dari output modal sosial adalah adanya aksi bersama
dari anggota kelompok yang tercermin dari berbagai bentuk kegiatan yang
dilakukan untuk kepentingan umum maupun kelompok (Grootacrt, 2002). Bagi
masyarakat Indonesia, aksi bersama lebih dikenal dengan istilah gotong royong.
Gotong royong biasanya diadakan dalam bentuk kerja bakti untuk
membersihkan saluran air, membangun fasilitas umum, penggalangan dana
untuk korban bencana dan sebagainya. Kunci keberhasilan berbagai kegiatan
aksi bersama tergantung pada partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Aksi
bersama mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok
orang. Indikator ini mengukur sejauh mana kegiatan bersama tersebut dapat
dilakukan dan merupakan dasar dari kohesi sosial. Indikator ini terdiri dari
resiporitas dan aksi bersama.
g. Kelompok dan Jejaring

Keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring lokal merupakan indikator modal
sosial strktural yang meliputi banyaknya perkumpulan dan anggotanya,
keragaman internal anggota, dan manajemen perkumpulan seperti pengambilan

keputusan yang demokratis. Indikator ini terdiri dari partisipasi dalam kelompok

dan jejaring.
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METODOLOGI KAJIAN

A. Jenis Kajian

Jenis penelitan pada kajian Review Target dan Capaian Pengukuran Indikator
Kinerja Daerah Kota Malang tahun 2020 ini adalah kajian deskriptif kuantitatif.
Metode kajian deskriptif kuantitatif adalah kajian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi
secara faktual, sistematis, serta akurat dengan bentuk hasil kajian berupa data yaitu
angka-angka yang mempunyai makna. Metode kajian kuantitatif digunakan untuk
meneliti populasi atau sampel tertentu dimana sampel yang diambil biasanya adalah
secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen kajian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan (Sugiyono, 2010 : 12). Pada kajian ini data yang akan dianalisis
diperoleh dari indikator Kinerja Daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator.
Dimana data yang akan digunakan dari data BPS Dalam Angka Tahun 2020 juga

dinas yang lain dan .hasil survey pada sampel yang telah ditentukan.

B. Lokasi Kajian

Lokasi kajian review target dan capaian pengukuran indikator kinerja daerah
ini berlokasi di Kota Malang. Dimana kota Malang terdiri dari dari 5 kecamatan
yaitu Kedungkandang, Blimbing, Lowokwaru, Klojen dan Sukun. review target dan
capaian pengukuran indikator kinerja daerah di Kota Malang dilakukan pada tahun
2020.
C. Metode Kajian

Metode kajian pada kajian ini meliputi dua tahap. Tahap pertama adalah
tahap persiapan untuk mendapatkan data. Data yang digunakan untuk melihat

capaian pengukuran Indikator Kinerja Daerah tahun 2020 mengacu pada 9 indikator




-ﬁaerah atas dasar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023. Data kajian meliputi data primer

yang diperoleh dengan cara survey menggunakan angket untuk 2 indikator yaitu

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Modal Sosial (IMS). Selain

itu juga memanfaatkan basis data dari BPS dalam Angka Kota Malang tahun 2020

dan dinas sosial untuk 7 indikator lainnya. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan

survey dan analisis data untuk review target dan capaian pengukuran indikator

Kinerja daerah tahun 2020 berdasarkan data yang telah diperoleh.

Metode pelaksanaan survey untuk IPMas dan IMS dilakukan dengan cara
memberikan atau membagikan angket kepada responden. Responden diminta
mengisi sendiri angket sesuai dengan penilaian dan persepsinya. Metode ini efektif
jika peneliti meyakini bahwa responden yang dipilih memahami dan mengetahui
dengan baik tentang setiap butir pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam
angket. Terdapat beberapa metode survei, antara lain:

a) Langsung; metode ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung ke
tempat responden berada. Bilamana response rate rendah atau kajian tidak pada
wilayah yang luas, maka metode ini lebih tepat digunakan, juga apabila kondisi
terdampak pandemi covid 19 mulai menurun

b) Surat elektronik (e-mail), Google form, dan lain-lainya mengingat mewabahnya
COVID-19 pada saat ini.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Kota Malang yang akan dievaluasi adalah
sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia
Pengukuran dan evaluasi Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selain itu juga digunakan
analisis gap rasio untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Manusia. Gap
rasio digunakan untuk mengukur capaian tahun 2019 dengan tahun sebelumnya
serta mengukur capaian tahun 2019 dengan proyeksi tahun 2020. Formula yang

digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai
berikut (ipm.bps.go.id. 2020)




3
IPM = Jlkesehatan X Ipendigikan X Ipengetuaran X 100

Keterangan:

Ixesenatan = INdeks Kesehatan

Ipendidikan = INdeks Pendidikan

Ipengetuaran= INdeks Ekonomi

. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan bagian dari dimensi pengetahuan pada pembentuk
Indeks Pembangunan Manusia. indikator dari indeks pendidikan yang digunakan
adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama
sekolah (expected years of schooling). Indikator ini diperoleh dari data BPS Kota
Malang. Analsis gap rasio juga diterapkan untuk untuk mengukur capaian tahun
2019 dengan tahun sebelumnya serta mengukur capaian tahun 2019 dengan
proyeksi tahun 2020. Formula yang digunakan untuk menghitung Indeks
Pendidikan adalah sebagai berikut (ipm.bps.go.id. 2020 & BPS, 2019).

L HLS — HLS
HLS ™ HLS max — HLSmin
i __RLS — RLSnin
RLS ™ RLSmax — RLSmin
I s + Ires
Pendidikan — T
Keterangan:
Ipendidikan - INdeks Pendidikan
IyLs : Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

HLS,,;,  :HLS terendah (ditetapkan sebesar O tahun)
HLS 4, - HLS tertinggi (ditetapkan sebesar 18 tahun)
Irrs : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

RLS,i»  :RLS terendah (ditetapkan sebesar 0 tahun)
RLSax - RLS tertinggi (ditetapkan sebesar 15 tahun)
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sehatan

Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH).
Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih
Hidup (AMH). Pengukuran Indeks Kesehatan menggunakan data yang
bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selain itu juga digunakan
analisis gap rasio untuk mengukur capaian Indeks Kesehatan. Gap rasio
digunakan untuk mengukur capaian tahun 2019 dengan tahun sebelumnya serta
mengukur capaian tahun 2019 dengan proyeksi tahun 2020. Formula yang
digunakan untuk menghitung Indeks Kesehatan adalah sebagai berikut

(ipm.bps.go.id. 2020 & BPS, 2019).

; _ AHH — AHH
kesehatan — AHHmax _ AHHmin

Keterangan:

Ixesenatan = INdeks Kesehatan

AHH = Angka Harapan Hidup

AHH,,;, = Angka Harapan Hidup terendah (ditetapkan sebesar 20 tahun)
AHH,,, = Angka Harapan Hidup tertinggi (ditetapkan sebesar 85 tahun)

. Indeks Daya Beli

Pengukuran Indeks Daya Beli menggunakan data yang bersumber dari Badan
Pusat Statistik Kota Malang. Indeks Daya Beli Kota Malang diukur berdasarkan
rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang
mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Selain itu juga digunakan
analisis gap rasio untuk mengukur capaian Indeks Daya Beli. Gap rasio
digunakan untuk mengukur capaian tahun 2019 dengan tahun sebelumnya serta
mengukur capaian tahun 2019 dengan proyeksi tahun 2020. Formula yang
digunakan untuk menghitung Indeks Daya Beli adalah sebagai berikut
(ipm.bps.go.id. 2020 & BPS, 2019).

e [G2)”
i=i Pk

In(Pengeluaran) — In(Pengeluaran) ,;,

IPengeluaran -

In(Pengeluaran) n,, — In(Pengeluaran) i,
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PPP; = Paritas Daya Beli di wilayah j

Dij = Harga Komaoditas i di kabupaten/kota j

Dik = Harga Komoditas i di Jakarta Selatan

m = Jumlah Komoditas

Ipengetuaran = Indeks Pengeluaran

In(Pengeluaran) = Indeks Pengeluaran Perkapita Pertahun yang
Disesuaikan

In(Pengeluaran),;, = Indeks Pengeluaran Perkapita Pertahun yang
Disesuaikan  terendah  (ditetapkan  sebesar
Rp.1.007.436)

In(Pengeluaran),,, = Indeks Pengeluaran Perkapita Pertahun yang

Disesuaikan  tertinggi (ditetapkan  sebesar
Rp.26.572.352)

5. Angka Kemiskinan
Pengukuran Angka Kemiskinan menggunakan data yang bersumber dari Badan
Pusat Statistik Kota Malang. Pengukuran angka kemiskinan dari BPS didasarkan
pada garis kemiskinan. Kriteria miskin dilihat berdasarkan rata-rata pengeluaran
perkapita perbulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan
selain diukur dari BPS juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur Angka
Kemiskinan. Gap rasio digunakan untuk mengukur capaian tahun 2019 dengan
tahun sebelumnya serta mengukur capaian tahun 2019 dengan proyeksi tahun
2020. Formula yang digunakan untuk menghitung Angka Kemiskinan adalah
sebagai berikut (sirusa.bps.go.id. 2020).
GK = GKM + GKNM

a 0
b 1 [GK - yi]
o~ nz GK
=1

GK = Garis Kemiskinan
GKM Garis Kemiskinan Makanan

Keterangan:




= Garis Kemiskinan Non Makanan

P, = Persentase Penduduk Miskin
Vi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada
di bawah

garis kemiskinan (i = 1,2,3, ...,q); y; < z
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n = Jumlah penduduk

. Persentase Penurunan PMKS
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial
secara memadai dan wajar.
Pengukuran persentase penurunan PMKS menggunakan data yang bersumber
dari masing-masing kecamatan/kelurahan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana. Selain itu juga digunakan analisis gap rasio untuk mengukur
persentase penurunan PMKS. Gap rasio digunakan untuk mengukur capaian
tahun 2019 dengan tahun sebelumnya serta mengukur capaian tahun 2019
dengan proyeksi tahun 2020. Formula yang digunakan untuk menghitung
Persentase Penurunan PMKS adalah sebagai berikut (Pemprov Jatim, 2017).
(EPMKS thn (n) —thn (n — 1)) / (XPMKS thn (n — 1)) x 100%

Keterangan:
PMKS = Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS thn (n) = Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tahun ke- n

PMKS thn (n — 1)= Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tahun ke-n — 1

. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat
keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan
gender.
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n Indeks Pembangunan Gender menggunakan data yang bersumber

dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Selain itu juga digunakan analisis gap
rasio untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Gender. Gap rasio
digunakan untuk mengukur capaian tahun 2019 dengan tahun sebelumnya serta
mengukur capaian tahun 2019 dengan proyeksi tahun 2020. Formula yang
digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender adalah sebagai
berikut (BPS, 2019).

IPG — IPMPerempuan
IPMygki-1aki
Keterangan:
IPMperempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan
IPM; aki-1aki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki

. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) diukur berdasarkan sifat
kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat. Pengukuran Indeks
Pembangunan Masyarakat diperoleh dari penyebaran angket berdasarkan
indikator penyusun IPMas yaitu indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan

Indeks Rasa Aman.

Perhitungan bobot Indeks:

o Jumlah bobot 1
Bobot nilai rata — rata = - = — = 0,0455
Jumlah item 22

Perhitungan nilai indeks pembangunan masyarakat menggunakan nilai rata-rata
tertimbang
Nilai rata — rata terbagi unsur

_ total nilai persepsi per item

- ——x Nilai Penimbang
Total item yang terisi

. Indeks Modal Sosial
Indikator Indeks Modal Sosial diadopsi dari BPS (2014) terbagi dalam 3
indikator yaitu:




Percaya dan Toleransi mencakup sikap percaya, toleransi agama,

toleransi sosial, toleransi suku, dan toleransi politik
b. Aksi bersama mencakup resiprositas dan aksi bersama
c. Kelompok dan jejaring mencakup partisipasi dalam kelompok dan jejaring

Perhitungan bobot Indeks:

L Jumlah bobot 1
Bobot nilai rata — rata = - = — =10,0323
Jumlah item 31

Perhitungan nilai indeks pembangunan masyarakat menggunakan nilai rata-rata

tertimbang

Nilai rata — rata terbagi unsur

__ total nilai persepsi per item
"~ Total item yang terisi

x Nilai Penimbang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 macam. Teknik pertama
adalah mengambil data sekunder dari dokumen pendukung. Adapun data yang
diambil berupa dokumen pendukung mencakup 7 indikator untuk mengukur
Indikator Kinerja Daerah Kota Malang yaitu: (1) Indeks Pembangunan Manusia,
(2). Indeks Pendidikan, (3) Indeks Kesehatan; (4). Indeks Daya Beli, (5).Angka
Kemiskinan, (6).Persentase penurunan PMKS, (7).Indeks Pembangunan Gender

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dengan menyebarkan instrumen
kajian berupa kuisioner. Kuisioner terdiri dari pertanyaan tertulis kepada responden
yang nantinya jawaban atas kuisioner akan diolah. Kuesioer ini digunakan untuk
mengukur dua Indikator Kinerja Daerah vyaitu: (1).Indeks Pembangunan
Masyarakat (IPMas), (2). Indeks Modal Sosial (IMS)

E. Jenis dan Sumber Data
Data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas dari suatu kajian, dan

hal yang paling memengaruhi kualitas data adalah sumber data tersebut ditetapkan
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ndapatkannya. Pada kajian ini ada dua jenis data yang akan digunakan

yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Primer
Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original/ material mentah dari
pelaku (Silalahi, 2009: 289). Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data
primer yang didapat dari kuesioner. Data primer merupakan data yang diperoleh
secara langsung dari sumber data. Pengambilan data primer dalam kajian
menggunakan kuesioer yang disebarkan langsung kepada responden meliputi 2
indikator yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Modal
Sosial (IMS).

2. Sumber Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari
sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum kajian dilakukan (Silalahi.
2009: 291). Data sekunder dalam kajian ini ada 7 indikator yaitu Indeks
Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya
Beli, Angka Kemiskinan, Persentase penurunan PMKS dan Indeks
Pembangunan Gender.
Sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitan ini antara lain: (1). Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, (2). Dinas pendidikan, (3) Dinas kesehatan

(4). Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, (5).Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana, (6). BNN, (7). Seluruh Kecamatan dan Kelurahan

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unit-unit sampel yang dipilih. Sedangkan sampel
adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili kriteria populasi. Pada kajian ini
populasi dan sampel digunakan untuk mengukur IPMas dan IMS. Populasi dalam
kajian ini adalah seluruh penduduk kota Malang yang berusia 17 tahun keatas.
Berdasarkan data dari BPS, penduduk Kota Malang yang berusia > 17 tahun

berjumlah 700348 jiwa. Populasi kajian tersebar di 5 kecamatan dan 57 kelurahan.

Sedangkan sampel dalam kajian ini berjumlah 278 orang.
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Sampling

1. Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam kajian ini menggunakan teknik
probability sampling. Probability Sampling adalah suatu teknik pengambilan
sample dengan semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sampel.
Kondisi Kota Malang dengan adanya pamdemi COVID-19 menjadi salah satu
alasan galat yang diambil dalam pengambilan sampel sebesar 6 %. Pembatasan
kontak secara langsung dibatasi seiring penderita COVID-19 yang semakin
meningkat di Kota Malang. Sampel kajian ini sejumlah 278 orang yang ditentukan

berdasarkan rumus Slovin yaitu sebagai berikut :

. N
1+ Ne?
Keterangan :
N = Populasi
n = Sampel

e = Tingkat kesalahan penarikan sampel 6 % dan tingkat
kepercayaan 94%.

~ 700348
"= 1+ (700348 x (0,06)2)

Sehingga berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka jumlah sampel yang

= 277,7 = 278 responden

diambil untuk mendapatkan hasil survey terkait Indeks Pembangunan Masyarakat
dan Indeks Modal Sosial adalah 278 responden.

Pemilihan sampel untuk pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat
(IPMas) dan Indeks Modal Sosial (IMS) menggunakan teknik sampling dua tahap.
Tahap pertama dilakukan berdasarkan probabilitas proporsional ukuran sampling
untuk mementukan responden sampai pada tingkat RW. Berikutnya untuk
penyebaran kuisioner ditingkat responden juga mempertimbangkan kerelaan
responden dalam mengisi kuisioner. Berikut teknik pengambilan sampling yang
dilakukan untuk menjaring data IPMAs dan IMS:

1. Probabilitas Proporsional Ukuran Sampling (Probability Proportional to Size

Sampling)




Probabilitas  Proporsional Ukuran Sampling merupakan teknik

pengambilan sampel sebanding dengan ukuran sampling yaitu sampel dipilih
secara proporsional dengan ukuran total populasi. Dimana populasi sampel dari
kajian ini adalah penduduk yang berusia > 17 tahun atau penduduk yang di Kota
Malang. Teknik pengambilan sampel ini adalah bentuk multistage sampling di
tahap pertama yaitu sampel dipilih berdasarkan Kecamatan, Kelurahan, RW di
Kota Malang kemudian random sampling di tahap kedua untuk pemilihan
responden. Pengambilan sampel multistage sampai dengan tingkat RW
mengingat adanya COVID yang juga terjadi di Kota Malang. Jumlah sampel
diukur secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk tiap kecamatan. Selain
itu dengan adanya pandemi COVID-19 yang juga terjadi di Kota Malang maka
jumlah sampel juga mempertimbangkan banyaknya jumlah penduduk yang
suspek ataupun penderita COVID-19 di Kecamatan tersebut. Sehingga
mempengaruhi jumlah sampel yag diambil. Adanya COVID -19 membuat kita
membatasi kontak langsung dengan penderita.
2. Sampling Sukarela (Voluntary Sampling)

Pengambilan sampel berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam
kajian. Metode ini paling umum digunakan dalam jajak pendapat. Setelah
sampel ditentukan maka dalam pengisian kuisioner juga mempertimbangkan
kerelaan responden untuk mengisi kuisioner.

Berikut disajikan komposisi sampel sebagai responden usia > 17 tahun berdasarkan

kecamatan di Kota Malang pada Gambar 3.1 dan penyebaran sampel tiap

kecamatan pada Tabel 3.1 yang direncanakan mengisi kuisioner dalam pegukuran
IPMas dan IMS:
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Gambar 3.1. Jumlah Penduduk Usia > 17 tahun
Menurut Kecamatan di Kota Malang
Sumber: BPS, 2020
Berdasarkan Gambar 3.1 sebaran jumlah penduduk usia >17 tahun ke atas
berdasarkan kecamatan Kota Malang, selanjutnya ditetapkan jumlah, persentase
sampel dengan mempertimbangkan jumlah suspek dan positif Covid-19

penyebaran sampel pada setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Penyebaran Sampel Tiap Kecamatan

mlah > 17 | Persen mlah mlah k mpel

Kecamatan | ML PETEN | Sampel | Dan posttf Covid | Baru
Klojen 163973 24 65 571 80
Sukun 86405 12 34 874 34
Kedungkandang 153073 22 61 1002 55
Lowokwaru 135591 19 54 813 54
Blimbing 161306 23 64 952 55
Jumlah 700348 100 278 4212 278

Sumber: BPS Kota Malang, 2020 (jumlah dan persentase penduduk > 17 tahun)
IG Pemkot Malang, 4 oktober 2020 (jumlah suspek dan positif covid)
Olahan Penulis, 2020 (jumlah sampel dan sampel baru)

Berdasarkan jumlah penduduk usia > 17 tahun menurut Kecamatan di Kota

Malang maka pengambilan sampel kajian perkecamatan disajikan dengan

mempertimbangkan jumlah penduduk terbesar dalam Kelurahan pada Tabel 3.2
berikut:




Kota Malang 2020

*‘ Tabel. 3.2. Komposisi Sampel Survei IPMas dan IMS
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Sumber: Olahan Penulis, 2020

Instrumen Kajian

Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini berupa angket untuk

mengukur Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indikator Modal Sosial

(IMS). Indikator penyusun IPMas terdiri dari Indeks Gotong-royong, Indeks

Toleransi, dan Indeks Rasa Aman. Sedangkan penyusun IMS terdiri dari : (1) Sikap

Percaya dan Toleransi yang mencakup sikap percaya, toleransi agama, toleransi

sosial, toleransi suku, dan toleransi politik; (2) Aksi bersama mencakup resiprositas

dan aksi bersama; dan (3) Kelompok dan jejaring mencakup partisipasi dalam

kelompok dan jejaring.

1. Indeks Pembangunan Masyarakat

Angket Indikator penyusun IPMas dijabarkan menjadi 22 item yang tertuang
dalam Tabel 3.3 berikut:
Tabel 3.3. Variabel Indeks Pembangunan Masyarakat

Variabel

Indikator

ltem

Indeks
Pembangu
nan
Masyaraka
t (IPMas)

Indeks
Gotong
Royong

Hubungan antar tetangga di lingkungan tempat
tinggal , warga saling percaya satu sama lain

Masyarakat mudah mendapat pertolongan
ketika mendapati kesulitan

Masyarakat  bersedia  membantu
sekitarnya yang membutuhkan

warga

Masyarakat aktif melakukan kegiatan sosial
(kerja bakti)

Hubungan antar tetangga di lingkungan tempat
tinggal saya baik

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal saling
bekerjasama dengan baik

Indeks
Toleransi

lingkungan tempat tinggal, masyarakat saling
menghormati dan menghargai umat beragama
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Variabel

Indikator

Item

Lingkungan tempat tinggal, masyarakat saling
menghormati dan menghargai antar suku yang
berbeda-beda

Lingkungan tempat tinggal, masyarakat saling
menghormati dan menghargai antar yang
berbeda status sosial (orang berpangkat dengan
masyarakat biasa)

10.

Lingkungan tempat tinggal, masyarakat saling
menghormati dan menghargai antar yang
berbeda status ekonomi (orang miskin dengan

yang kaya)

11.

Lingkungan tempat tinggal, masyarakat saling
menghormati dan menghargai antar yang
berbeda status politik

Indeks
Rasa
Aman

12.

Lingkungan tempat tinggal aman

13.

Merasa aman di perjalanan (jalan umum)

14.

Merasa aman di tempat keramaian (pasar,
terminal, stasiun, mall, dan lain-lain)

15

Percaya terhadap penegak hukum dalam
menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan

16

Rasa aman ketika berpartisipasi dalam Pemilu

17

Rasa aman terdapat LSM yang terkait dengan
pemberdayaan dan pengembangan kapasitas
masyarakat

18

Rasa aman menjadi anggota organisasi massa
(ormas) dan partai politik (parpol)

19

Rasa aman dengan tersedianya fasilitas/upaya
antisipasi/mitigasi bencana alam

20

Berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan
kesiapsiagaan bencana alam

21

Rasa aman  dengan  adanya  aparat
keamanan/pemerintah terlibat sebagai penengah
dalam kekerasan massa

22

Rasa aman  dengan  adanya  tokoh
agama/masyarakat terlibat sebagai penengah
dalam kekerasan massa

Sumber

: Olahan Penulis, 2020




odal Sosial

Pengukuran Indeks Modal Sosial menggunakan survey dengan membagikan

angket kajian. 3 indikator dari Indeks Modal Sosial dijabarkan menjadi 31 item

pertanyaan yang tertuang dalam Tabel 3.4 berikut:
Tabel 3.4. Variabel Indeks Modal Sosial

Indikator Sub Item
Indikator
Sikap Sikap 1 Percaya Menitipkan Anak Pada Tetangga
Percaya Percaya 2 Percaya Menitipkan Rumah Pada Tetangga
dan 3 Percaya Dengan Saran Tokoh Masyarakat
Toleransi Dilingkungan Tempat Tinggal
4 Percaya Dengan Nasihat Tokoh Masyarakat
Dilingkungan Tempat Tinggal
5 Percaya Pada Kebijakan  Perangkat
Pemerintah Kelurahan
6 Sikap percaya pada tokoh agama
Dilingkungan Tempat Tinggal
Toleransi 7 Tanggapan Akan Dibangun Tempat Ibadah
Agama Agama Lain Disekitar Rumah
8 Menghormati Dan lkut Menjaga Kegiatan
Ibadah Agama Lain
9 Anggota Keluarga Bersahabat Dengan
Orang Yang Berbeda Agama
Toleransi 10 | Menerima Dengan Baik Persahabatan
Sosial Dengan Orang Berbeda Status Sosial Dan
Ekonomi
11 | Menerima Dengan Baik Pernikahan
Anggota Keluarga Dengan Orang Berbeda
Status Sosial Dan Ekonomi
12 | Menghargai Kegiatan Kelompok Yang
Berbeda Status Sosial Dan Ekonomi
Toleransi 13 | Menerima Anggota Keluarga Yang Menikah
Suku Dengan Orang Yang Berbeda Suku
14 | Anggota Keluarga Bersahabat Dengan
Orang Yang Berbeda Suku
15 | Menghormati Dan lkut Menjaga Kegiatan
Kelompok Suku Lain
Toleransi 16 | Menerima Anggota Keluaga Yang Menikah
Politik Dengan Orang Yang Berbeda Partai Politik
17 | Anggota Keluarga Bersahabat Dengan
Orang Yang Berbeda Partai Politik
18 Menghormati Dan Ikut Menjaga Kegiatan
Partai Politik Lain
AKksi Resiprositas | 19 Mudah Mendapatkan Pertolongan
Bersama 20 Bersedia Membantu Tetangga Yang

Kesulitan

66




Indikator

Sub

ltem

Indikator

Aksi
Bersama

21

Masyarakat Aktif Mengikuti Kegiatan
Bersama Untuk Kepentingan Warga

22

Masyarakat Aktif Mengikuti Kegiatan
Bersama Untuk Membantu Warga

23

Masyarakat Hampir Selalu Berpartisipasi
Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

24

Masyarakat Aktif Partisipasi dalam
kegiatan keagamaan

Kelompok
dan
jaringan

Partisipasi
dalam
kelompok

25

Lingkungan Tempat Tinggal Sering
Diadakan Pertemuan Warga

26

Aktif Ikut Serta Dalam Musyawarah

Untuk Mengambil Keputusan
Dilingkungan

27 Hampir Selalu Mengikuti Pertemuan
Warga Dilingkungan

28 Bisa memberikan pendapat atau saran
dalam pertemuan

Keikutsertaan Dalam Kelompok Atau
Organisasi Yang Ada Dilingkungan
Masyarakat

30 Menjadi Pengurus Dalam Kelompok Atau
Organisasi Yang Ada Dilingkungan
Masyarakat

31 Masyarakat Dilingkungan Tempat Tinggal
Bersedia Aktif Terlibat Dalam Organisasi
Kemasyarakatan (RT/RW, Karang, DII)

Sumber : Olahan Penulis, 2020
Skala yang digunakan untuk Variabel IPMas dan IMS menggunakan Skala

Jejaring 29

Likert. Pengukuran skala likert dalam kajian ini akan dikategorikan dalam 5
kategori dari tiap tiap nilai variabel kajian melalui jawaban setiap responden
terhadap pernyataan. Setiap jawaban akan diberi skor nilai 1-5 dengan seperti pada
Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Kriteria dan Skor Penilaian dengan Skala Likert

1 Sangat Tidak 1 1,00-1,80 E Tidak Baik
Setuju

2 Tidak Setuju 2 1,81 -2,60 D Kurang Baik

3 Cukup 3 2,61 3,40 C Cukup

4 Setuju 4 3,41 - 4,20 B Baik

5 Sangat Setuju 5 4,21 - 5,00 A Sangat Baik

Sumber : Olahan Penulis, 2020
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mis Data

Analisis data dalam kajian ini terbagi menjadi 2 tahap analisis. Tahap pertama

adalah menganalisis capaian Indikator Kinerja Daerah pada 7 indikator
penyusunnya meliputi (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Indeks Pendidikan,
(3) Indeks Kesehatan, (4) Indeks Daya Beli, (5) Angka Kemiskinan, (6) Persentase
penurunan PMKS dan (7) Indeks Pembangunan Gender. Tahap berikutnya adalah
analisis dari data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner pada Indikator IPMas
dan IMS. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang didapatkan pada Indikator
Kinerja Daerah :
1. Analisis Data Sekunder
Analisis data sekunder untuk megukur capaian IKD mencakup 7 (tujuh)
penyusun Indikator Kinerja daerah. Berikut tahapan analisis yang dilakukan:
a. Persiapan data awal yang dikumpulkan dari berbagai Perangkat Daerah
antara lain BPS dan Dinas Sosial meliputi : (1) Indeks Pembangunan
Manusia, (2) Indeks Pendidikan, (3) Indeks Kesehatan, (4) Indeks Daya
Beli, (5) Angka Kemiskinan, (6) Persentase penurunan PMKS dan (7)
Indeks Pembangunan Gender. Dimana tujuh indikator tersebut terkait
dengan evaluasi capaian 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Daerah Kota Malang
tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota
Malang 2018-2023,;
b. Analisis deskriptif dari data yang diperoleh.

Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk memberi informasi
mengenai data yang diamati pada kajian agar data tersebut bermakna dan
komunikatif. Tujuan analisis ini yaitu melakukan eksplorasi mengenai
karakteristik data dan meringkas serta mendeskripsikan data. Sehingga
nantinya analisis deskriptif akan digunakan untuk melihat profil responden
dan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang ada dalam survei.
Analisis deskriptif dalam kajian ini mencakup 7 indikator penyusun

Indikator Kinerja Daerah Kota Malang. Kajian menggunakan bantuan
program Microsoft Excel, Minitab 19 dan SPSS 21.
c. Peramalan proyeksi capaian 7 Indikator Kinerja Daerah tahun 2020
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Peramalan yang dilakukan menggunakan metode Eksponensial

Smoothing. Metode Ekponensial Smoothing digunakan untuk
menghasilkan prediksi tahun 2020 yang belum ada atau belum
dipublikasikan oleh BPS Kota Malang dan Instansi terkait untuk 7 (tujuh)
indikator penyusun Indikator Kinerja Daerah meliputi Indeks
Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks
Daya Beli, Angka Kemiskinan, Persentase penurunan PMKS dan Indeks
Pembangunan Gender.

Tahap awal untuk memprediksi 7 (tujuh) indikator penyusun IKD
adalah plot data time series dari data yang diperoleh. Dari plot time series
akan dilihat pola data yang terbentuk. Hal ini penting dilakukan untuk
mengetahui jenis metode pemulusan eksponensial yang akan diterapkan
apakah pola data yang terbentuk cenderung konstan atau membentuk trend
atau pun musiman. Pada kajian ini akan digunakan 2 ( dua ) jenis metode
Exponensial Smoothing yaitu Metode Single Exponential Smoothing dan
Metode Double Exponential Smoothing dengan kriteria model terbaik
menggunakan MAPE (Mean Absolute Percentage Error), MSD (Mean
Squared Deviation), dan MAD (Mean Absolute Deviation) terkecil.
Berikut formula dari MAPE, MSD dan MAD:

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

ne| (Ve = V) /Y|

MAPE =
n
MAD (Mean Absolute Deviation)
MAD = ;cl=1|(Yx - ?x)l
n

MSD (Mean Squared Deviation)
ZQ:l(Yx - 1?x)z

MSD =
n
Keterangan:
Yy = Nilai Sebenarnya, dengan x = 1,2, ...,n
Y, = Nilai Ramalan, dengan dengan x = 1,2, ...,n
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Jumlah Data

Metode pemulusan yang pertama adalah Single Exponential Smoothing.
Metode ini memberikan bobot berdasarkan level (o). Bentuk matematis dari
metode Single Exponential Smoothing sebagai berikut:

Fr=ali 1+ (1 —-a)F

Dimana :

Ft = Ramalan baru

Ft-1 = Ramalan sebelumnya

o = konstanta

At-1 = permintaan aktual periode sebelumnya

Metode pemulusan kedua yaitu Metode Double Exponential Smoothing
(Metode Holt). Metode ini merupakan pengembangan dari Single
Exponential dimana menambahkan unsur trend pada bobot perhitungan,
sehingga pada Double Exponential Smoothing (Metode Holt) Kkita
memberikan dua jenis bobot pada perhitungan yaitu level (o) dan trend (B).
Bentuk matematis dari Double Exponential Smoothing ditunjukkan sebagai
berikut:

Ar=a¥i+ (1 —a)(Aeq + Tioq)

Te =P — A1)+ (1 =BT

Fiom = A; + Tym

Dimana:
A: = nilai pemulusan eksponensial,
o = konstanta pemulusan untuk data (0 <o< 1) ,
B = konstanta pemulusan untuk estimasi trend (0 <p< 1),
Yt = nilai aktual pada periode t,

Tt = estimasi trend ,

F @+m= Nilai ramalan




lisis gap rasio

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang tahun
2019 juga menggunakan analisis gap rasio. Gap rasio digunakan untuk
mengukur capaian tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, capaian tahun
2019 dengan proyeksi tahun 2020, dan capaian 2019 dengan target
RPJMD Kota Malang. Dengan demikian, ada 3 perhitungan Gap Rasio
yaitu Gap Capaian terhadap tahun sebelumnya, Gap Capaian terhadap
proyeksi , dan Gap Capaian terhadap target RPJMD . Adapun Rumus
perhitungan Gap rasio yaitu:

Rumus Gap Capaian terhadap tahun sebelumnya:

Capaian tahun sekarang (2019)

capaian tahun sebelumnya (2018)
Rumus Gap Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019)

Proyeksi capaian tahun 2020
Rumus Gap Capaian terhadap target RPJIMD:

Capaian tahun sekarang (2019)
Target RPJMD tahun 2019

e. Interpretasi hasil yang diperoleh

Pada tahap ini tim menginterpretasikan hasil analisis data yang telah
dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan untuk dideskripsikan
dalam bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan pembaca.
Interpretasi hasil perhitungan data dimaksudkan menyarikan temuan kajian
dalam kalimat yang berisikan statistik yang diperlukan dalam rangka
memberikan gambaran lengkap tentang hasil yang didapatkan
2. Analisis Data Primer

Analisis data primer diperoleh berdasarkan hasil kuisioner untuk mengukur

capaian 2 indikator penyusun IKD yaitu IPMas dan IMS. Adapun tahapan

analisis yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan. Tahapan ini meliputi persiapan pelaksanaan kegiatan

yang mencakup:

1. Pemetaan lokasi dan wilayah untuk pelaksanaan pengambilan data;




ersiapan Surat Tugas bagi tenaga ahli, supervisor, dan tenaga lapang;

3. Koordinasi tim lapangan melalui pelatihan sebelum turun lapang.

b. Tahapan Pelaksanaan Kajian/Survei dan Analisis Data. Tahapan ini

meliputi:

a.

=

o o

@®

Review literatur dan analisis kondisi empiris dalam rangka
menemukenali (eksplorasi) variabel-variabel kajian beserta aspek-
aspek dan indikator-indikatornya;

Perancangan instrumen kajian berupa kuesioner;

Penentuan sampel dan responden kajian;

Uji Coba instrumen

Uji validitas instrumen

Turun lapang untuk pengambilan data oleh tenaga lapang (surveyor)
dengan menggunakan instrumen Kkajian berupa Kkuesioner.
Pengambilan data dilakukan pada sampel Kkajian yang telah
ditentukan;

Analisis deskriptif statistik data lapangan yang telah diperoleh untuk
mendapatkan gambaran tentang variabel-variabel yang berkaitan
dengan indikator kinerja daerah;

Tim ahli melakukan konsolidasi dan interpretasi terhadap hasil
analisis pada tahap sebelumnya, guna menggali dan mendapatkan
penjelasan mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan hasil

capaian indikator kinerja daerah.

. Menentukan nilai IPMas dan IMS
. Proyeksi IPMas dan IMS menggunakan analisis trend

Analisis Trend didefinisikan sebagai metode analisis yang bertujuan
untuk melakukan peramalan atau estimasi pada periode yang akan
datang. Analisis Trend dibagi menjadi beberapa macam diantaranya,
Trend Linear, Trend Kuadratik dan Trend Eksponensial. Dalam
memilih dari salah satu dari ketiga metode tersebut yaitu dengan

membuat diagram pencar data observasi.
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. Trend Linear
Garis lurus yang digambarkan pada grafik menunjukkan sistem

koordinat persegi panjang, yang dapat dinyatakan dalam

persamaan :
Y =a+bX
dengan:
Y :nilai dugaan periode waktu ke-X
X : periode waktu
a . titik potong garis kecenderungan (trend) dengan
sumbu Y

b : koefisien arah garis kecenderungan (trend)

Berdasarkan diagram pencarnya, model trend linear dapat terus
meningkat atau terus menurun dalam jangka waktu yang lama.
Maka,bentuk trend linear dapat dibedakan menjadi :
1. Trend positif = trend meningkat
Y =a+bX
2. Trend negatif = trend menurun
Y=a-bX
2). Trend Kuadratik
Trend kuadratik adalah trend yang nilai variabel tak bebasnya
naik atau turun tidak secara linear atau terjadi parabola bila datanya
dibuat diagram pencarnya. Persamaan trend kuadratik adalah sebagai
berikut :
Y=a+bX+cX*+e
3). Trend Eksponen
Trend eksponen adalah sebuah trend yang variable bebasnya
naik secara berlipat ganda atau tidak linear. Persamaan trend eksponen

adalah sebagai berikut :

Y = ab¥




K.

gan X adalah pangkat eksponen dari b. Nilai a dan b diperoleh

dengan persamaan logaritma natural berikut:

InY =lna+XInb
Apabila notasi In Y, In a,In b diganti dengan Y*, a* dan b* maka
diperoleh,

Y'=a"+b'X

Keterangan:
Y : Data dugaan time series periode X
X : Waktu (hari, minggu, bulan, triwulan, tahun)

a,b : Koefisien trend

Analisis gap rasio
Gap rasio digunakan untuk mengukur capaian tahun 2020 dengan
tahun sebelumnya (2019), dan capaian 2020 dengan target RPIMD
Kota Malang. Adapun Perhitungan Gap Rasio sebagai berikut:
Rumus Gap Capaian terhadap tahun sebelumnya:

Capaian tahun sekarang (2020)
capaian tahun sebelumnya (2019)

Rumus Gap Capaian terhadap proyeksi:

Capaian tahun sekarang (2020)
Proyeksi capaian tahun 2021

Rumus Gap Capaian terhadap target RPIMD:

Capaian tahun sekarang (2020)
Target RPJMD tahun 2020

Interpretasi

Tahap ini tim menginterpretasikan hasil analisis data yang telah
dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan untuk
dideskripsikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh

kalangan pembaca. Interpretasi hasil perhitungan data dimaksudakan

menyarikan temuan kajian dalam kalimat yang berisikan statistik yang




lukan dalam rangka memberikan gambaran lengkap tentang hasil

yang diperoleh
3. Rekomendasi
Berdasarkan hasil temuan kajian tim peneliti memberikan rekomendasi
kebijakan sebagai proses memilih berbagai pilihan alternatif kebijakan yang
dapat dilakukan pemerintah daerah Kota Malang, berdasarkan indikator dan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan alternatif
kebijakan yang terbaik.

Berikut adalah gambaran flowchart dari kegiatan analisis data kajian ini:

Data IKD

BPS, Dinas i s
Sosial, Dinas | ‘ 7 indikator IPMas dan IMS |
Kesehatan, penyusun IKD L
BMM, dll ' i

oo
-

I Analisis Gap Rasio I

-

I Interpretasi I

4
I Rekomendasi I

Gambar 3.2. Flowchart Analisis Data
Sumber : Olahan Penulis, 2020




iditas dan Reliabilitas Instrumen
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Modal Sosial (IMS)

diperoleh dari data primer dengan cara menyebarkan kuisioner pada penduduk Kota
Malang sesuai sampel yang telah ditentukan. Sehingga sebelum kuisioner untuk
mengukur IPMas dan IMS dilakukan maka akan di uji validitas dan reliabilitas dari
kuisioner tersebut. Uji validitas dan reliabilitas sangat penting dalam suatu
pengukuran sebagai bagian awal dari proses pengumpulan data. Penggunaan
kuisioner sebagai alat pengumpulan data harus memenuhi kriteria tertentu yakni
valid dan reliabel agar dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejaunh mana ketepatan suatu
instrumen sebagai alat ukur dari variabel yang ada dalam suatu kajian. Menurut
Suharsimi Arikunto (2010: 211) “Validitas adalah suatu ukuran untuk
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan,.Dengan kata lain, validitas
menjelaskan bagaimana instrumen yang digunakan telah mengukur apa yang ingin
diukur. Pada kajian ini, digunakan uji validitas Pearson Product — Moment

Correlation. Pada uji ini dihitung nilai r dengan rumus
n(> x) - x> »)
=1 =1 =1
n : n n z n
J(nzx - 0HmY.y =)
=1

i=l i=l i=1

' =

v

Dimana:

ry = Koefisien korelasi antara x dany
X = skor untuk tiap item pertanyaan
y = skor total dari responden

n = jumlah responden

Validitas suatu item dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi
Pearson Product — Moment dengan level signifikansi 5%. Apabila probabilitas hasil

korelasi lebih besar dari 5% (0,05), maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
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pabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 5% (0,05), maka

instrumen tersebut dinyatakan valid. Atau dengan membandingkan r hitung yang
diperoleh dari rumus diatas. Jika r hitung lebih besar dari r statistik tabel, maka
item tersebut dinyatakan valid. Berikut adalah hasil uji validitas dari instrumen
yang digunakan menggunakan software SPSS.

Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas IPMas
No. | Pernyataan r Tabel |rHitung | Sig Keterangan

A | Indeks Gotong Royong

1 Hubungan antar tetangga di | 0.3044 | 0.732 0.000 | Valid
lingkungan tempat tinggal,
warga saling percaya satu
sama lain

2 Masyarakat mudah 0.3044 | 0.504 0.001 | Vvalid

mendapat pertolongan ketika
mendapati kesulitan

3 Masyarakat bersedia 0.3044 | 0.627 0.000 | Vvalid
membantu warga sekitarnya
yang membutuhkan

4 Masyarakat aktif melakukan | 0.3044 | 0.588 0.000 | Valid
kegiatan sosial (kerja bakti)
5 Hubungan antar tetangga di | 0.3044 | 0.695 0.000 | Valid
lingkungan tempat tinggal
saya baik

6 Masyarakat di lingkungan 0.3044 | 0.682 0.000 | Valid
tempat tinggal saling
bekerjasama dengan baik
B Indeks Toleransi

1 Lingkungan tempat tinggal, | 0.3044 | 0.615 0.000 | Vvalid
masyarakat saling
menghormati dan
menghargai umat beragama
2 Lingkungan tempat tinggal, | 0.3044 | 0.708 0.000 | Valid
masyarakat saling
menghormati dan
menghargai antarsuku yang
berbeda-beda

3 Lingkungan tempat tinggal, | 0.3044 | 0.835 0.000 | Vvalid
masyarakat saling
menghormati dan
menghargai antaryang
berbeda status sosial (orang




Pernyataan

r Tabel

r Hitung

Keterangan

berpangkat dengan
masyarakat biasa)

Lingkungan tempat tinggal,
masyarakat saling
menghormati dan
menghargai antaryang
berbeda status ekonomi
(orang miskin dengan yang
kaya)

0.3044

0.707

0.000

Valid

Lingkungan tempat tinggal,
masyarakat saling
menghormati dan
menghargai antaryang
berbeda status politik

0.3044

0.768

0.000

Valid

Indeks Rasa Aman

Lingkungan tempat tinggal
aman

0.3044

0.660

0.000

Valid

Merasa aman di perjalanan
(jalan umum)

0.3044

0.690

0.000

Valid

Merasa aman di tempat
keramaian (pasar, terminal,
stasiun, mall, dlI)

0.3044

0.618

0.000

Valid

Percaya terhadap penegak
hukum dalam menjaga
keamanan, ketertiban, dan
keadilan

0.3044

0.558

0.000

Valid

Rasa aman ketika
berpartisipasi dalam Pemilu

0.3044

0.517

0.000

Valid

Rasa aman dengan adanya
LSM yang terkait dengan
pemberdayaan dan
pengembangan kapasitas
masyarakat

0.3044

0.644

0.000

Valid

Rasa aman menjadi anggota
organisasi massa (ormas)
dan partai politik (parpol)

0.3044

0.334

0.030

Valid

Rasa aman dengan
tersedianya fasilitas/upaya
antisipasi/mitigasi bencana
alam

0.3044

0.649

0.000

Valid

Berpartisipasi dalam
pendidikan dan pelatihan
kesiapsiagaan bencana alam

0.3044

0.316

0.042

Valid




Pernyataan r Tabel | r Hitung i Keterangan

10 | Rasa aman dengan adanya 0.3044 | 0.583 0.000 | Valid
aparat keamanan/pemerintah
terlibat sebagai penengah
dalam kekerasan massa

11 | Rasa aman dengan adanya 0.3044 | 0.555 0.000 | Vvalid
tokoh agama/masyarakat
terlibat sebagai penengah
dalam kekerasan massa

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Uji validitas dilakukan dengan menyebar 42 kuisoner kepada 42 responden.

Berdasarkan tabel r statistik pada lampiran 10 untuk 42 kuisioner, nilai r tabel
adalah 0.3044. Setelah dianalisa menggunakan software SPSS 21, diperoleh
kesimpulan bahwa untuk item pertanyaan yang ada pada IPMas, semuanya valid.
Karena nilai r hitung melebihi r tabel.

Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas IMS

No. | Pernyataan r Tabel | r Hitung | Sig Keterangan

A | Indeks Gotong Royong
A.l | Sikap Percaya
1 Percaya Menitipkan Anak | 0.3044 | 0.466 0.002 | Vvalid

Pada Tetangga

2 Percaya Menitipkan 0.3044 | 0.571 0.000 | Valid
Rumah Pada Tetangga

3 Percaya Dengan Saran 0.3044 | 0.460 0.002 | Valid

Tokoh Masyarakat Di
Lingkungan Tempat
Tinggal

4 Percaya Dengan Nasihat 0.3044 | 0.462 0.002 | Vvalid
Tokoh Masyarakat
Dilingkungan Tempat
Tinggal

5 Percaya Pada Kebijakan 0.3044 | 0.624 0.000 | Valid
Perangkat Pemerintah
Kelurahan

6 Sikap percaya pada tokoh | 0.3044 | 0.529 0.000 | Valid
agama Dilingkungan
Tempat Tinggal

A.2 | Toleransi Agama

1 Tanggapan Akan 0.3044 | 0.377 0.014 | Valid
Dibangun Tempat Ibadah




Pernyataan

r Tabel

r Hitung

Keterangan

Agama Lain Disekitar
Rumah

Menghormati Dan lkut
Menjaga Kegiatan Ibadah
Agama Lain

0.3044

0.438

0.004

Valid

Anggota Keluarga
Bersahabat Dengan Orang
Yang Berbeda Agama

0.3044

0.622

0.000

Valid

Toleransi Sosial

Menerima Dengan Baik
Persahabatan Dengan
Orang Berbeda Status
Sosial Dan Ekonomi

0.3044

0.656

0.000

Valid

Menerima Dengan Baik
Pernikahan Anggota
Keluarga Dengan Orang
Berbeda Status Sosial Dan
Ekonomi

0.3044

0.647

0.000

Valid

Menghargai Kegiatan
Kelompok Yang Berbeda
Status Sosial Dan Ekonomi

0.3044

0.596

0.000

Toleransi Suku

Menerima Anggota
Keluarga Yang Menikah
Dengan Orang Yang
Berbeda Suku

0.3044

0.676

0.000

Valid

Anggota Keluarga
Bersahabat Dengan Orang
Yang Berbeda Suku

0.3044

0.632

0.000

Valid

Menghormati Dan Ikut
Menjaga Kegiatan
Kelompok Suku Lain

0.3044

0.583

0.000

Valid

Toleransi Politik

Menerima Anggota
Keluaga Yang Menikah
Dengan Orang Yang
Berbeda Partai Politik

0.3044

0.464

0.000

Valid

Anggota Keluarga
Bersahabat Dengan Orang
Yang Berbeda Partai
Politik

0.3044

0.582

0.000

Valid

Menghormati Dan Ikut
Menjaga Kegiatan Partai
Politik Lain

0.3044

0.492

0.001

Valid




Pernyataan

r Tabel

r Hitung

Keterangan

Aksi Brsama

Resiprositas

Mudah Mendapatkan
Pertolongan

0.3044

0.632

0.000

Valid

Bersedia Membantu
Tetangga Yang Kesulitan

0.3044

0.634

0.000

Valid

Aksi Bersama

Masyarakat Aktif
Mengikuti Kegiatan
Bersama Untuk
Kepentingan Warga

0.3044

0.710

0.000

Valid

Masyarakat Aktif
Mengikuti Kegiatan
Bersama Untuk Membantu
Warga

0.3044

0.678

0,000

Valid

Masyarakat Hampir Selalu
Berpartisipasi Dalam
Kegiatan Sosial
Kemasyarakatan

0.3044

0.677

0.000

Valid

Masyarakat Aktif
Partisipasi dalam kegiatan
keagamaan

0.3044

0.798

0.000

Valid

Kelompok dan Jejaring

Partisipasi dalam
Kelompok

Valid

Lingkungan Tempat
Tinggal Sering Diadakan
Pertemuan Warga

0.3044

0.583

0.000

Valid

Aktif Ikut Serta Dalam
Musyawarah Untuk
Mengambil Keputusan
Dilingkungan

0.3044

0.751

0.000

Valid

Hampir Selalu Mengikuti
Pertemuan Warga
Dilingkungan

0.3044

0.721

0.000

Valid

Bisa memberikan pendapat
atau saran dalam
pertemuan

0.3044

0.708

0.000

Valid

Jejaring

Keikutsertaan Dalam
Kelompok Atau Organisasi
Yang Ada Dilingkungan
Masyarakat

0.3044

0.780

0.000

Valid




Pernyataan r Tabel | r Hitung | Si Keterangan

2 Menjadi Pengurus Dalam | 0.3044 | 0.656 0.000 | Valid
Kelompok Atau Organisasi
Yang Ada Dilingkungan
Masyarakat

3 Masyarakat Dilingkungan 0.3044 0.731 0.000 | Valid
Tempat Tinggal Bersedia
Aktif Terlibat Dalam
Organisasi Kemasyarakatan
(RT/RW, Karang, DII)

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Uji validitas dilakukan dengan menyebar 42 kuisoner kepada 42 responden.

Berdasarkan tabel r untuk 42 kuisioner, nilai r tabel adalah 0.3044. Setelah dianalisa
menggunakn software SPSS 21, diperoleh kesimpulan bahwa untuk item
pertanyaan yang ada pada IMS, semuanya valid. Karena nilai r hitung untuk setiap
item melebihi r statistik tabel.
2. Uji Reliablitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen
tersebut sudah baik (Arikunto.2010:221),. Cara mencari reliabilitas untuk
keseluruhan item salah satunya bisa dilakukan dengan menghitung nilai koefisien
Alpha Cronbach. Formula untuk menghitung koefisien Alpha Cronbach adalah

sebagai berikut :
k Y of
a =]t~ a—l

Keterangan :

a = Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

o= Jumlah varians butir

o= Varians total pendekatan

Koefisien Alpha Cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen

kuesioner atau soal bentuk uraian. Untuk ketentuan pengujian reliabilitas dengan

metode Alpha Cronbach adalah dengan membandingkan koefisien alpha (o)) dengan

0,06. Jika koefisien alpha (r hitung) < 0,6 maka item tersebut tidak reliabel. Pada




tuk menentukan koefisien Alpha Cronbach, data responden dianalisis

menggunakan software SPSS versi 21. Uji reliabilitas dilakukan pada tiga
komponen penyusun indeks pembangunan masyarakat (IPMas) serta pada tiga
komponen penyusun IMS dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Uji Reliabilitas IPMas

Komponen Gotong Royong

Tabel 3.8. Hasil Uji Reliabilitas Komponen Gotong Royong IPMas
Reliability Statistics

Cronbach's N of ltems
Alpha

0.901 6
Sumber : Olahan Penulis, 2020

Komponen Toleransi

Tabel 3.9. Hasil Uji Reliabilitas Komponen Toleransi IPMas
Reliability Statistics

Cronbach's N of Items
Alpha

0.903 5
Sumber : Olahan Penulis, 2020
Komponen Rasa Aman

Tabel 3.10. Hasil Uji Reliabilitas Komponen Rasa Aman IPMas
Reliability Statistics

Cronbach's N of ltems
Alpha

0.859 11
Sumber : Olahan Penulis, 2020

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.901 untuk
komponen Gotong royong, 0.903 untuk komponen Toleransi dan 0.859 untuk
komponen Rasa Aman. Sesuai hasil tersebut, nilai koefisien Cronbach's Alpha
lebih besar dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner sudah

reliabel.
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liabilitas IMS
Gotong Royong

Tabel 3.11. Hasil Uji Reliabilitas Komponen Gotong Royong IMS
Reliability Statistics

Cronbach's N of ltems
Alpha

0.903 18

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Aksi Bersama

Tabel 3.12. Hasil Uji Reliabilitas Komponen Aksi Bersama IMS

Reliability Statistics

Cronbach's N of Items
Alpha

0.877 6
Sumber : Olahan Penulis, 2020

Kelompok dan Jejaring

Tabel 3.13. Hasil Uji Reliabilitas Komponen
Kelompok dan Jejaring IMS

Reliability Statistics

Cronbach's N of Items
Alpha

0.940 7
Sumber : Olahan Penulis, 2020

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.903

untuk komponen Gotong royong, 0.877 untuk komponen Aksi Bersama dan 0.940

untuk komponen Kelompok dan Jejaring. Sesuai hasil tersebut, nilai koefisien
Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kuesioner sudah reliabel.




BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Wilayah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan
penting terkait kondisi daerah Kota Malang. Informasi yang relevan dan penting
tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis,
visi/misi Kota Malang, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah
kebijakan.
1. Luas, Letak, dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,26 km? (Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1987). Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa
Timur setelah Surabaya. Berdasarkan ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota
Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan
Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun. Berikut peta Kota
Malang.

T
1200

= = }m L

210000 213000 218000 219000 223000

Gambar 4.1. Peta Kota Malang
(Sumber: Malang Dalam Angka, 2019)
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lurahan Kota Malang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan

yang terbagi menjadi 548 Rukun Warga (RW) dan 4.181 Rukun Tetangga

(RT).Adapun rincian nama kelurahan, RW dan RT pada masing-masing kecamatan

di Kota Malang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Kelurahan,
dan Jumlah RW dan RT Se-Kota Malang Tahun 2019

No

Kecamatan

Area

Terhadap
Luas
Area

Kelurahan

Jumlah
RW

Jumla
h RT

BLIMBING

17,77

16,15

Balearjosari

Arjosari

Polowijen

Purwodadi

Blimbing

Pandanwangi

Purwantoro

Bunulrejo

Ol NOOjO DWW IN|F

Kesatrian

1

o

Polehan

1

[N

Jodipan

127

937

KEDUNGKAN
DANG

39,89

36,24

Kotalama

Mergosono

Bumiayu

Wonokoyo

Buring

O O | W N

Kedungkanda
ng

~

Lesanpuro

(o]

Sawojajar

Madyopuro

10

Cemorokanda
ng

11

Arjowinangon

12

Tlogowaru

117

909

LOWOKWA-
RU

22,6

20,53

Tasikmadu

Tunggulwu-
lung

Merjosari

Tlogomas

121

799




Terhadap
No Kecamatan Area Luas
Area

Jumlah
RW h RT

Kelurahan

Dinoyo
Sumbersari
Ketawanggede
Jatimulyo
Tanjungsekar

O 00 N O o1

=
o

Mojolangu
Tulusrejo
Lowokwaru
Klojen 90 679
Samaan
Rampalceleket
Kiduldalem
Sukoharjo
Kasin

Kauman

Oro-0ro
Dowo
9 | Bareng

10 | Gadingkasri
11 | Penanggungan
\ SUKUN 20,97 19,06 1 | Bakalan 95 902
Krajan
Mulyorejo
Karangbesuki
Ciptomulyo
Gadang
Kebonsari

Bandungrejos
ari
Sukun

9 | Tanjungrejo
10 | Pisangcandi
11 | Bandulan
Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 07°46°48” LS - 08°46°42” LS
dan 112°31°42” BT - 112°48°48” BT. Sedangkan secara administratif, Kota Malang

[3XY
[N

-
N

v KLOJEN 8,83 8,02

O N O O | W[ N| -

~N| OO bW

(o]

berbatasan dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Malang, yaitu:
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tara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso;

2. Sebelah Barat :Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau;
3. Sebelah Timur :Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang;
4. Sebelah Selatan :Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
serta dikelilingi gunung-gunung :
1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan
2. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara
berkisar antara 22,7°C — 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan
suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% — 86%. Dengan
kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya
daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim
hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi
Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari,
Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan
relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan
Juli.
3. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

Bagian Selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas,cocok untuk industri
Bagian Utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian

Bagian Timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur

M W bdp e

Bagian Barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah
Pendidikan




ran Umum Responden

Gambaran umum responden dalam kajian ini adalah deskripsi demografis
dari para responden untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Masyarakat
(IPMas) dan Indeks Modal Sosial (IMS).

1. Berdasarkan Kecamatan

Responden yang terlibat berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa jumlah
responden yang berasal dari Kecamatan Blimbing adalah 55 orang, jumlah
responden yang berasal dari Kecamatan Kedungkandang adalah 55 orang, jumlah
responden yang berasal dari Kecamatan Klojen adalah 80 orang, jumlah responden
yang berasal dari Kecamatan Lowokwaru adalah 54 orang, dan jumlah responden
yang berasal dari Kecamatan Sukun adalah 34 orang. Lebih lanjut, responden yang
terlibat berdasarkan asal kecamatan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Asal Kecamatan

Kriteria Jumlah [Persentase
Blimbing 55 19,8
Kedungkandang 55 19,8
Klojen 80 28,8
Lowokwaru 54 19,4
Sukun 34 12,2
Total 278 100

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa kecamatan Klojen
ditetapkan sebagai kecamatan yang paling banyak jumlah respondennya, hal ini
terkait dengan peta pensebaran covid-19 saat dilakukannya penetapan responden,
dimana kecamatan Klojen yang jumlah suspek covid-19nya paling rendah.
Sedangkan Kecamatan Kedungkandang memiliki jumlah pendudukn paling banyak

responden yang terlibat sama dengan kecamatan lainnya, hal ini dikarena

Kecamatan tersebut suspek covid-19 paling banyak (IG Kota Malang tanggal 4
Oktober 2020).




H Blimbing

B Kedungkandang

m Klojen
Lowokwaru

B Sukun

Gambar 4.2 Persentase Sampel Berdasarkan Kecamatan
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan persentase sampel berdasarkan
kecamatan sebagai berikut: Blimbing 20%; kecamatan Kedung kandang 20%;
Kecamatan Klojen 29%; kecamata Lowokwaru 19% dan yang paling kecil
kecamatan Sukun 12%.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden yang terlibat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa
jumlah responden laki-laki yang terlibat adalah sebesar 169 orang dan responden
perempuan yang terlibat adalah 109 orang. Lebih lanjut, responden yang terlibat
berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria Jumlah Persentase
Laki-Laki 169 60,8
Perempuan 109 39,2
Total 278 100

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas jumlah responden dalam kajian ini sebanyak

60.8% berjenis kelamin laki-laki dan 39.2% berjenis kelamin perempuan. Hal ini
didasarkan pada kuesioner yang kembali, responden laki-laki paling banyak yang

mengirim atau mengembalikan kuesioner. Secara lebih jelas dapat dilihat pada

diagram berikut




Persentase sampel dari Jenis Kelamin
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Gambar 4.3 Persentase Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Olahan Penulis, 2020

3. Berdasarkan Usia

Responden yang terlibat berdasarkan usia menunjukkan bahwa jumlah
responden dengan usia 17-27 tahun adalah 63 orang, responden dengan usia 28-37
tahun adalah 29 orang, responden dengan usia 38-47 adalah 58 orang, responden
dengan usia 48-57 adalah 71 orang, dan responden di atas 57 tahun adalah 57 orang

. Lebih lanjut, responden yang terlibat berdasarkan usia dapat dijelaskan pada tabel

berikut:

Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Usia
Kriteria Jumlah Persentase

17-27 Tahun 63 22,7

28-37 Tahun 29 10,4

38-47 Tahun 58 20,9

48-57 Tahun 71 25,5

>57 Tahun 57 20,5

Total 278 100,0

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan
usia relatif merata responden usia 48-57 tahun yang terbanyak yakni 25,5%,
sedangkan yang paling sedikit responden usi 28-37 tahun 10.4%. Hal ini juga

didasarkan kuesioner yang kembali pada peneliti setelah diisi responden. Berikut

gambaran persentase sampel berdasarkan usia




Persentase Sampel Berdasarkan Usia
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Gambar 4.4 Persentase Sampel Berdasarkan Usia
Sumber: Olahan Penulis, 2020

4. Berdasarkan Pendidikan

Responden yang terlibat berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa jumlah
responden yang tidak bersekolah adalah 0 orang, jumlah responden yang
menamatkan pendidikan TK/Sederajat adalah 0 orang, jumlah responden yang
menamatkan pendidikan SD/MI/Sederajat adalah 11 orang, jumlah responden yang
menamatkan pendidikan SMP/MTs/Sederajat adalah 25 orang, jumlah responden
yang menamatkan pendidikan SMA/MA/Sederajat adalah 110 orang, jumlah
responden yang menamatkan pendidikan S1/Diploma Sederajat adalah 111 orang,
dan jumlah responden yang menamatkan pendidikan S2/S3/Sederajat adalah 21
orang. Lebih lanjut, responden yang terlibat berdasarkan pendidikan dapat
dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Responden Berdasarkan Pendidikan

Kriteria Jumlah [Persentase

Tidak Bersekolah 0 0

TK Sederajat 0 0

SD/MI Sederajat 11 4.0
SMP/MTs/Sederajat 25 9,0
SMA/SMK/MA/Sederajat 110 39,6
S1/Diploma/Sederajat 111 39,9
S2/S3/Sederajat 21 7,6
Total 278 100

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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—i‘" Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang

terlibat dalam kajian ini tidak ada tidak bersekolah dan tingkat TK 0% sedangkan
jumlah yang relatif hampir sama adalah yang berpendidikan SMA/SMK/MA/
sederajat 36.6% dan S1/Diploma/sederajat 36,9%. Sedangkan yang berpendidikan
pasca sarjana 7.6%. Berikut perbandingan sampel berdasarkan Tingkat Pendidikan
dalam diagram

Persentase sampel berdasarkan Pendidikan

$2/53/Sederajat |

S1/Diploma/Sederajat |
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Gambar 4.5 Persentase Sampel Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Olahan Penulis, 2020

5. Berdasarkan Pekerjaan

Responden yang terlibat berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa jumlah
responden yang memiliki pekerjaan sebagai pendidik (guru/dosen) adalah 30 orang,
jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa adalah
28 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha atau
pedagang adalah 49 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai
karyawan adalah 45 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai
supir adalah 5 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani
adalah 4 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah
tangga adalah 42 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai
TNI/POLRI adalah 3 orang, jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai
ASN bukan pendidik adalah 6 orang, dan jumlah responden yang memiliki
pekerjaan selain tersebut di atas adalah 66 orang yaitu sebagai wiraswasta,
purnatugas, pensiunan PNS, swasta, jasa konstruksi, seniman, dan UKM. Lebih
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monden yang terlibat berdasarkan pekerjaan dapat dijelaskan pada tabel

berikut:
Tabel 4.6. Responden Berdasarkan Pekerjaan
Kriteria Jumlah |Persentase
Pendidik (Guru/Dosen) 30 10,8
Pelajar dan Mahasiswa 28 10,1
Pengusaha/Pedagang 49 17,6
Karyawan 45 16,2
Supir 3) 1,8
Petani 4 1,4
Ibu Rumah Tangga 42 15,1
TNI dan POLRI 3 11
ASN bukan Pendidik 6 2,2
Lain-Lain 66 23,7
Total 278 100

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas responden yang jumlahnya relatif sedikit ada
pada profesi supir, petani, TNI dan POLRI, dan ASN bukan pendidik masing-
masing 1,8%; 1,4%; 1.1% dan 2,2% sedangkan yang terbanyak pada pekerjaan
lain-lain 23,7%.namun demikian responden kajian ini relatif bervariasi dilihat dari
jenis pekerjaannya. Berikut perbandingan jumlah sampel berdasarkan pekerjaan

dalam diagram

Frekuensi Sampel berdasarkan Pekerjaan

Lain-Lain I 66
ASN bukan Pendidik |l 6
TNI dan POLRI |l 3
Ibu Rumah Tangga | 42
Petani Ml 4
Supir N 5
Karyawan | 45
Pengusaha/Pedagang | 49
Pelajar dan Mahasiswa [N 28
Pendidik (Guru/Dosen) |IEEEE 30

0 10 20 30

Gambar 4.6. Frekuensi Sampel Berdasarkan Pekerjaan
Sumber: Olahan Penulis, 2020
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ian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran terkait dengan
perbandingan antara harapan hidup, pendidikan, serta standar hidup bagi semua
negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Program). Kriteria tersebut
mencakup tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and
healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard
of living). IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan,
pendidikan, dan pengeluaran.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS). Secara umum IPM Kota Malang mengalami kenaikan secara konsisten dari
tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada Tahun 2014 IPM Kota Malang sebesar
80,05%. Sedangkan pada tahun 2019 IPM Kota Malang meningkat menjadi
81,32%.

Indeks Pembangunan Manusia

@

B 0 6 80,89
30,46, !
80,05,

2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 4.7. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Malang 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang, 2020
Berdasarkan Gambar 4.7 di atas menunjukkan kenyataan bahwa IPM kota
Malang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika melihat data IPM di Jawa Timur,
maka Kota Malang menduduki level tertinggi ke dua setelah Kota Surabaya.
Surabaya mencapai 82,22 sedangkan Kota Malang 81.32. Kota Malang juga
termasuk kota/kabupaten di Jawa Timur yang pertumbuhan IPMnya masuk kategori
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mm (Surabaya. Kota Malang, Kota Madiun dan Sidoarjo) (jatim

BPS.go.id.2019). Peningkatan IPM Kota Malang ini juga tidak lepas dari
peningkatan sisi-sisi komposit pembentuk IPM yakni Rata-Rata Lama Sekolah,
Angka Harapan Hidup, Kemampuan Daya Beli masyarakat juga meningkat.

Jika mengacu pada konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan
manusia pada skala 0,0 — 100,0 dengan kategori sebagai berikut

Tabel 4.7. Kategori IPM

No Kategori IPM
1 Sangat Tinggi | IPM >80
2 Tinggi IPM antara 70 < IPM <80
3 Sedang IPM antara 60 < IPM <70
4 Rendah IPM<60

Sumber: BPS RI, 2020
Berdasarkan kategori di atas, maka Kota Malang juga termasuk
kota/kabupaten di Jawa Timur yang pertumbuhan IPMnya masuk kategori sangat
tinggi (Surabaya. Kota Malang, Kota Madiun dan Sidoarjo) (jatim BPS.go.id.2019).
Peningkatan IPM Kota Malang ini juga tidak lepas dari peningkatan sisi-sisi
komposit pembentuk IPM yakni Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup,
dan Kemampuan Daya Beli masyarakat juga meningkat.

2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan ukuran mendasar mengenai tingkat kualitas
pendidikan di suatu daerah. Pengukuran indeks pendidikan menggunakan indikator
rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah
(expected years of schooling). Pengukuran Indeks Pendidikan Kota Malang sendiri
menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Selama 5 tahun terakhir, Indeks Pendidikan Kota Malang mengalami
peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2015, Indeks Pendidikan Kota Malang

mencapai angka 76,05. Sedangkan pada tahun 2019, Indeks Pendidikan Kota

Malang meningkat menjadi 76,71.




Indeks Pendidikan

2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 4.8. Capaian Indeks Pendidikan Kota Malang 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Indek Pendidikan di Kota
Malang menunjukkan capaian yang terus meningkat. Tahun 2015 Indek pendidkan
mencapai angka 76.05%, tahun 2016 sebesar 78.52%, tahun 2017 menunjukkan
angka 76.58% dan tahun 2018 menunjukkan angka 76.64% dan tahun 2019
mencapai angka 76.71%. kenaikan secara konsisten ini sebenarnya tidak terlepas
dari terus meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Capaian demikian tidak terlepas dari misi Pemerintah Kota Malang yakni pada misi
1 “Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar
lainnya bagi semua warga”. Kota Malang juga terkenal dengan Tri Bina Citanya,
yakni Malang sebagai kota Pendidikan, Malang sebagai kota Jasa, dan Malang
sebagai kota Pariwisata (Budaya). Utamanya sebagai kota Pendidikan, maka fokus
pertama Pendidikan pada Pendidikan Bidang Karakter, Penanaman Nilai Nilai
Keagamaan dan Budi Pekerti. Kedua Pendidikan Berwawasan Lingkungan dan
ketiga, Pendidikan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka
menghantar generasi 4.0. Penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar)
diterima oleh Pemerintah Kota Malang sejak 2018 juga menjadi faktor pendorong

terus meningkatnya Indeks Pendidikan di Kota ini.

3. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu
wilayah. Indeks kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir
(AHH). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak
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Masih Hidup (AMH). Pengukuran Indeks Kesehatan menggunakan data yang

bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Selama 5 tahun terakhir, Indeks Kesehatan Kota Malang mengalami
peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2015, Indeks Kesehatan Kota Malang
mencapai angka 80,92. Sedangkan pada tahun 2019, Indeks Kesehatan Kota
Malang meningkat menjadi 81,77.

Indeks Kesehatan

Gambar 4.9. Capaian Indeks Kesehatan Kota Malang 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Berdasarkan data capaian indeks Kesehatan Kota Malang, menunjukkan capaian
yang terus meningkat tahun 2015 mencapai angka 80.92%; tahun 2016 mencapai
80,92%; tahun 2017 mencapai 81,18%; tahun 2018 mencapai 81,43% dan tahun
2019 mencapai 81,77%. Peningkatan capaian indek Kesehatan Kota Malang ini
juga tidak terlepas dari implementasi misi 1 Pemerintah Kota Malang sebagaimana
di bidang pendidikan yakni “Meningkatkan akses dan Kkualitas pendidikan,
kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga”. Dengan misi ini
Pemerintah Kota malang terus berkomitmen pemerintah dalam bidang kesehatan
dan menciptakan kawasan yang sehat. Penghargaan di bidang kesehatan juga
berulang kali diterima oleh Pemerintah Kota Malang tahun 2019 lalu Pemerintah
Kota Malang menerima penghargaan Kota Sehat Nasional dengan predikat tertinggi
Swasti Saba Wistara dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dimana penghargaan ini merupakan tahun keempat
(4), karena tahun tahun sebelumnya Pemerintah Kota Malang juga telah menerima
penghargaan tersebut. Faktor ini juga menjadi pendorong bagi Pemerintah Kota

Malang untuk terus meningkatkan capaian Indeks Kesehatan di Kotanya.
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aya Beli

Pengukuran indeks daya beli didasarkan pada kriteria Badan Pusat Statistik
(BPS) dalam menghitung standar hidup layak, yaitu menggunakan rata-rata
pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purcashing
power parity) berbasis formula Rao. Pengukuran Indeks Daya Beli menggunakan
data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Selama 5 tahun terakhir, Indeks Daya Beli Kota Malang mengalami
peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2015, Indeks Daya Beli Kota Malang
mencapai angka 83,37%. Sedangkan pada tahun 2019, Indeks Daya Beli Kota
Malang meningkat menjadi 85,81%.

Indeks Daya Beli
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Gambar 4.10. Capaian Indeks Daya Beli Kota Malang 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang, 2020
Berdasarkan Gambar 4.10 di atas menunjukkan antara tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019 terdapat kenaikan angka tahun 2015 mencapai angka 83,37%;
tahun 2016 mencapai angka 83,98%; tahun 2017 mencapai 84,38%; tahun 2018
mencapai 85,81% dan tahun 2019 mencapai 85,81%. Hal ini menunjukkan bahwa
standar hidup dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap
sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita masih
dalam kategori layak. Upaya secara terus menerus untuk meningkatkan indeks daya
beli masyarakat sampai tahun 2019 terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang
antara lain dengan cara menekan inflasi dan meningkatkan ekonomi, mengurangi
pengangguran serta menekan kemiskinan, sehingga capaian pada indeks ini relatif

meningkat.

5. Angka Kemiskinan




Kemiskinan adalah ukuran mengenai jumlah penduduk miskin dalam

suatu wilayah. Pengukuran Angka Kemiskinan mengacu pada kriteria BPS, yaitu
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase angka kemiskinan di Kota Malang mengalami penurunan dari
tahun ke tahun sejak 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, angka kemiskinan di
Kota Malang sebesar 4,6%. Sedangkan pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kota

Malang turun menjadi sebesar 4,07%.
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Gambar 4.11. Capaian Angka Kemiskinan Kota Malang 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Berdasarkan Gambar 4.11 diatas menunjukkan ada kecenderungan capaian
angka kemiskinan di Kota Malang menurun dimana tahun 2015 mencapai angka
4,6%; tahun 2016 mencapai 4,33%; tahun 2017 mencapai 4,17%; tahun 2018
mencapai angka 4,1% dan tahun 2019 mencapai 4,07%. Capaian angka kemiskinan
pada angka 4,07 persen sebenarnya masih cukup krusial, karena jika dihitung dari
total jumlah pendduduk Kota Malang kurang lebih 900 ribu orang, maka angka
4,07% menunjukkan ada 34-35 ribu penduduk masuk dalam kategori miskin. Hal
ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Malang untuk segera membuat inovasi
kebijakan yang tepat agar angka kemiskinan semakin menurun. kebijakan
pembangunan ekonomi yang tepat akan dapat menurunkan angka kemiskinan di

Kota Malang di masa yang akan datang, termasuk pemberdayaan gender dan

pembangunan ekonomi industri kreatif.




6. Persentase Penurunan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan,
atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai
dan wajar. Pengukuran Persentase Penurunan PMKS menggunakan data yang
bersumber dari masing-masing kecamatan/kelurahan serta Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana. Data PMKS capaian persentase penurunan PMKS tahun 2015

sampai tahun 2019 sebagai berikut:

Rekapitulasi Penurunan PMKS ]
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Gambar 4.12. Capaian Rekapitulasi Penurunan PMKS
Kota Malang 2015-2019

Sumber: Dinsos, Dinkes, BNN Kota Malang, 2020

Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan rekapitulasi Penurunan PMKS Kota
Malang naik turun, tahun 2015 mencapai angka 117.264 jiwa; tahun 2016 naik
mencapai 117.325 jiwa; tahun 2017 juga naik mencapai angka 131.777 jiwa; tahun
2018 naik mencapai 133.296 jiwa ; tahun 2019 ada penurunan menjadi 128.882
jiwa.

Hasil rekapitulasi penurunan PMKS di atas digunakan untuk menghitung
persentase penurunan PMKS. Dengan perhitungan Persentase Penurunan PMKS
(Pemprov Jatim, 2017) yaitu:

(GPMKSthn (n) —thn(n—1)) / Q.PMKS thn (n— 1)) x 100%
diperoleh nilai capaian persentase penurunan PMKS pada gambar berikut ini:
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Gambar 4.13. Capaian Persentase Penurunan PMKS
Kota Malang 2015-2019
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan gambar di atas, persentase penurunan PMKS berfluktuasi. Pada tahun
2015 persentase penurunan PMKS berkurang 4,19% dibanding 2014, lalu kembali
berkurang 0,05% pada tahun 2016. Persentase penurunan PMKS kemudian kembali
menurun pada tahun 2017 sebesar 11,98%. Pada tahun 2018, persentase penurunan
ini kembali menurun sebesar 1,46%. Baru pada tahun 2019 persentase penurunan
PMKS meningkat sebesar 3,31 %.

Menurunnya persentase penurunan PMKS ini tidak dapat dilepaskan dari
banyaknya permasalahan yang dihadapi sejak tahun 2017 terkait dengan PMKS,
seperti masih rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS; terbatasnya daya
tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial; Belum optimalnya
kemitraan lintas sektoral ; Penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu
dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal; Belum tersedianya
Shelter yang memadai untuk penampungan hasil razia PMKS. Permasalahan yang
krusial lainnya adalah seperti semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan
NAPZA di Kota Malang tahun 2016 sejumlah196 kasus, lalu tahun 2017 naik
menjadi 267 kasus, tahun 2018 turun menjadi 251 kasus dan tahun 2019 naik lagi
menjadi 289 kasus. Demikian juga dengan tersangka yang cenderung naik. Pada
tahun 2016 ada 220 tersangka; 2017 naik menjadi 313 tersangka; 2018 turun

menjadi 309 tersangka dan 2019 naik menjadi 324 tersangka (BNN Kota Malang,
2020).




ngunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia
berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur
panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pengukuran Indeks
Pembangunan Gender menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik Kota Malang.

Selama 5 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Gender Kota Malang
mengalami pasang surut. Pada tahun 2015, indeks ini mencapai angka 95,73.
Namun demikian, indeks ini mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga 2018.
Sedangkan pada tahun 2019, indeks ini kembali meningkat menjadi 94,72
dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 94,71.

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
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Gambar 4.14. Capaian Indeks Pembangunan Gender
Kota Malang 2015-2019
Sumber: BPS Kota Malang, 2020

Berdasarkan gambar 4.14. menunjukkan bahwa angka naik dan turun tahun
2015 mencapai angka 95,73; selanjutnya tahun 2016 menurun menjadi 95,2; tahun
2017 turun menjadi 94,96; tahun 2018 turun menjadi 94,71, dan tahun 2019 naik
mencapai angka 94,72. Jika dibandingkan dengan IPG di Jawa Timur tahun 2018,
capaian IPG Kota Malang menempati peringkat lima (5) setelah Kota Blitar,
Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Jika dikaitkan
dengan metode yang dipergunakan UNDP, yakni umur panjang dan hidup sehat (a
long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent
standard of living), capaian IPG Kota Malang mendekati 100. Hal ini sebenarnya

menunjukkan semakin sedikitnya ketimpangan gender dalam pembangunan
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-'Sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak (2018), metode baru dalam menginterpretasikan angka
IPG saat ini tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak
angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki
dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka
semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan
(Kementerian PPPA, 2018).

8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Pengukuran capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) pada tahun
2020 memiliki perbedaan dengan kajian pada tahun sebelumnya, yaitu pada unsur
penyusun indikator rasa aman. Pada tahun sebelumnya indikator rasa aman hanya
terdiri dari 3 item, sedangkan pada tahun 2020 ini ada tambahan 8 item sebagai
berikut:

1. Percaya terhadap penegak hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan
keadilan

2. Rasa aman dalam berpartisipasi dalam Pemilu

3. Rasa aman dengan adanya LSM yang terkait dengan pemberdayaan dan
pengembangan kapasitas masyarakat

4. Rasa aman menjadi anggota organisasi massa (ormas) dan partai politik (parpol)

5. Rasa aman dengan tersedianya fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam

6. Rasa aman berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana
alam

7. Aparat keamanan/pemerintah terlibat sebagai penengah dalam kekerasan massa

8. Tokoh agama/masyarakat terlibat sebagai penengah dalam kekerasan massa

Berdasarkan perhitungan keseluruhan item yang berjumlah 22 item, diperoleh
hasil bahwa capaian Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Malang pada tahun
2020 adalah sebesar 82,95%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

nilai Indeks Pembangunan Masyarakat menunjukkan adanya penurunan., yaitu dari
84,63% pada tahun 2019 menjadi 82,95% pada tahun 2020. Apabila dicermati lebih

jauh, penurunan ini terjadi karena adanya tambahan 8 item pertanyaan dalam Indeks
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—E"Rasa Aman yang sebelumnya hanya 3 item pertanyaan. Hal ini juga berdampak

pada rendahnya nilai Indeks Rasa Aman bila dibandingkan dengan nilai dari 2
komponen lainnya. Berdasarkan simulasi yang tim peneliti lakukan, apabila 8 item
tersebut dihilangkan, maka nilai Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Malang
pada tahun 2020 menjadi 84,66%, dan nilai ini lebih tinggi atau meningkat
dibandingkan capaian tahun 2019.

Indeks Pembangunan
W EREIELE]L

84,6%

82,9% P 32.95%

2018 m 2019 m 2020

Gambar 4.15. Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 2018-2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Apabila dicermati berdasarkan 3 indikator penyusunnya, nilai dari Indeks
Gotong Royong dan Indeks Toleransi sangat tinggi, yaitu di atas 85%. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki kesadaran gotong royong
dan toleransi yang sangat baik dalam interaksi sosial. Sedangkan untuk Indeks Rasa
Aman nilainya lebih kecil dari pada komponen IPMas lainnya yaitu sebesar 77,41%
yang menunjukkan bahwa indikator rasa aman lebih rendah dari pada gotong
royong dan toleransi pada masyarakat Kota Malang.

Tabel. 4.8. Nilai IPMas Berdasarkan Komponen

IPMas berdasarkan Komponen (%)
Nilai Indeks Gotong Royong 85,34
Nilai Indeks Toleransi 86,4

Nilai Indeks Rasa Aman 77,41
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, capaian nilai IPMas tertinggi terdapat di

Kecamatan Sukun, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Blimbing.

Y
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-!!mikian, secara keseluruhan, capaian IPMas 2020 di 5 kecamatan di Kota

Malang dapat dikatakan tinggi dengan rata-rata 83,07%.

Tabel. 4.9. Nilai IPMas Berdasarkan Kecamatan

IPMas berdasarkan Kecamatan (%)
Sukun 84,67
Kedungkandang 83,12
Klojen 83,01
Lowokwaru 82,45
Blimbing 82,09

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Jika dilihat berdasarkan komponennya, 3 komponen IPMas yaitu nilai Indeks

Gotong Royong, Indeks Toleransi, dan Indeks Rasa Aman pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel. 4.10. Nilai Komponen IPMas Berdasarkan Kecamatan

Komponen IPMas
Kecamatan -
Indeks Gotong Royong | Indeks Toleransi | Indeks Rasa Aman
Sukun 87,65 88,35 78,4
Kedungkandang 85,15 86,91 77,59
Klojen 84,88 86,8 77,64
Lowokwaru 85,99 84,74 77
Blimbing 84,12 85,75 76,69

terhadap komponen IPMas sebagai berikut:

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Jika digambarkan dalam diagram radar untuk melihat perbedaan tiap kecamatan

Indeks Pembangunan Masyarakat tiap Kecamatan

Indeks Gotong royong
90

Indeks Rasa Aman

85
80

7

Indeks Toleransi

e Sk UN @ Kedungkandang === K|ojen e | owokwary s h|imbing

Gambar 4.16. Perbandingan Nilai IPMas Tiap Kecamatan

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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-ﬂan Gambar di atas IPMas untuk tiap komponen jika dilihat dari

kecamatan di Kota Malang menunjukkan pola yang sama. Indeks rasa aman lebih
kecil nilainya jika dibandingkan dengan komponen lainnya di tiap kecamatan. Nilai
komponen IPMas tertinggi pada Indeks Toleransi. Area paling luas pada
Kecamatan Sukun, hal ini menunjukkan Kecamatan Sukun memiliki IPMas paling
tinggi dari pada kecamatan lainnya pada tiap-tiap komponen.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang
signifikan dalam capaian nilai IPMas 2020, yaitu 82,99% untuk responden laki-laki
dan 82,88% untuk responden perempuan.

Tabel. 4.11. Nilai IPMas Berdasarkan Jenis Kelamin

IPMas berdasarkan Jenis Kelamin (%)
Laki-laki 82,99
Perempuan 82,88

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Apabila dilihat berdasarkan komponennya, nilai dari 3 komponen IPMas

yaitu Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi, dan Indeks Rasa Aman tidak
terdapat perbedaan yang berarti antara responden laki-laki dan perempuan.

Tabel. 4.12. Nilai Komponen IPMas Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin ORONENI sl 2> -

Indeks Gotong Royong | Indeks Toleransi | Indeks Rasa Aman
Laki-Laki 85,31 86,1 77,83
Perempuan 85,38 86,86 76,76

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berikut penggambaran komponen IPMas berdasarkan jenis kelamin.
Berdasarkan tabel 4.12 IPMas untuk jenis kelamin perempuan untuk Indeks
toleransi lebih besar dari pada jenis kelamin laki-laki, begitu juga dengan indeks
gotong royong. Berbeda dengan indeks rasa aman, terdapat perbedaan sedikit

dimana jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.




Indeks Pembangunan Masyarakat
berdasarkan Jenis Kelamin

Indeks Gotong Royong
90

85
80
7

Indeks Rasa Aman Indeks Toleransi

Laki-Laki Perempuan

Gambar 4.17. Perbandingan Nilai IPMas Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan usia, capaian nilai IPMas 2020 dapat dikatakan

tinggi untuk semua kelompok usia, yaitu di atas 81%. Apabila dirata-rata, capaian
nilai IPMas 2020 untuk seluruh kelompok usia adalah 82,88%.
Tabel. 4.13. Nilai IPMas Berdasarkan Usia

IPMas berdasarkan Usia (%)
17-27 Tahun 82,73
28-37 Tahun 81,79
38-47 Tahun 84,41
48-57 Tahun 81,86
>57 Tahun 83,63

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan komponennya, nilai Indeks Gotong Royong dan Indeks
Toleransi terendah pada kelompok usia 48-57 tahun (83,57%) dan 84%).
Sedangkan untuk Indeks Rasa Aman, nilai terendahnya pada kelompok usia 28-37
tahun (74,36%).
Tabel. 4.14. Nilai Komponen IPMas Berdasarkan Usia

Usia Komponen IPMas
Indeks Gotong Royong Indeks Toleransi Indeks Rasa Aman
17-27 Tahun 84,76 87,24 76,57
28-37 Tahun 85,63 85,93 74,36
38-47 Tahun 87,24 87,66 78,65
48-57 Tahun 83,57 84 78,16
>57 Tahun 86,08 87,44 77,7

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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baran lebih jelas dapat dilihat pada diagram radar dibawah ini.

Komponen IPMas berdasarkan usia responden menunjukkan komponen tolerasi
paling tinggi diantara komponen lainnya. Sedangkan indeks rasa aman lebih rendah
dari pada komponen IPMas lainnya.

Komponen IPMas kategori Usia

e Indeks Gotong Royong e====|ndeks Toleransi e |ndeks Rasa Aman

17-27 Tahun
90

>57 Tahun 28-37 Tahun

48-57 Tahun 38-47 Tahun

Gambar 4.18. Komponen IPMas Berdasarkan Usia
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa responden

yang berpendidikan S1/Diploma/Sederajat memiliki capaian nilai IPMas tertinggi
(84,14%). Sedangkan, di sisi lain, responden yang berpendidikan SD/MI/Sederajat
memiliki capaian IPMas terendah (73,79%). Jarak antara nilai tertinggi dengan nilai
terendah ini cukup jauh, yaitu 10,75%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
masyarakat yang dirasakan oleh kelompok berpendidikan SD/MI/Sederajat masih
kurang optimal.

Tabel. 4.15. Nilai IPMas Berdasarkan Pendidikan

IPMas berdasarkan Pendidikan (%)
Tidak Bersekolah 0
TK Sederajat 0
SD/MI/Sederajat 73,79
SMP/MTs/Sederajat 78,67
SMA/SMK/MA/Sederajat 83,83
S1/Diploma/Sederajat 84,14
S2/S3/Sederajat 81,82

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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Apabila dilihat berdasarkan komponennya, nilai terendah dari ketiga

komponen IPMas yaitu Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi, dan Indeks Rasa
Aman berada pada kelompok berpendidikan SD/MI/Sederajat (71,81%; 78,18%;
71,57%).

Tabel. 4.16. Nilai Komponen IPMas Berdasarkan Pendidikan

— ——

Komponen IPMas
Pendidikan Indeks Gotong Indeks Indeks Rasa

Royong Toleransi Aman
Tidak Bersekolah 0 0 0
TK Sederajat 0 0 0
SD/MI/Sederajat 71,81 78,18 71,57
SMP/MTs/Sederajat 80,67 78,88 76,51
SMA/SMK/MA/Sederajat 85,91 86,91 78,89
S1/Diploma/Sederajat 86,99 88,72 77,18
S2/S3/Sederajat 86,19 84,76 74,98

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Penggambaran tabel diatas secara lebih jelas dapat dilihat pada diagram radar

dibawah ini

Komponen IPMas berdasar Pendidikan
Indeks Gotong Royong e====|ndeks Toleransi Indeks Rasa Aman

Tidak Bersekolah
100

S2/S3/Sederajat 60 TK Sederajat

40
20
0

S1/Diploma/Sederajat SD/Ml/Sederajat

SMA/SMK/MA/Sederajat SMP/MTs/Sederajat

Gambar 4.19. Komponen Nilai IPMas Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Komponen IPMas pada Indeks Toleransi menunjukkan area paling luar jika
dibandingkan komponen lainnya. Sehingga berdasarkan gambar diatas, indeks

toleransi paling dominan dari pada indesk gotong royong dan indeks rasa aman.

110




-ﬂbila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, capaian nilai IPMas 2020 dapat

dikatakan tinggi untuk semua kelompok pekerjaan, yaitu di atas 80%. Apabila di
rata-rata, capaian nilai IPMas 2020 untuk seluruh kelompok pekerjaan adalah
82,90%.

IPMas Berdasarkan Pekerjaan

Lainnya
TNI / Polri
Sopir
Petani

85,98

Pengusaha / Pedagang
Pendidik (Guru atau Dosen)
Pelajar dan mahasiswa
Karyawan

Ibu Rumah Tangga

ASN bukan Penddik

85,73

Pekerjaan

78 79 80 81 82 83 84 85 86

Persentase (%)

Gambar 4.20. IPMas Berdasarkan Pekerjaan
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan komponennya, nilai Indeks Gotong Royong

terendah berada pada kelompok TNI/Polri (77,78%). Sedangkan untuk Indeks
Toleransi, nilai terendah terdapat pada kelompok Sopir (72,67%). Sedangkan untuk
Indeks Rasa Aman, nilai terendah terdapat pada kelompok Pendidik (Guru/Dosen)
(73,25%).

Tabel. 4.17. Nilai Komponen IPMas Berdasarkan Pekerjaan

Komponen IPMas
Pekerjaan Indeks Gotong Indeks Indeks Rasa

Royong Toleransi Aman
ASN bukan Penddik 83,89 83,33 75,76
Ibu Rumah Tangga 84,68 85,33 76,71
Karyawan 86,59 86,4 76,4
Pelajar dan mahasiswa 84,17 85,43 73,25
Pendidik (Guru atau Dosen) 88,76 90 78,85
Pengusaha / Pedagang 85,17 85,71 79,78
Petani 85,00 85,00 80,00
Sopir 68,89 72,67 74,29
TNI / Polri 77,78 86,67 78,79
Lainnya 84,60 86,42 77,30

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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Komponen IPMas berdasarkan Pekerjaan

Indeks Gotong Royong Indeks Toleransi e=@==|ndeks Rasa Aman

ASN bukan Penddik
Ibu Rumah Tangga

Karyawan

Sopir Pelajar dan...

Petani Pendidik (Guru atau...

Pengusaha /...

Gambar 4.21. Komponen IPMas Berdasarkan Pekerjaan
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Dari gambar di atas komponen indeks toleransi berdasarkan pekerjaan responden
menunjukkan komponen paling dominan jika dibandingkan dengan komponen
lainnya. Berikutnya akan dicermati hasil dari Indeks Pembangunan Masyarakat
berdasarkan item pertanyaan dari responden
1. Rata - rata respon untuk IPMas Indeks Gotong Royong

IPMas Indeks Gotong Royong

Hubungan antar tetangga
di lingkungan tempat...

Masyarakat di lingkungan Masyarakat mudah
4,23 mendapat pertolongan...

tempat tinggal saling...
pat inegal saling 4,2?:4,24
Hubungan antar tetangga 4,29 4.23 Masyarakat bersedia
di lingkungan tempat... ’ 4,37 membantu warga...

Masyarakat aktif
melakukan kegiatan...

Gambar 4. 22 Hasil Item indeks gotong royong
Sumber: Olahan Peneliti.2020




bar diatas,

indikator Indeks Pembangunan Masyarakat pada

indeks gotong royong diperoleh hasil rata-rata antar item pertanyaan yang hampir

ama di kisaran nilai 4. Jika dikonversi akan masuk pada kriteria setuju dan sangat

setuju. Hal ini menunjukkan indeks gotong royong masyarakat Kota Malang dalam

hal hubungan antar tetangga di lingkungan tempat tinggal juga kegiatan sosial

memiliki persepsi yang hampir sama.

2. Rata - rata respon untuk IPMas Indeks Gotong Royong

Pada indeks toleransi, item Lingkungan tempat tinggal, masyarakat saling

menghormati dan menghargai antar yang berbeda status politik mendapatkan nilai

rata-rata terkecil jika dibandingkan dengan item yang lain. Meskipun demikian

nilai rata-rata semua responden untuk komponen toleransi lebih dari 4 yang

menunjukkan responden lebih banyak menjawab setuju dan sangat setuju. Berikut

hasil diagram radarnya

IPMas
Indeks Toleransi

masyarakat saling

menghormati dan
menghargai antaryang
berbeda status politik

masyarakat saling 425

menghormati dan 4,27 menghormati dan
menghargai antaryang menghargai antar yang
berbeda status ekonomi berbeda status sosial
(orang miskin dengan... (orang berpangkat...

masyarakat saling

menghormati dan

menghargai umat
beragama

4,49

masyarakat saling
,43  menghormati dan
menghargai antarsuku

417 yang berbeda-beda

masyarakat saling

Gambar 4. 23 Hasil Item indeks Toleransi
Sumber: olahan Peneliti.2020




ta respon untuk IPMas Indeks Rasa Aman

IPMas - Indeks Rasa aman

Lingkungan tempat
tinggal aman
Rasa aman dengan Merasa aman di
adanya tokoh... perjalanan (jalan umum)

Merasa aman di tempat
keramaian (pasar,...

Rasa aman dengan
adanya aparat...

Percaya terhadap
penegak hukum dalam...

Berpartisipasi dalam
pendidikan dan...

Rasa aman ketika

Rasa aman dengan 3,64
4,2% S
erpartisipasi dalam...

tersedianya... 2,97
Rasa aman menjadi 3,66 Rasa aman dengan
anggota organisasi... adanya LSM yang...

Gambar 4.24 Hasil Item Indeks Rasa Aman
Sumber: Olahan Peneliti.2020

Komponen IPMas pada Indeks Rasa Aman ditunjukkan pada gambar diatas. Rata-
rata jawaban responden dengan nilai paling kecil adalah rasa aman menjadi anggota
organisasi massa ( ormas) dan partai politik sebesar 2,97. Jika dilihat berdasarkan
komposisi jawaban responden pada lampiran, maka 33,5 % atau 93 responden
menjawab dengan Kriteria sangat tidak setuju dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan
sebagian masyarakat pada item ini merasa kurang aman menjadi anggota ormas
ataupun parpol. Selain itu ada item rasa aman dengan terdsedianya fasilitas /
mitigasi bencana. Pada item ini nilai rata-rata responden 3,64. Hal ini
dimungkinkan karena kurangnya fasilitas / mitigasi bencana

9. Indeks Modal Sosial (IMS)

Indeks Modal Sosial terdiri dari 3 komponen, yaitu Sikap Percaya dan
Toleransi, Aksi Bersama, dan Kelompok dan Jejaring. Berdasarkan perhitungan
keseluruhan item yang berjumlah 31 item, diperoleh hasil bahwa capaian Indeks
Modal Sosial Kota Malang pada tahun 2020 adalah sebesar 81,20. Apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai Indeks Modal Sosial menunjukkan
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Mnya penurunan., yaitu dari 80,88 pada tahun 2019 menjadi 81,20 pada tahun

2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki

modal sosial yang tinggi.

INDEKS MODAL SOSIAL

2018 = 2019 = 2020

Gambar 4.25. Capaian Indeks Modal Sosial (IMS)
Kota Malang 2018-2020

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan 3 indikator penyusunnya, Aksi Bersama
memiliki nilai paling tinggi yaitu 86,31. Sedangkan 2 indikator lainnya memiliki
nilai yang jauh lebih rendah, yaitu 78,64 untuk Sikap Percaya dan Toleransi serta
78,89 untuk Kelompok dan Jejaring. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan
masyarakat untuk bekerjasama dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan
sangatlah baik. Adapun untuk 2 indikator lainnya, meskipun nilainya di bawah
80,00, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki sikap

percaya, rasa toleransi, dan jejaring sosial yang cukup baik.

Tabel. 4.18. Nilai IMS Berdasarkan Komponen

IMS berdasarkan Komponen (%)
Sikap Percaya dan toleransi 78,64
Aksi Bersama 86,31
Kelompok dan Jejaring 78,89

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan wilayah, capaian IMS 2020 paling tinggi terletak
di Kecamatan Sukun yaitu 83,08. Sedangkan capaian IMS paling rendah terletak di

Kecamatan Klojen yaitu 79,91. Secara keseluruhan, capaian IMS ini tinggi di

seluruh kecamatan.

N
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p“ Tabel 4.19. Nilai IMS Berdasarkan Kecamatan

IMS Berdasarkan Kecamatan (%)
Sukun 83,08
Kedungkandang 81,23
Klojen 79,91
Lowokwaru 81,29
Blimbing 81,78

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan komponennya, nilai terendah untuk Sikap
Toleransi dan Percaya dan Kelompok dan Jejaring berada di Kecamatan Klojen
(76,71% dan 77,71%). Sedangkan untuk Aksi Bersama, nilai terendah berada di
Kecamatan Blimbing (85,21).

Tabel 4.20. Nilai Komponen IMS Berdasarkan Kecamatan

Komponen IMS
Kecamatan Sikap Toleransi dan Aksi Bersama Kelompok dan
Percaya Jejaring
Sukun 77,84 90,00 81,85
Kedungkandang 78,16 86,61 79,17
Klojen 76,71 85,58 77,71
Lowokwaru 79,9 85,86 78,31
Blimbing 81,17 85,21 79,06

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Untuk lebih jelasnya penggambaran Komponen IMS berdasarkan kecamatan

disajikan dalan diagram radar berikut:

Komponen IMS tiap Kecamatan

Sikap Toleransi dan Percaya Aksi Bersama === Kelompok dan Jejaring

Sukun
90

85

80
Blimbing @ Kedungkandang

Lowokwaru Klojen

Gambar 4.26 Komponen IMS tiap Kecamatan
Sumber: Olahan Penulis, 2020
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onen aksi bersama mempunyali luasan paling besar jika dibandingkan

dengan 2 komponen penyusun IMS lainnya yaitu sikap toleransi dan percaya juga
komponen Kelompok dan Jejaring. Hal ini menunjukkan komponen aksi bersama
lebih dominan pada masyarakat Kota Malang untuk setiap kecamatan.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, capaian IMS pada responden laki-laki
maupun perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 81,31 dan 81,02.

Tabel 4.21 Nilai IMS Berdasarkan Jenis Kelamin

IMS Berdasarkan Jenis Kelamin (%)
Laki-laki 81,31
Perempuan 81,02

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Apabila dilihat berdasarkan komponennya, tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara responden laki-laki dan perempuan dalam Sikap Toleransi dan
Percaya. Namun untuk Aksi Bersama, kelompok perempuan lebih tinggi
dibandingkan kelompok laki-laki. Sedangkan untuk Kelompok dan Jejaring justru
sebaliknya, responden laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 4.22. Nilai Komponen IMS Berdasarkan Jenis Kelamin

Komponen IMS
Jenis Kelamin Sikap Toleransi dan Aksi Kelompok dan
Percaya Bersama Jejaring
Laki-Laki 78,29 85,76 80,07
Perempuan 78,17 87,16 77,06

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berikut penggambaran komponen IMS berdasarkan jenis kelaminya. Berdasarkan
Gambar 4.22 IMS untuk jenis kelamin perempuan untuk Aksi Bersama lebih besar

dari pada jenis kelamin laki-laki. Kompnen IMS pada sikap toleransi dan percaya

menunjukkan nilai yang hampir sama.
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Komponen IMS berdasarkan Jenis Kelamin

Sikap Toleransi dan

Percaya
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Gambar 4.27 Komponen IMS Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan usia, capaian nilai IMS 2020 dapat dikatakan

tinggi untuk semua kelompok usia, yaitu di atas 79,00. Apabila dirata-rata, capaian
nilai IPMas 2020 untuk seluruh kelompok usia adalah 80,98.
Tabel 4.23. Nilai IMS Berdasarkan Usia

IMS berdasarkan Usia (%)
17-27 Tahun 82,54
28-37 Tahun 79,1
38-47 Tahun 81,56
48-57 Tahun 80,55
>57 Tahun 81,13

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan komponennya, kelompok usia 48-57 tahun
memiliki Sikap Toleransi dan Percaya paling rendah. Sedangkan untuk AKksi
Bersama dan Kelompok dan Jejaring, kelompok usia 28-37 tahun memiliki nilai

paling rendah.
Tabel 4.24. Nilai Komponen IMS Berdasarkan Usia

Komponen IMS
Usia Sikap Toleransi dan Aksi Kelompok dan
Percaya Bersama Jejaring
17-27 Tahun 82,99 87,94 77,05
28-37 Tahun 79,2 84,14 74,29
38-47 Tahun 78,64 86,61 79,66
48-57 Tahun 75,65 85,54 80,76
>57 Tahun 77,25 86,25 80,15

Sumber: Olahan Penulis, 2020
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—" Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa responden

yang berpendidikan S2/S3/Sederajat memiliki capaian nilai IMS tertinggi (81,83).
Sedangkan, di sisi lain, responden yang berpendidikan SD/MI/Sederajat memiliki
capaian IMS terendah (76,35). Jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah ini
cukup jauh, yaitu 5,48. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki
kelompok berpendidikan SD/MI/Sederajat kurang kuat.

Penggambaran tabel diatas dapat di ilustrasikan dengan diagram radar

dibawah ini.

Komponen IMS berdasarkan Usia

Sikap Toleransi dan Percaya Aksi Bersama == Kelompok dan Jejaring

17-27 Tahun
90
30

>57 Tahun 0 28-37 Tahun

48-57 Tahun 38-47 Tahun

Gambar 4.28 Komponen IMS Berdasarkan Usia
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Komponen IMS untuk aksi bersama memiliki daerah paling luas pada
diagram. Hal ini menunjukkan komponen aksi bersama paling dominan diantara
komponen lainnya berdasarkan usia responden.
Tabel 4.25. Nilai IMS Berdasarkan Pendidikan

IMS berdasarkan Pendidikan (%)
Tidak Bersekolah 0
TK Sederajat 0
SD/MI Sederajat 76,35
SMP/MTs/Sederajat 80,46
SMA/SMK/MA/Sederajat 81,26
S1/Diploma/Sederajat 81,65
S2/S3/Sederajat 81,83

Sumber: Olahan Penulis, 2020




Kota Malang 2020

Apabila dilihat berdasarkan komponennya, kelompok masyarakat
berpendidikan SD/MI/Sederajat memiliki Sikap Toleransi, Rasa Percaya, Aksi
Bersama, dan Kelompok dan Jejaring yang paling rendah dibandingkan lainnya.

Tabel 4.26. Nilai Komponen IMS Berdasarkan Pendidikan

Komponen IMS
Pendidikan Sikap Toleransi Aksi Kelompok dan
dan Percaya Bersama Jejaring

Tidak Bersekolah 0 0 0

TK Sederajat 0 0 0

SD/MI/Sederajat 75,86 82,42 71,17
SMP/MTs/Sederajat 76,33 84,4 80,23
SMA/SMK/MA/Sederajat 77,29 86,42 80,31
S1/Diploma/Sederajat 79,89 86,85 78,46
S2/S3/Sederajat 82,54 87,14 76,19

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Penggambaran tabel diatas dapat di ilustrasikan dengan diagram radar berikut ini.

Komponen IMS Berdasarkan Pendidikan

e Sikap Toleransi dan Percaya Aksi Bersama Kelompok dan Jejaring

Tidak Bersekolah
100

S2/S3/Sederajat TK Sederajat

S1/Diploma/Sederajat SD/Ml/Sederajat

SMA/SMK/MA/Sedera= SMP/MTs/Sederajat

Gambar 4.29. Komponen IMS Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Komponen IMS berdasarkan Pendidikan menunjukkan komponen yang
paling dominan diantara lainnya berdasarkan pendidikan responden. Apabila
dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, tampak bahwa responden yang berprofesi
sebagai TNI/Polri memiliki capaian nilai IMS tertinggi (93,40). Sedangkan, di sisi
lain, responden yang berprofesi sebagai sopir memiliki capaian IMS terendah
(71,91). Jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah ini cukup jauh, yaitu
21,49. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh kelompok yang

berprofesi sebagai sopir kurang kuat.
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Tabel 4.27. Nilai IMS Berdasarkan Pekerjaan

IMS berdasarkan Pekerjaan (%)
ASN bukan Penddik 83,25
Ibu Rumah Tangga 82,36
Karyawan 79,06
Pelajar dan mahasiswa 81,12
Pendidik (Guru atau Dosen) 81,24
Pengusaha / Pedagang 79,63
Petani 85,16
Sopir 71,91
TNI / Polri 93,40
Lainnya 82,75

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Apabila dilihat berdasarkan komponennya, kelompok Pendidik (Guru/Dosen)
memiliki Sikap Toleransi dan Percaya yang paling rendah (76,81). Sedangkan
untuk Aksi Bersama serta Kelompok dan Jejaring, kelompok karyawanlah yang
memiliki nilai paling rendah (85,41 dan 74,03).
Tabel 4.28. Nilai Komponen IMS Berdasarkan Pekerjaan

Komponen IMS

Pekerjaan Sikap Toleransi Kelompok

dan Percaya Aksi Bersama | dan Jejaring
ASN bukan Penddik 77,41 89,44 83,33
Ibu Rumah Tangga 78,83 86,59 81,84
Karyawan 78,15 85,41 74,03
Pelajar dan mahasiswa 78,37 87,26 78,06
Pendidik (Guru / Dosen) 76,81 86,11 81,05
Pengusaha / Pedagang 75,40 83,95 79,77
Petani 75,83 95,00 85,71
Sopir 83,33 90,40 84,36
TNI / Polri 94,07 97,78 88,57
Lainnya 82,51 87,88 78,14

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Penggambaran tabel diatas dapat di ilustrasikan dengan diagram radar berikut




Gambar 4.30. Komponen IMS Berdasarkan Pekerjaan
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan gambar diatas, tiga komponen penyusun IMS memiliki luasan yang
hampir sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini
menunjukkanpersepsi responden terhadap tiga komponen IMS hampir sama
berdasarkan perkerjaan responden. Berikutnya akan dilihat berdasarkan item dari

responden




respon untuk IMS Indeks Gotong Royong

IMS Indeks Gotong Royong

Percaya Menitipkan Anak Pada

Tetangga
Menghormati Dan lkut Menjg&89 Percaya Menitipkan Rumah

Kegiatan Partai Politik Lain 310 3,49 Pada Tetangga
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Masyarakat Dilingkungan...
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Dengan Orang Yang Berbeda...
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Pernikahan Anggota Keluarga...
Menerima Dengan Baik

Persahabatan Dengan Orang...

Gambar 4. 31 Hasil Item indeks gotong royong
Sumber: Olahan Peneliti 2020
Pada komponen Indeks Modal Sosial terlihat bahwa rata-rata item dengan nilai
responden yang cukup kecil adalah pada percaya menitipkan anak pada tetangga
sebesar 3,1 dan tanggapan akan dibangun tempat ibadah agama lain disekitar rumah
sebesar 3,31. Jika di telusuri hasil dari jawaban responden sebanyak 32,4%
responden menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju pada item percaya

menitipkan anak pada tetangga. Pada item tanggapan akan dibangun tempat ibadah

agama lain disekitar rumah sebanyak 23% yang sangat tidak setuju dan tidak setuju.




rata respon untuk IMS Indeks Aksi Bersama
Komponen Indeks Modal Sosial pada Aksi bersama menunjukkan bahwa rata-rata

nilai yang diberikan responden memiliki nilai yang hampir sama. Rata-rata nilai
terendah sebesar 4,22 pada item masyarakat hampir selalu berpartisipasi dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan tertinggi pada item bersedia membantu
tetangga yang kesulitan. Nilai rata-rata yang hampir sama pada komponen aksi
bersama menunjukkan masyarakat Kota Malang memiliki persepsi yang hampir

sama dalam hal aksi bersama.

IMS
Aksi Bersama Mudah Mendapatkan
Pertolongan
4,29
Masyarakat Aktif Partisipasi 4,38 Bersedia Membantu
dalam kegiatan keagamaan 428 Tetangga Yang Kesulitan
i 4,22 . I
Masyaraka.t_Harrllplr Selalu Masyarakat Aktif Mengikuti
Berpartisipasi Dalam .
. . 436 Kegiatan Bersama Untuk
Kegiatan Sosial , Kepentingan Warga
Kemasyarakatan P g g
4,36
Masyarakat Aktif Mengikuti
Kegiatan Bersama Untuk
Membantu Warga

Gambar 4. 32 Hasil Item indeks Aksi Bersama
Sumber: Olah Peneliti.2020

3. Rata - rata respon untuk IMS Indeks Kelompok dan Jejaring

Pada komponen Kelompok dan Jejaring yang merupakan penyusun indikator
Indeks Modal Sosial diperoleh nilai rata-rata terendah pada item menjadi pengurus
dalam kelompok atau organisasi yang ada di lingkungan masyarakat sebesar 3,68.
Jika dilihat dari dari komposisi kriteria jawaban responden didapatkan 3,2%
menjawab sangat tidak setuju; 7,2% tidak setuju; 27,3% cukup, 42,8% setuju dan

19,4 sangat setuju




IMS Kelompok dan Jejaring
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Gambar 4. 33 Hasil Item indeks Aksi Bersama
Sumber: Olahan Peneliti.2020

D. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang 2020

Hasil proyeksi capaian indikator Kinerja Daerah tahun 2020 dilakukan
dengan metode Eksponensial Smoothing. Ada dua metode yang digunakan untuk
meramalkan proyeksi capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2020 vyaitu
menggunakan Single Exponential Smoothing ( SES) dan Double Exponential
Smoothing (DES) untuk enam (6) indikator penyusun IKD meliputi IPM, Indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Angka Kemiskinan, dan IPG.
Sedangkan untuk IPMas dan IMS menggunakan peramalan analisis trend. Kriteria
pemilihan model terbaik menggunakan nilai MAPE. MAD, dan MSD terkecil.
Berikut hasil proyeksi tahun 2020 untuk 6 indikator dan proyeksi tahun 2021 untuk
IPMas dan IMS.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu ukuran dari kualitas

sumber daya manusia dapat digunakan untuk menentukan level pembangunan
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(Badan Pusat Statistik, 2020). IPM disusun oleh tiga dimensi
yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Hasil
proyeksi IPM tahun 2020 dihasilkan dari prediksi dari 3 (tiga) komposit dari
penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Berikut ini hasil dari proyeksi indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran.

Tabel 4.29. Proyeksi Komposit IPM

Indeks Pendidikan 76,86 %
Indeks Kesehatan 81,99 %
Indeks Pengeluaran 85,67 %

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Hasil proyeksi capaian Indikator Kinerja Daerah pada Indeks Pembangunan
Manusia tahun 2020 didapat berdasarkan proyeksi 2020 dari komposit
penyusun IPM sebagai berikut:

ProyekSi IPM =i/IPendidikan X IKesehatan X IPengeluaran

= 176,86 x 81,99 x 85,67
=81,43%

Perkembangan nilai IPM dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dan proyeksi
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.34. Proyeksi IPM 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020
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kan gambar di atas diprediksi IPM tahun 2020 di Kota Malang
mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan yaitu dari 81,32% tahun 2019
meningkat menjadi 81,43% pada tahun 2020.
2. Indeks Pendidikan
Hasil proyeksi capaian tahun 2020 untuk Indeks Pendidikan diperoleh

76,86% dengan nilai pesimis (batas bawah) 75,56% dan nilai optimis (batas
atas) 78,16 %. Proyeksi Indeks Pendidikan berdasarkan metode Single
Exponential Smoothing dengan nilai MAPE 0,711644, MAD sebesar
0,529326 dan nilai MSD 0,802670 sebagai model terbaik. Hasil peramalan
secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Proyeksi capaian tahun 2020
menunjukkan nilai Indeks Pendidikan yang meningkat sedikit dari 76,71 %
di tahun 2019 menjadi 76,86 % pada tahun 2020.

Smoothing Plot for Indeks pendidikan
Single Exponential Method

Variable
—®— Actual

>
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Gambar 4.35. Proyeksi Indeks Pendidikan 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020
3. Indeks Kesehatan
Indeks kesehatan disusun oleh Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup
(life expectancy) adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui
oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung melalui
pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan
pendekatan data Angka Bayi Lahir Hidup dan Angka Bayi Lahir Mati. Jika
dilihat berdasarkan penyusun dari Indeks Kesehatan, adanya COVID-19 yag

terjadi juga di Kota Malang tidak mengindikasikan dampak yang signifikan.




4.

oyeksi capaian Indeks Kesehatan tahun 2020 ditunjukkan pada

gambar di bawabh ini.

Smoothing Plot for Indeks kesehatan
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Gambar 4.36. Proyeksi Indeks Kesehatan 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Nilai prediksi capaian tahun 2020 sebesar 81,99 % dengan nilai pesimis (batas
bawah) adalah 81,75 % dan nilai optimis (batas atas) sebesar 82,25 %. Nilai
proyeksi capaian Indeks Kesehatan tahun 2020 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu dari 81,77 % diprediksikan
meningkat menjadi 81,99 % pada tahun 2020.

Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli di Kota Malang dipengaruhi oleh inflasi dan Indeks
Harga Konsumen (IHK). Adanya pandemi COVID-19 yang juga terjadi di
Kota Malang mengindikasikan komponen penyusun Indeks daya beli yaitu
inflasi yang mencakup: (1) bahan makanan; (2)Makanan Jadi, Minuman,
Rokok dan Tembakau ;(3) Perumahan Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; (4)
sandang; (5) kesehatan; (6) Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; (7) Transport,
Rekreasi, dan Olahraga serta (8) umum) pada tahun 2020 ini mengalami
penurunan. Begitu pula dengan Indeks Harga Konsumen. Berdasarkan pola
data yang terbentuk dari tahun 2014 sampai dengan 2019, ada kecenderungan

kenaikan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Hal ini menyebabkan
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n di tahun 2020 pada nilai Indeks Daya Beli akan cenderung naik
padahal dengan adanya COVID-19 yang terjadi  pada tahun 2020
mengindikasikan penurunan. Berdasarkan analisa diatas, hasil Proyeksi
capaian Indeks Daya Beli tahun 2020 menggunakan metode Double
Exponential Smoothing akan diambil nilai pesimis dari peramalan yaitu
prediksi Indeks daya beli tahun 2020 sebesar 85,67%. Hasil prediksi capaian
Indeks Daya Beli tahun 2020 menunjukkan penurunan dari pada capaian tahun
2019 yaitu 85,81%.

Smoothing Plot for indeks daya beli
Double Exponential Method

U ;I Variable

| —@— Actual

| —B— fits
¢~ - Forecasts
365 | —4 - 95,0%PI

4 || Smoothing Constants
«(level) 090
y (trend) 0,01
85 i
Accuracy Measures
MAPE 0282399

indeks daya beli

MAD 0238257
MsD 0,087992

84

83

' ' ' . r ]
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tahun

Gambar 4.37 Proyeksi Indeks Daya Beli tahun 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020

. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan diperoleh dari persentase penduduk miskin, dimana
penyusunnya adalah garis kemiskinan juga rata-rata pengeluaran perkapita
sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Dampak pandemi
COVID pada bidang ekonomi salah satunya adalah kesulitan ekonomi yang
mana menyebabkan tingkat kesejahteraan menjadi rendah akibat
penggangguran yang meningkat mencapai 4,99% dari total angkatan kerja
(kemenkeu,2020). Hal ini mengindikasikan bisa meningkatkan prosentase
penduduk miskin. Begitu juga dengan Kota Malang yang juga terkena pandemi
ini. Perkembangan angka kemiskinan yang terjadi di Kota Malang

menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2014 sampai dengan 2019.
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I angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2020 diambil nilai optimis

sebesar 4,21% dengan pertimbangan adanya dampak sosial meningkatnya
kemiskinan akibat pandemi COVID yang juga terjadi di Kota Malang. Berikut
plot perkembangan nilai Angka Kemiskinan di Kota Malang dan prediksi
tahun 2020:

ngan Angka Ke
Proyeksi 2020

2015 2016 2017 2018
TAHUN

Gambar 4.38. Proyeksi Angka Kemiskinan 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020
Berdasarkan gambar diatas proyeksi angka kemiskinan tahun 2020 di Kota
Malang mengalami peningkatan dari 4,07% di tahun 2019 di prediksi
meningkat pada tahun 2020 menjadi 4,21%.

. Persentase Penurunan PMKS

Indikator penyusun IKD untuk persentase penurunan PKMS dilakukan
berdasarkan rekapitulasi dari PMKS. Penyusun PMKS terdiri dari banyak
komponen yang dapat dilihat pada lampiran 3. Hasil prediksi dari rekapitulasi
PMKS menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2020 menjadi 135.357 jiwa
dengan nilai pesimis (batas bawah) sebesar 121.615 jiwa dan nilai optimis (

batas atas ) sebesar 149.099 jiwa. Berikut hasil proyeksi rekapitulasi PMKS:




Smoothing Plot for rekapitulasi PMKS
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Gambar 4.39 Proyeksi Rekapitulasi PMKS 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari hasil rekapitulasi PMKS, pada tahun 2020 akan dihitung persentase
penurunan PMKS sebagai berikut:

(GPMKSthn (n) —thn(n—1)) / QPMKS thn (n — 1)) x 100%
= ((135.357 — 128.882 ) / 128.882) x 100%
=5,05%
Sehingga perkembangan nilai persentase PMKS dan proyeksi 2020 dapat
disajikan sebagai gambar berikut:

PERSENTASE PENURUNAN PMKS (%)
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Gambar 4.40. Proyeksi Persentase PMKS 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa prediksi persentase penurunan

PMKS pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup tajam sebesar 5,05%.
Hal ini selaras dengan adanya pandemi COVID-19 yang juga terjadi di Kota




ang menyebabkan pada tahun 2020 diprediksikan angka kemiskinan

meningkat sehingga jumlah rekapitulasi dari fakir miskin juga meningkat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Penyusun Indeks Pembangunan Gender adalah Indeks Pembangunan Manusia

Perempuan dan Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki. Proyeksi pada IPG

tahun 2020 akan dilakukan berdasarkan komposit dari IPG yaitu IPM

perempuan dan IPM laki-laki. Tabel berikut hasil prediksi komposit dari IPG:
Tabel. 4.30. Proyeksi Komposit IPG

IPM Perempuan 80,86 %
IPM Laki-Laki 85,49 %

Sumber: Olahan Penulis, 2020
Hasil peramalan secara lengkap untuk IPM perempuan dan IPM Laki-laki

dapat dilihat pada Lampiran. Berdasarkan tabel diatas akan dihitung prediksi
tahun 2020 dari nilai Indeks Pembangunan Gender sebagai berikut:

IPMp
IPG = ____Terempudan X 100%
IPMpgki-laki

)

IPG—8086—94580/
T 8549 07

Hasil prediksi dari Indeks Pembangunan Gender tahun 2020 mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut penggambaran
dari IPG mulai tahun 2014 sampai dengan 2020 dan prediksi tahun 2020

Perkembangan IPG dan Proyeksi 2020
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Gambar 4.41. Proyeksi IPG 2020
Sumber: Olahan Penulis, 2020
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9.

mbangunan Masyarakat (IPMas)
Indeks Pembangunan masyarakat disusun atas 3 komponen yaitu Indeks

Gotong-Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman. Kajian tentang
IPMas telah dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020.
Prediksi tahun 2021 menggunakan trend linier diperoleh Indeks Pembangunan
Masyarakat sebesar 83,57%. Penggambaran perkembangan Indeks
Pembangunan Manusia di Kota Malang dan Prediksi tahun 2021 dapat dilihat

pada gambar berikut:

PERKEMBANGAN IPMAS DAN PREDIKSI 2021
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Gambar 4.42. Proyeksi IPMas 2021
Sumber: Olahan Penulis, 2020

Indek Modal Sosial (IMS)

Indeks Modal Sosial (IMS) terdiri dari 3 komponen yaitu (1) Sikap Toleransi
dan Percaya, (2) Aksi bersama , dan (3) Kelompok dan Jejaring. IMS Kota
Malang telah dihitung di tahun 2018, 2019, dan 2020 berdasarkan hasil
kuisioner yang disebarkan pada responden. Hasil prediksi tahun 2021
menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu IMS menjadi 82,42%.

Penggambaran perkembangan Indeks Modal Sosial di Kota Malang dan
Prediksi tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:




Kota Malang 2020

Perkembangan IMS dan Proyeksi 2021

84,6%

Gambar 4.43
. Proyeksi IMS 2021
Sumber: Olahan Penulis, 2020

C. Analisis Gap Rasio

Analisis gap rasio digunakan untuk mengukur ketercapaian Indikator Kinerja
Daerah Kota Malang tahun 2019 dibandingkan dengan capaian tahun 2018,
proyeksi capaian tahun 2020, dan target RPJIMD tahun 2019. Tabel target capaian
RPJMD untuk masing-masing indikator dapat dilihat di Lampiran 2.
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2019) 81,32

capaian tahun sebelumnya (2018) 80,89 = 1,0053
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 81,32 — 0.9987
Proyeksi capaian tahun 2020 81,43 ’
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2019) 81,32 — 0,9986

Target RPJMD tahun 2019 - 81,43

Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa capaian IPM tahun 2019
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio

1,0053. Capaian ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun 2020




n hasil proyeksi 2020 (rasio 0,9987). Namun demikian, capaian 2019
ini tidak sebesar target yang ditetapkan di RPJMD 2019 (rasio 0,9986).

2. Indeks Pendidikan

Gap Rasio capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2019) 76,71

capaian tahun sebelumnya (2018) 76,64 = 1,0009
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 76,71 — 0.9980
Proyeksi capaian tahun 2020 76,86 ’
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 76,71 _ 09834

Target RPJMD tahun 2019 78

Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pendidikan
tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan
dengan rasio 1,0009. Capaian ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun
2020 berdasarkan hasil proyeksi capaian 2020 (rasio 0,9980). Namun demikian,
capaian 2019 ini tidak sebesar target yang ditetapkan di RPJIMD 2019 (rasio
0,9834).

3. Indeks Kesehatan

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2019) 81,77

capaian tahun sebelumnya (2018) 81,43 = 1,004
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 81,77 — 09973
Proyeksi capaian tahun 2020 81,99 ’
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2019) 81,77 — 10045

Target RPJMD tahun 2019 - 81,4




Isis gap rasio di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kesehatan

tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan
dengan rasio 1,0041. Capaian tahun 2019 ini juga lebih tinggi dibandingkan
target RPIMD untuk tahun yang sama (rasio 1,0045). Capaian ini juga diprediksi
akan meningkat pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi capaian 2020 (rasio
0,9973).

4. Indeks Daya Beli

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2019) 85,81

capaian tahun sebelumnya (2018) 84,81 = 10118
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 85,81 — 100163
Proyeksi capaian tahun 2020 85,67
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJIMD:
Capaian tahun sekarang (2019) 85,81 10131

Target RPJMD tahun 2019 - 84,7

Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Daya Beli
tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang ditunjukkan
dengan rasio 1,0118. Capaian tahun 2019 ini juga lebih tinggi dibandingkan
target RPJIMD 2019 (rasio 1,0131). Capaian ini juga diprediksi akan menurun
pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi capaian 2020 (rasio 1,00163).

5. Angka Kemiskinan

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:

Capaian tahun sekarang (2019) 4,07

= = 0.9927
capaian tahun sebelumnya (2018) 4,1
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) 4,07
= = 0,96675

Proyeksi capaian tahun 2020 T o4.21
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Gap Rasio Capaian terhadap target RPJIMD:

Capaian tahun sekarang (2019) 4,07
Target RPJMD tahun 2019 —~ 3,91

= 1,0409

Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa Angka Kemiskinan tahun
2019 di Kota Malang mengalami penurunan sehingga menjadi lebih rendah bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 0,9927.
Angka kemiskinan ini juga diprediksi akan meningkat pada tahun 2020
berdasarkan hasil proyeksi capaian 2020 (rasio 0,96675). Namun demikian,
jumlah ini lebih tinggi dibandingkan target RPJMD 2019 (rasio 1,0409).

. Persentase Penurunan PMKS

Indikator penyusun IKD untuk persentase penurunan PKMS dilakukan
berdasarkan rekapitulasi dari PMKS. Persentase penurunan PMKS dihitung
berdasarkan rumus persentase penurunan PMKS pada bab 3. Analisis gap rasio
untuk penurunan PMKS dihitung sebagai berikut:

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:

Capaian tahun sekarang (2019) _ 3,3 _ 9y
capaian tahun sebelumnya (2018) —1,46 '
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 3,3 066
Proyeksi capaian tahun 2020 5,02 '
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2019) ﬁ — 0,66

Target RPJMD tahun 2019 5
Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa Persentase Penurunan
PMKS tahun 2019 di Kota Malang mengalami kenaikan sehingga jumlah PMKS
menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
ditunjukkan dengan rasio -2,2. Namun demikian, Persentase Penurunan PMKS
ini diprediksi akan meningkat pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi
capaian 2020 (rasio 0,66). Selain itu, Persentase Penurunan PMKS ini lebih
rendah bila dibandingkan dengan target RPJIMD 2019 (rasio 0,66).
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8.

mbangunan Gender (IPG)

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2019) 94,72

capaian tahun sebelumnya (2018) 94,71 = 1.0001
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 94,72 T
Proyeksi capaian tahun 2020 94,58 ’
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2019) _ 94,72 — 09785

Target RPJMD tahun 2019 96,8

Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks
Pembangunan Gender tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,0001. Namun demikian, capaian
tersebut tidak sebesar target RPJIMD 2019 (rasio 0,9785). Selain itu, capaian
tersebut diprediksi akan menurun pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi

capaian 2020 (rasio 1,0015).

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2020) 82,95

capaian tahun sebelumnya (2019) 84,63 = 0,9765
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2020) _ 82,95 — 0.99258
Proyeksi capaian tahun 2021 83,57 ’
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2020) 82,95 — 09736

Target RPJMD tahun 2020 85,2

Hasil analisis gap rasio di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Masyarakat tahun 2020 di Kota Malang mengalami penurunan sehingga nilai
IPMas lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang




n dengan rasio 0,9765. Seperti analisis sebelumnya bahwa penurunan

ini ditengarai karena adanya tambahan 8 item pertanyaan terhadap Indeks Rasa
aman yang sebelumnya dari 3 item pertanyaan dimana hasil kuisioner dari
responden untuk komponen indeks rasa aman diperoleh nilai paling rendah. Gap
rasio untuk capaian terhadap proyeksi diprediksi akan meningkat pada tahun
2021 berdasarkan hasil proyeksi capaian 2021 (rasio 0,99258) sedangkan
Analisis Gap rasio terhadap target RPJIMD tahun 2020 juga masih belum
terpenuhi dengan nilai gab rasio sebesar 0,9736 yang berarti target Indeks

Pembangunan Masyarakat belum terpenuhi pada tahun 2020.

Indeks Modal Sosial (IMS)

Gap Rasio Capaian terhadap tahun sebelumnya:
Capaian tahun sekarang (2020) 81,20

capaian tahun sebelumnya (2019) 80,88 = 1,003
Gap Rasio Capaian terhadap proyeksi:
Capaian tahun sekarang (2020) _ 82,2 — 09852
Proyeksi capaian tahun 2021 82,42 ’
Gap Rasio Capaian terhadap target RPJMD:
Capaian tahun sekarang (2020) 81,20 — 0,97222

Target RPJMD tahun 2020 "~ 83,52
analisis gap rasio untuk Indeks Modal Sosial menunjukkan bahwa capaian
Indeks Modal Sosial (IMS) tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya yang ditunjukkan dengan rasio 1,00396. Gap rasio untuk capaian
terhadap proyeksi diprediksi akan meningkat pada tahun 2021 berdasarkan hasil

proyeksi capaian 2021 (rasio 0,9852). Namun demikian, capaian tersebut tidak
sebesar target RPJMD 2019 (rasio 0,97222).




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran dari pencapaian hasil
kinerja pemerintah suatu daerah. Dalam pengukuran dan analisis kinerja
Pemerintah Daerah Kota Malang 2019, terdapat 9 Indikator Kinerja Daerah (IKD)
yang diukur dan dianalisis, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Beli, Persentase Angka Kemiskinan,
Persentase Penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks
Pembangunan Masyarakat, dan Indeks Modal Sosial.

Berdasarkan hasil pengukuran 9 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota
Malang, kinerja Pemerintah Kota Malang selama kurun waktu 2019 dapat
dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh hasil capaian yang baik dari 8
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Malang. Kedelapan Indikator Kinerja Daerah
(IKD) tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks
Kesehatan, Indeks Daya Beli, Persentase Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan
PMKS, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Modal Sosial. Berdasarkan
analisis gap rasio, capaian 2019 untuk 8 Indikator Kinerja Daerah tersebut
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Hanya 1
Indikator Kinerja Daerah, yaitu Indeks Pembangunan Masyarakat, yang mengalami
penurunan atau lebih rendah pada 2019 bila dibandingkan dengan capaian 2018.

Berdasarkan hasil analisis gap rasio, capaian dari 6 Indikator Kinerja Daerah
Kota Malang 2019 diprediksi akan meningkat pada tahun 2020. Keenam Indikator
Kinerja Daerah tersebut yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan,
Indeks Kesehatan, Persentase penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Masyarakat,
dan Indeks Modal Sosial. Sedangkan capaian dari 3 Indikator Kinerja Daerah
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Indeks Daya Beli, Persentase Angka Kemiskinan, dan Indeks

Pembangunan Gender justru diprediksi mengalami penurunan pada tahun 2020.

Hasil perbandingan capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Malang 2019
dengan target capaian yang tercantum dalam RPJMD 2019 adalah sebagai berikut.
Capaian 2 Indikator Kinerja Daerah, yaitu Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli,
telah melampaui target capaian dalam RPIJMD 2019. Namun demikian, capaian dari
7 Indikator Kinerja Daerah lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks
Pendidikan, Persentase Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PMKS, Indeks
Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Indeks Modal Sosial
tahun 2019 lebih rendah dibandingkan target RPJIMD 2019.

Tabel 5.1. berikut merupakan rangkuman capaian kinerja 9 Indikator Kinerja
Daerah (IKD) Kota Malang 2019 dibandingkan capaian 2018, target RPIMD 2019,

dan proyeksi 2020 beserta keterangan naik dan turunnya capaian kinerja tersebut

(kolom Ket.).

Tabel 5.1. Rangkuman Hasil Review Target dan Capaian

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Malang 2020

Indeks Pembangunan . .
Manusia (IPM) 80,89 81,32 Naik 81,43 Kurang 81,43 Naik
Indeks Pendidikan 76,64 76,71 Naik 78 Kurang 76,86 Naik
Indeks Kesehatan 81,43 81,77 Naik 81,4 | Melampaui 81,99 Naik
Indeks Daya Beli 84,81 85,81 Naik 84,7 | Melampaui 85,67 Turun
Pers.ent.ase Angka 4,1% 4,07% Naik 3,91 Kurang 4,21% Turun
Kemiskinan

Persentase Penurunan |, 46 | 3,31% | Naik | 5% Kurang 5,05% | Naik
PMKS

Indeks Pembangunan .

Gender (IPG) 94,71 94,72 Naik 96,8 Kurang 94,58 Turun
Indeks Pembangunan .
Masyarakat (IPMas) 84,63 82,95 Turun 85,2 Kurang 83,57 Naik
:T&E')‘S Modal Sosial 80,88 | 81,2 | Naik | 83,52 | Kurang 82,42 Naik

Sumber: Olahan Penulis, 2020




-!Emendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Daerah

Kota Malang 2019, beberapa rekomendasi diajukan sebagai berikut:
1. Rekomendasi Umum

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang mengalami
kenaikan secara konsisten dari tahun 2015 hingga tahun 2019, perlu terus
dipertahankan bahkan perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan
pembangunan yang matang, strategi pembangunan dan kebijakan inovatif
perlu terus dikembangkan, melalui beberapa model, seperti pendekatan
kemitraan Pentahelix yang terbukti mampu mengantar prestasi Kota Malang
di tingkat nasional, sehingga peningkatan IPM semakin signifikan. Hal ini
sebagai indikator keberhasilan pemerintah Kota Malang dalam
meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Berdasarkan hasil perhitungan ke sembilan (9) yakni indeks
Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya
Beli, Persentase Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PMKS, Indeks
Pembanguna Gender, Indek Pembangunan Masyarakat dan Indek Modal
Sosial, secara umum memang menunjukkan capaian yang baik, rata-rata
menunjukkan angka kenaikan, hanya Indeks Pembangunan Masyarakat
yang turun. Namun demikian dari kesembilan indeks kinerja Daearah hanya
dua indeks yang melampaui angka yang telah ditargetkan dalam RPJMD
Kota Malang tahun 2019 yakni Indeks Kesehatan dan Indeks Daya beli,
sedangkan indeks lainnya menunjukkan angka dibawah target RPIMD
tahun 2019, kenyataan demikian tentu saja perlu menjadi perhatikan
Pemerintah Kota Malang, jika menghitung kenaikan kesembilan Indeks
Kinerja Daerah memang menunjukkan angka meningkat, namun jika
dihitung kenaikan dari tahun ke tahun, sebenarnya menunjukkan angka yang
fluktuatif, hal ini seyogyanya menjadi dasar pertimbangan dalam
menetapkan target RPJMD agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan rasional demikian direkomendasikan untuk meninjau RPJMD
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-!ﬂgan menghitung lebih cermat kenaikan angka sehingga target yang

ditetapkan rasional.

Rekomendasi Khusus

Kebijakan dan program pembangunan yang terencana dalam menetapkan
dan memilih prioritas berdasarkan atas kebutuhan masyarakat sangat
diperlukan, sehingga pembangunan manusia Yyang dilakasanakan
Pemerintah Kota Malang dapat tepat sasaran. Berdasarkan indeks pada
setiap komponen pembentuk IPM, dapat diketahui bahwa pembangunan
manusia di masa yang akan datang yang perlu dukungan kebijakan
Pemerintah Daerah. Adapun dukungan kebijakan dapat di fokuskan sebagai
berikut:

1. Bidang Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kota Malang memang menunjukkan angka
peningkatan, namun sebenarnya jika dihitung peningkatan tahun pertahun
menunjukkan fluktuasi tahun 2015 ke tahun 2016 naik 0,47, dari tahun 2016
ke tahun 2017 naik 0,06, dari tahun 2017 ke tahun 2018 naik 0.06 dan dari
tahun 2018 ke tahun 2019 naik 0,07 dengan demikian sebenarnya rata-rata
kenaikan indeks pendidikan berkisar angka 0,165 jika penelitian membuat
proyeksi tahun 2020 mencapai 76,86 itu terjadi kenaikan angka 0,11
sebenarnya merupakan angka yang rasional. Oleh karena itu Indeks
Pendidikan tetap perlu ditingkatkan mengingat Kota Malang merupakan
Kota pendidikan, namun Target RPJMD yang cukup tinggi sehingga belum
dapat tercapai dalam kinerja Daerah, untuk itu Pemerintah sebaiknya
melakukan evaluasi terhadap RPIJMD dan perlu ditinjau kembali.

Indeks Pendidikan yang dibangun oleh komposit Lama sekolah dan
harapan lama Sekolah ternyata dihitung sampai pendidikan menengah
(SMA/SMK). sementara kewenangan di bidang pendidikan Pemerintah
Kota Malang hanya pada pendidikan dasar (SD dan SMP), sedangkan
SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga ketika

indeks Pendidikan dihitung sampai level pendidikan menengah, terjadi

rantai _yang terputus, dimana Pemerintah Kota Malang, kurang dapat




—!!ﬂgawal jumlah siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke pendidikan

menengah. Untuk itu direkomendasikan untuk berkolaborasi dengan
Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan dasar perlu terus diwujudkan dengan
berbagai kebijakan inovatif di bidang pendidikan melalui berbagai
kemiteraan, baik dengan PT maupun Swasta maupun dengan LPMP. Data
terkait dengan harapan Lama Sekolah, siswa SMP yang tidak lanjut sekolah,
dapat diperoleh dari Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Dengan data yang akurat dari DAPODIK dan kualitas
pendidikan yang baik maka prestasi Pemerintah Kota Malang akan dapat
terus meraih Penghargaan Anugerah dari Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan Kita Harus Belajar KIHAJAR.

2. Bidang Kesehatan

Indeks Kesehatan yang telah dicapai Pemerintah Kota Malang telah
menunjukkan peningkatan perlu terus dipertahankan. Pemerintah Daerah
terus berkomitmen pemerintah dalam bidang kesehatan dan menciptakan
kawasan yang sehat. Penghargaan di bidang kesehatan oleh Pemerintah
Kota Malang tahun untuk kelima (5) kalinya yakni penghargaan Kota Sehat
Nasional dengan predikat tertinggi Swasti Saba Wistara dari Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
harus terus dipertahankan.

Indeks Kesehatan terkait bayi lahir hidup dan anak masih hidup
untuk tetap mengawal agar Indek Kesehatan terus meningkat dengan segala
program yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas antara lain dengan menggalakkan posyandu, layanan bagi ibu
hamil, juga optimalisasi Puskesmas pembantu (PUSTU) sebagai wujud
pemerataan penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana
pada fasilitas kesehatan serta pemenuhan tenaga kesehatan khususnya

dokter umum, dokter spesialis perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas

kesehatan penduduk.




ng Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
kenaikan dan sudah melampaui target RPJIMD tahun 2019. Namun pada
masa pandemi terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan
pendapatan. Penurunan pendapatan diakibatkan pemutusan hubungan
kerja, pengurangan jam kerja, banyaknya pekerja di rumahkan. untuk itu
pemberdayaan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah perlu terus
ditingkatkan utamanya dalam level RT/RW pada wilayah-wilayah padat
penduduk.

Sebagai upaya menaikkan daya beli, pemerintah dapat menurunkan
suku bunga pinjaman bank ataupun koperasi, pegadaian. Suku bunga
pinjaman khususnya bagi UMKM vyang telah diberlakukan oleh Bank
Indonesia telah diturunkan semenjak masa Covid19 yang menjadi acuan
bank-bank umum baik BUMN, BUMD maupun bank Swasta, yang mana
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota Malang dengan melakukan
kegiatan pameran produk UMKM, home industri bekerjasama dengan
sektor perbankan sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

. Angka Kemiskinan

Indeks Angka Kemiskinan yang dapat dicapai menunjukkan
penurunan, dari tahun ke tahun , namun juga belum dapat mencapai target
RPJMD. Akibat pandemi covid -19 proyeksi tahun 2020 menunjukkan
kenaikan dari 4,07 % menjadi 4,21%. Untuk saat ini langkah yang dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendataan penduduk
miskin yang rentan akibat pandemi covid-19, selanjutnya diberikan Bantuan
Sosial. Disamping itu program padat karya juga kebijakan yang tepat, tentu
saja tetap memperhatikan protokol kesehatan.

. Penurunan PMKS

Penurunan PMKS di kota Malang menujukkan angka naik dan turun,
namun juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun
2019. Untuk itu direkomendasikan dalam penanganan PMKS dilakukan

secara sinergi antara pemerintah daerah Kota Malang dengan swasta dan




yarakat. Pemerintah daerah segera mengatasi masalah PMKS sesuai

masalah yang di sandang, misalnya Anjal maka perlu kolaborasi dengan
sekolah agar anak anjal bisa sekolah, kolaborasi dengan BLK agar Anjal
bisa mengikuti ketrampilan dan pelatihan yang sesuai dengan bakat minat
mereka, sehingga mereka bisa mandiri.

. Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender menunjukkan angka kenaikan,
meskipun juga belum dapat mencapai target RPJMD tahun 2019.
Sedangkan proyeksi 2020 menunjukkan angka menurun. Untuk itu
direkomendasikan seyogyanya pemerintah daerah bersinergi dengan
perguruan tinggi dalam membuat kebijakan pengarus utamaan gender
dalam bidang pendidikan meningkatkan angka partisipasi perempuan,
bidang kesehatan dengan memperluas peyanan kesehatan bagi anak dan
perempuan dan meningkatkan daya beli dengan memberikan stimulus usaha
bagi perempuan, mempermudah ijin usaha bagi UKM yang dikelola
perempuan.

Perlunya kerjasama dalam penelitian dengan perguruan tinggi dalam
analisis kebijakan pembangunan gender. Dalam aspek pembangunan
manusia di Kota Malang.

. Bidang Pembangunan Masyarakat

Indeks Pembangunan Masyarakat pada 3 tahun terakhir (2018-2020)
menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, ada kecenderungan
naik dan turun, capaian pada indeks Pembangunan Masyarakat juga masih
kurang dari angka yang ditargetkan RPJMD.

Hasil penelitian menunjukkan dari 3 indikator yakni indeks gotong
royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman, nampaknya indeks rasa
aman merupakan capaian yang terendah dibandingkan dengan gotong
royong dan toleransi. Aspek rasa aman Hal ini terkait pada jawaban
responden terkait dengan (1) rasa aman ditempat keramaian (psar, terminal,

stasiun dan mall). Ini merupakan dampak covid-19, dimana tempat

keramaian senantiasa dihindari dalam upaya mencegah Covid-19, padahal




pat merupakan pusat perekonomian yang harus terus hidup, untuk itu

direkomendasikan agar Pemkot Malang melakukan sosialisasi bahwa
ditempat keramaian telah mengikuti protokol kesehatan, sehingga
masyarakat tidak perlu takut. (2) Terkait upaya antisipasi/mitigasi bencana
dan pendidikan dan pelatihan antisipasi/mitigasi bencana. Jawaban cukup
sebenarnya menunjukkan masyarakat tidak memahami apa hakekat mitigasi
bencana dan apa kegiatannya. Untuk itu direkomendasikan pemerintah
melakukan sosialisasi terkait dengan mitigasi bencana, atau melalui
pendidikan disekolah diintegrasikan pendidikan dan pelatihan mitigasi
bencana. (3) terkait rasa aman menjadi anggota ormadan parpol,
menunjukkan nilai rendah untuk itu direkomendasikan pemerintah Daerah
Kota Malang melalui dinas terkait melakukan pendidikan politik bagi tokoh

masyarakat dan masyarakat

. Bidang Modal Sosial

Indeks Modal Sosial juga mencapai kenaikan, meskipun juga belum
mencapai target RPJMD tahun 2019 dan hasil proyeksi juga menunjukkan
kenaikan. Berdasarkan komponen sikap toleransi dan percaya, aksi bersama
dan kelompok dan jejaring menunjukkan bahwa sikap toleransi dan percaya
mencapai angka yang lebih rendah dari komponen lainnya, jika dicermati
yang berkontribusi rendahnya nilai toleransi dan percaya adalah sikap dan
pandangan masyarakat terkait dengan tanggapan akan dibangunnya tempat
ibadah agama lain di sekitar rumahnya. Hal ini mengindikasikan
pembangunan tempat ibadah agama lain pada lingkungan masyarakat
merupakan permasalahan yang krusial dan dapat memicu konflik sosial.
Untuk itu direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk bijak
mengambil keputusan dan memberikan ijin bagi pembangunan tempat
ibadah suatu agama di lingkungan masyarakat yang mayoritas memeluk

agama yang berbeda, menegakkan aturan ijin mendirikan tempat ibadah.
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